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156A KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA, Dr. imail Navianio,
SH.MH, Fines Fatimah, SH.MH.

Pada skiipsi ini, nenulis mengangkat permasalahan mengenail penerapan pasal

156a KIUHP pada putusan Nec,1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Pilihan tema tersebut
dilatar belakang: Pada Kepulauan Seribu terdapat kasus penodazin agama yang
pelakunya adalch Basuki Tjahaja Purnama alias'Ahok, kasus 1ni diadili cleh Pen-
gadilan Negert Jakarta Utara dan di putus pada putusan No.1537/Pid.B/2016/PN
Jkt Utr., Pada putusain terseout hakim inemutus diatas/meiebihi tunitutan jaksa,

yaitu 1 (sawu) tahun penjara dan 2 (dua) tahun masa percobaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini menganziat rumusan masalah : (lf;
Apakah putiisan No.1537/Pid.B/2016/PNJkt Utr telah sesuai dengan Pasal 1

KUHP 7 dan, v’\Z ) Apa implikast aukum terhadap putusan No. 1537/P1d.B/2016/
PNJkt Utr jika di kaitkan pada ketentuan pasal yang berbeda icrkait dengan pe-

nuntuian ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan
metode pendekatan peruadang-undangen (statue approach) dan Pendckatan kasus
(case approach), Jenis data primer, sexunder yang diperoleh penulis akan dienali-
s1s dengan menggunakarn tekaik analisis yuridis-normati{”yaitu dengan metihat
peraturan perundang — undangan, berkas perkara, literatur, jurnal, skripsi, yang
dyjadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek

kajian

Dari hasil penelitian dengan metode diates, penulis mermperoieh jawaban atas
permasalahian yang ada bahwa (1) Harus ada’ perubehan terhadap Pasal 156a
KUHP, agar terdapat suatu kepastian hukum untuk -menjerat pelaku penodann
agama. Dan (2) Hakim dapat memutus dituar dari tuntutan Jaksa penuntut umurm
asal masinh berpedoman pada surat dakwaan dan verdasarkan pasal 5 ayat (1) JU

No.4§ tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

SUMBMARY
Gada Bagaskara, Criminal Law, Facuity of Law Universitas Brawijaya, January

2018, ANALYSIS OF VERDICT NO. 1537 /' P1D.B / 2816 / PN. JKT UTR.



[ reposiTORY.UBACID |

CONCERNING TO RELIGICUS BLASPHEMY IN REGARDS TO THE
IMPLEMENTATION "OF "ARTICLE 156A OF INDONESIAN  PENAL
COCDE, Dr. imaii Navianto, SH.MH, Fines Fatimah, SH.MH.

In this thesis, the authors raised the problem regarding the appiication or article
156a of Indonesian Penal Code on Verdict No.1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr.
The choice of theme on the background On the Thousand Islands there is a case of
blasphemy that the perpetrator is Basuki Tjahaja Purnama alias Ahek, this case
was tried by the North Jakarta District Court and was broken on the verdict No.
1537 / Pid.B. /.2016./ PN Jkt Utr., On the judge ruling over / exceeding the prose-

cutor's demands, namely- 1 (one) year imprisonment and 2 (twae) years probation.
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Based on the-above, this, paper raises the-formulation of the problem: (1) Is the
decision No:11537 / Pid.B /2016 / PN.Jkt Utr -has been in-accerdance with-Article
156a of the Criminal Code? and. (2) What are the legal implications of the ver-

dict? 1537 £ Pid. B/ 2016/ PN.Jkt Utr if linked to different provisions of article
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‘elated to prosecution?

Then the writing of this paper using the method of juridical-normative with statue

approach 'method and casc¢ approach (case ‘approach), type of primary data, sec-
ondary obtained by the author will be analyzed by using juridical-normative
analysis techniques that 1s by looking at iegisiation - invitations, court files, litera-
ture, journals, thesis, which 1s used as a reference in solving legal problems that

become the object of study

the results of research with the above method, the authors obtain answers to exist-
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ing problems that (1) There should be a change to Article 156a of the Criminal
Code: so there is a legal certainty to ensnare perpetrators of religious blasphemy.
And (2) The judze may decide outside of the demands of the General Prosecutor
of Origin still based on the indictment and under Article 5.paragraph (1) of Law
No:48 of 2009-on Judicial Power

KATA PENGANTAR
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Assalammuallailam Wr. Wh

Puji syvkur kami panjatkan kenada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan

rehmat dan hideyah-Nya kepada pernyusuon sehingga penyusun dapat ienyele-
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saikan skripsi-dengan judual @ “ANALISA PUTUSAN NO. 1537/PID.B/2616/
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PN.JKT UTR. TENTANG PENODAAN AGAMA TERKAIT DENGAN PEN-

ERAPAN PASAL 156A KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA™.

Adapun- maksud - dari: penvusunan skripst-ini untuk memenuhi . sebagian  per-
 d ! iy = +

syaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) dalam Ilmu Hukum dr Univer-

sitas Brawijaya.

Penyusun menyadari sepenulintya bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibanta

oleh berbagai pihak melalui instansi torkait maupun dengan peran scrfa orang —
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orang tercinta vang ada di sckeliling penyusun baik vang bersifat forimil maupun
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materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk iw dalam ke-

sempatan ini perkenankanlah penyusun menguecapkan rasa terima kasih yang setu-
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bimbingan dan masukan selama proses pengajuan judui skripsi sampai

akhirnya judul ini diterima dan bisa terselesaikan

3. Dr. Ismail Navianto, SH.MH  selaku dosen Pembimbing utama. atas

kesabaran dalam membimbing dan miemberi masuken, saran dan kritik se-
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skripsi ini dengan baik

4. Fines Fatimah, SH.MH selaku dosen Pembimbing pendamping yang atas

kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan, saran, dan kritik ser-
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ta motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
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pengerjaan skripsi ini serta membirnbing dan memberi masukan, saran, dan

kritik serta motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
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6. -Papa tmam Mas'ud, Ibu Claudia Brigitte Mumuh, atas dukungan serta doa
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agar penulis tetap semangat, kuat, dan sabar sehingga bisa menyelesaikan

skripsiini
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Khususnya, Krishna, Redy, Abraham, Faris, Faisal, Ragusto, Wahyu, Agus,
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(HIMAKOP) angkatan 2013 yang sama - sama sedang berjuang menyele-

saikan tugas akhir ini
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10. Pihak = nihak lain yang turut membant terselesdikan skripsi i yane tidak
it yang p yang

dapat penuliis sebutkan satu persatu

>enyusun berharap, sermoga nilai positit-dari penulisan skripst ini dapat berman-
faat bagi pembaca sekalian, dan penyusun tidak mungkin mampu membaias
segala budi baik vang telzh direlakan oleh semuua pihak, hanya ribuan terima kasih
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BAB I
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sebagai negara hukum yg demokratis berdasarkan pancasila dan UUD
1945 maka negara menjunjung iinggi keragamaan dan persamaan di mata hukum.

di’ indonesia sendirl - terdapat berbagai macam . suku, ras, bahasa, profesi,

A+
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keturunar, kultur dan agama ataw dapat dikatakan Indenesia menjadi negara yang
beragam dengan masvarakat yang puralisme dan multi agama.! Akan tetapi, setiap

kebebasan selalu terdapat pembatasan seperti diatur dalam Pasal 28] ayat (1) dan
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(2) UUD 1645 yang berbunyi:

(1) Setiap orang waiib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannye, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang- undang dengan
maksud semata-mata. untuk meniamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dengan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan. moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertipan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Negara berkewajiban meniamin kebebasan beragama yang mervpakan hak
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dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap
orang dapat saiing menghormati hak orang iain dalam setiap menjalankan haknya

sendirt. Setiap warga negara yang tidak mentaati pembatasan-pembatasan yang
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telah diatur dalam Undang-undang, maka akan dikenakan sanks! sesual dengan

turannnya. Pengaturan tentang sanksi secara umum dean khusus bagi setiap orang
> O S y S

Thttps://www komnasham:go.id/index.php/mandat/2014/12/24/5/1aporan-akhir-tahun-kebebasan-
beragama-berkeyakinan-komnas-ham-ri-2014.htmi. Di akses pada tanggal 26 agustus 2016 16.00
wio
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yang tcian melanggar niak beragama orang lain diatur secara umum dalam Kitab
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Undang-undang Hukum Pidana (KUHF).

Menurut Undang-undang Nomor ~1/PNPS/1965 tentang Pencegaharn,
Penyalahgupaan, dan/atau Penodaan Agama hanya terdapat enam agama yang

~14
Qi

diakui yaitu - Islam, Kristen, Katholik; Budha, Hindu, dan Konghuchu

(confusianisme), sehingga ajaran agama lain yang mengatasnamakan salah satu
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agama yang telah diakui tersebut, namun ajarannya tidak sesuai dengan pokok-
pokok ajaran dart agama yang menjadi induknya, maka hal itu discbut sebagail

penyimpangan agama/penodaan agama. Penyimpangan agama/pencdaan agama di
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Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma,

karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan bersosial.

Keberagaman dalam beragama seharusnva dapat dimengerti oleh setiap
orang untuk menciptakan suatu tatanan keadaan yang kondusif di masyarakat.
Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dart UUD Negara Republik

Indoncsia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) dan (2) disebuikan:
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(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan - dan pengajaran, memilith pekerjaan, memiiih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
ms,nmggaikuﬂnyd, serta berhak kembali,

(2) Setiap orang berhak-atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesvai dengan hati nuraninya.

| REPOSITORY.UB.ACID |

Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragema lebih lanjut dijabarkan

dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan international
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covenani on civil en political rights (Kovenan Internastonal ‘tentang hak-hak

sipil dan politik).

Penodaan - agama  Islam - sudah terjadi ~sejak turunnya- Al-Qur'an -dan
berlanjut hingga sekarang? Kasus Penodaan terhadap agama kembali menjadi
topik pembicaraan terhangat di masyarakat indonesia. oleh pernyataan salah

satu calon gubernur DKI Jakarta Periode 2017/2022 yang dianggap menoeday/
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menista salah satu surat yang tercaniurn dalam Kitab suci Al-quran yang
merupakan kitab suci agama. islani yang merupakan salah satu agama yang
dianut di indonesia.

Ketentuan mengenai Penodaan terhadap agama sendiri diatur dalain pasal 156
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dan 136a kuhp, yang berbunyi:

Pasal 156

“Barangsiapa, .menyatakan. rasa:permusuhan; kebencian :atau

penghinaan: terhadap, suatu.atau beberapa glngan rakyat Indnesia. di

muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama.empat tahun

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 156a.

“Dipidanadengan- pidana penjara selama-lamanya lima  tahun

barangsiapa ' derigan sengaja di ‘muka umum imengeluarkan perasaan

ataw melakukan perouatan:

a.!yang-pada pokoknya bersifat-permusuhian; “penyalahgunaan atat
yendaan terhadap suatu agema yvang dianut di Indonesia;

l'- dengan 1aksud-agar supaya orarig tidak mengas mf agama; apa pun

juga;yan bf‘fsend,‘(a“ Ketuhanan Yang Maha Esa.”
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Pada penelitian ini penulis berfokus pada pasal 156a, dalam pasal 156a

sendir terdapat 2 ayat yang pada ketentuan undang undang terseout memiliki

unsur pertama, dengan senigaja di depan umumi mengeluarkan perasaan atau

2 Jalaluddin, Psichology Agaraa, Siantar, Jakarta, 2000, Hlm. 3
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melakukan  perbuatan yang  bersitat bermusuhan, penyalahgunaan  atau
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penodaan terhadap suatu agama yang dianut di’ Indonesia dan kedua dengan

sengaja dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga vang
bersendikan ke — Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut ketentuan pasal 156a

huruf a dan dan huruf b pada penjelasan umum tidak dijelaskan apakah kedua

unsur tersebut- harus terpenuhi atau dapat berdiri seandiri, schingga
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mernimbulkan perraasalahan yuridis; sebagal contoh pada putusar No. 1573/

Pid.B/2016/PN Jkt Utr. hakim memutus menggunakan pasal 1562 dengan

terpenuhinya poin 2 saja tanpa terpenuhinya poin b yang merupakan salah satu
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unsur pada pasai 156a tersebut.

Hakim seharusnya lebih berhati-hatt apabila akan nienerapkan pasal 1562

KUHP ini, Hakim hams mempunyai pengetabuan khusus tentang gjaran suatu
agama, mengingat. pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang
menganut paham bahwa urusan agama adalah urusan pribadi penganutnya
bukan merapakan urusan pemerintahi. fmpiementasi hakim di dalain tindak

pidana perkara perodaan agama diliarapkan memipu menciptakan keadilan bagi
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masyarakat, seirinz dengan berjalan nye waktu teritr saja hukum dan peristiwa
hukum itu ikut berkembang, karena rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku

dalam masyarakat juga 1kut berkembang sesuai dengan perkembangan
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nasyarakat itu sendiri yang versifat dinamis, sementara hukum berkembang

dengan sangat laribet atau cenderung statis. Ketika in abstracto bukum ity

tidak mampu menjangkau nya. maka Sudah menjadi fugas mulia hekim untuk

mampu menyelaraskan penegakan hukum tersebut secara in concreto melalui
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putusan nya, tentu ‘saja bal ini merupakan bagian dari - tindakan untuk
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mewujudkan hakikat dari tijuan hukum yakni keadilan.

Jika seorang hakim hanva bersifat positivis dengan hanya berpegang
secara. Kaku terhadap bunyi pasa! 191 ayat (1) KUHAP :. “jika. pengadilan
berpendapat Bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa yang

b

didakwakan kepadanya tidak terbukti, maka terdakwa diputus tebas” dan Pasal
v 5 P
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182 ayat (4) KUHAP juga dijelaskan bahwa : “Hakim dalam meinbuat suaty
putusan. didasarkan atas 2 hal yaitu surat dakwaan dan segala sesuatu yang

terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan”. Maka sesungguhnya dia
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telah menutup nuraninya sendiri.  Padahal ketika seorang hakirm sedang

menangani perkara maka  diharapikan ‘dapat’ bertindak  arif dan ' bijaksana,

mernjuniung tinggl nilai keadilan dan kebenaran materil, bersifat aktif dan
dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif. melakukan penalaran
logis sesuai dengan teor1 dan praktek, sehingga kesemuanya itu akan bermuara
pada putusan yang akan dijatuhkan yang dapat dipertanggungjawabkan daii

aspek ilmu hukum itw sendiri, hak asadi terdakwa, masyarakat dan negarz, diri
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sendiri serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa?
Dari hal tersebut peneliti merasa adanya kekaburan atau ketidakjelasan

norma pada penerapan pasal 156a sehingga penulis tertarik untuk melakukan
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penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penocdaain agama dengan

judul:

3 Lilik mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi,
dan Putusan Peradilan), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996 ,hlm.33
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ANALISA PUTUSAN NC 1537/Pid.B/2016/PN.JKkt  Utr. TENTANG
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PENODAAN AGAMA TERKAIT DENGAN PENERAPAN PASAL 1564

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA
B. Rumusan Masalzh
1. Apakah putusan No.1537/P1d.B/2016/PN.Jkt Utr telah sesuai dengan Pasal

156a KUHP?
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2. Apa dmplikasi hukum ferbadap putusan No. 1537/Pid.B/2616/PN.Jkt Uty
jika. di kaitkan pada ketentuan . pasal yang herbeda terkait dengan

penuntutan ?
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C. Tujuan Penelitian

1. Unwk mengetahul sudah tepatkah ‘penggunaan pasal 156a kuhp dalam

putusan No, 1537/Pid.B/2016/PN. ikt Utr.
2. Untuk mengetahui apa implikasi hukum terhadap putusan No.1537/Pid R/
2016/PN.Jkt Utr. jika hakim memutus diluar tuntutan Penuntut Umum.
D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
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Hasil penelitian ini dibarapkan dapat menambah khasangh keilmuan dan
literatur dalam dunia kepustakaan tentang pemidanaan dan dapat

memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu
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i

hukum ' pidana pada uniumnya, scria dapat - digunakan secagai acuan

terhadap penelitian-penelitian sejenis pada kkhususnya.
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2. “Secara Praktis
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Manfaat secara praktis ialah untulk memberikan jawaban atas permasalahan

1

yang diteliti serta dapat-menambzh wawasan pada penvusun khususnya dan

I

para pembaca umumnya. dapat pula digunakan oleh penegak hukum,
Khususnya hakim agar dapat mengambil pertimbangan hukum yang lebih

tepat dalam mengambil suatu keputusan.
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E. Sistematika Penulisan

Bab1: Pendahiuluan

Dalam bab ini menyajikan tentang latar belakang masalah, orisinalitas,
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ramusan masalah, tujuen penelitian, manfaat penclitian, sistematika

penulisan.

Bab 11 : Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah argumentasi iimiah/teori, dokirin/pendapat para
ahli yang berasal dari referens: yang sah maupun hasil perelitian yang

gai analisis data

&

telah diuji- kebenarannya yang akan dipergunakan seba
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maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian. Bab ini berisi :

A. Teor1 Kesalahan

1 Unsur Kesalahan
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a. Adanya Kernampuan oertanggung jawab pada si pelaku

(Schuldfahiskeit ataw Zurechtmungsfahigkeit)

v
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&l
E: b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang
| & S ngan t a PfCia cngan p dilliyd, 'yang
|10 1 1 . 1 . 5 NS e gt
|5 bernpa kesengajaan (dolus) atav kealpaan {cuipa), ini discbut
8
| &
— bentuk-bentuk kesaiahan.

¢. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada

alesan pemeaf dan pembenar,

Teor1 Wedderetchtelijk
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3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

B. Tecrt Tentang Penodaan Agania
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C. Teori Tentang Putusan Hakim

Bab I11: Metode Penelitian

Menguraikan ientang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data,
teknik memperoleh data, teknik analisis data dan definisi konseptual.

Bab IV Hasil dan Pemoahasan

Bab int akan menjabarkan hasii dan analisa penelitian yang dilakukan atas
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objek penelitian secara tuntut- dan jelas, hasil yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah menganalisis. . putusan pidana penodaan agama ahok

terkait dengan penerapan pasal 156a KUHP serta penjatuhan pidana oleh
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hakim diluar tuatutan jaksa penuntut umuim.

LU

ab V : Penutup

Bab int berisi tentang kesimpulan dan seran yang menjadi perhatian utama

dari pembaca untuk mengetahui isi dari topik pembahasan pada skripsi.
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Tabel originalitas penelitian terdahuli!
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BAB II
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KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Kesalahan
Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, -dapat disamekan dengan
pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna

dapat dicelanyz si pembuat atas perbuetannya. Tentang kesalahian inl Bambang
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Poernomo menyebutkan bahwa:

“Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan . segi yuridis. Segi
psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan vang harus ada
terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan
dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang
yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana
hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.!”

Berdasarkan pendapat Bainbang Poerniomo tersebut dapat diketabhui uiituk
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adanya suatu kesalahan haius ada keadean psilis atau batin tertentu, dan harus
ada hubungan vang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan
yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan

menentukan dapat atau tidaknya sescorang di pertaniggungjawabkan sccara
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pidana. Menurut Moetjatno, syarat-syarat kesalahan yaitu:
1. Melekukan perbuatan pidane {sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jiawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau

kealpaan;
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I Bambang Poernoimo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Inconesia, Jakarta, 1992, Him:145.
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LRI S, T An
lidak ada alasan pemaat?
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Cesalahan sebegai’ faktor penenfu dalam menentukan dapat tidaknya

seseorang di pertanggungjawabkar secara pidana dapat dibedakan dalam dna
bentuk, vaitu kesalahan dalam bentik kesengajaen (dolus. atau opzet) dan
kesalahan dalam bentuk kealpaan (cuipa).

Tentang apa arti dart Kesengajaaiy, tidak aca keterangan sama sckali dalam
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KUHP Iadenesia, lain haloya dengas Swiss di mena dalam Peasal (18 KUHP
Swiss dengan tugas memberikan pengertian tentang kesengajaan yaitu. “barang

siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia
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melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.3 [imu hukuni pidana membedakan

tiga macam bentuk Kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagat maksud / tujuan (opzet als oogmerky Bentuk
kesengajaan . sebagai maksud sama artinya dengan mienghendaki
(willens) nutuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif),

menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan kewajibai hukum (tindak
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pidanza  pasif) ~dan tahu juga menghendaki timbunya akibat dari
perbuatan itu (tindak pidana materiil).4
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang
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pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu.

2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.io4
3 Ibhid, Moeljatno, Hlm. 171

T

4 Adami Chazawi, Peiajaran Hukum Pidana I, FT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.96.
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Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pastit menimbulkan akibat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn)

aisebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai

kemungkinan adalab kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang

4

diketabuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul vang ia
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tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk

mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko
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untuk raelakukan perouatan.o

Salah satu bentuk dari kesalahan adalah culpa, menurut Wirjono Prodjodikerc

arti kata dari ciilpa adalah:
“Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum
mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana
yang tidak ‘sepeiti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, schingga akibat

vang tidald di sengaja terjadi”.’
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Mengenal! kealpaan -itu. Moeljatne. menguritip dari- Semidt yang merupakan
keterangan resmi deri pihak pembentu WvS sebagai berikut:

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wef mengharuskan bahwa
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kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan dilarang dan diancam pidana.

Ibid, Adami Chazawi, Him.97.

W

¢ Tvid, Adami Chazawi, Him. 96,

7"Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana [ndonesia, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981,
Him.61.
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Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya
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terhadap keamanar urmiun mengenai orang atain barang dan jika terjadi

menimbulkan banyak kerugian, sehingge wet harus bertindak pula terhadap
mereka yang tidak berhati-hati, yang. teiedor. Dengan pendek, vang
menimbulkan keadaan yang dilarang 1tu bukanlah menentang larangan

tersebut, - dia- tidak ‘menghendaki atau imenyewjui timbulnya hal yang
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dilarasg; tetapi kesalahannya, kel elituantya dalam batin sewaktu ia berbuat
sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah_ bahwa ia kurang

mengindahkan larangan itu.”8
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Terkait dengan pendapat yang diutarakan tersebut, Mocljatno

1

perkesimpulan bahwa kesengajaan berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetaps,

dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan vang dilarang dan diancam dengan
pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya . alasan
pemaaf, akan tetapi bentuk dari kesengajaan berbeda dengan kealpaan.
Kesengajaain ‘adaiami mengenail sikap  batin - orang menentang larangarn.

Sedargkan kealpaan adalah ‘sikap kurang mengindahkan larangan schingga
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tidak berhati-hati -dalam melakukan se¢suatu yang objektif sehingga
menimbulkan keadaan yang dilarang.?

Selanjutnya, dengan menguntip pendapat Van Hamel, Moeljatno

| REPOSITORY.UB.ACID |

mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan

8 Moeljatno, Op .cit, Hlm. 198

9 Moeljatno, Op .cit, Him. 199
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penduga-penduga sebagaimana diharuskan oich hukum dan tidak mengadakan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

1

penghati-hati sebagaimana dibarusken oleh hukum 1”

1. Unsur Kesalahan
Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan hukum atau bersitat melawan hukum. Jadi

meskipun perbuatannya memenuni rumusan delik dalam undang-undang
P 8 &
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dan tidak dibenarkan, ha! tersebut belum memenuhi syarat nrtuk penjatuthan
pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang

yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(subjective guill).

3

Disini betlaku apa yang disebut asas “iiada pidana tanpa kesalahan” (geen

straf zonder schuld). Kesalahan terdirt atas beberapa unsur
a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelakn
(Schuldfahigkeit atau Zurechntnungsfahigkeit)
Keinampuan  bertanggungjawab merapakan unsui pertama dart

kesalahan “yang harus terperubi untuk roemasiiken bahwa pelaku
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tindak pidana  dapat mempertanggungjawabkan perbuctannya atau
dapat_dipidana. Kemampuan bertanggungiawab biasanya dikaitkan

dengan keadaan jiwa pelaku tindak pidana, yaitu bahwa pelaku dalam

| REPOSITORY.UB.ACID |

keadaan sehat jiwanya atau tidak pada saat melakukan tindak pidana.

Untuk adanya kemarmpuan bertanggungjaweb haras ada:

10" Moeljatno, Op .cit, Hlm. 201
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P

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan perbuatan yang baik dan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

yang burul, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan

hukum
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut
keinsyatan tentang baik dan buruknya perbuatan.!
Peyjelasan pertama miengenai kemampuan dalem membeda-bedakan

f‘acior) vaity
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mempunyai pengertian behwa faktor akal (intelieciual |
dapat membeda- bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan

yvang tidak. Yang kedua adalah tfaktor perasaan atau kehendak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

i (volitional facior), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan
. Kewmgyatan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.!?

Pasal yarg mengatur mengenai kemampuan bertanggungiawab  ini

[
-~
)

[ =
)

=
)

asal 44 ayat 1 KUIIP. Selain itu berdasarkan Uncdang-Undang
ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak

mainpu beitanggungjawab, misalnya masih dibawah umur, ingatannya
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terganggu - oleh penyakit, ‘daya paksa, peribebanan terpakee yang
melampaui ‘batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut- melekat pada
pelaku tindak pidana, maka Undang-Undang memaatkan pelaku

sehingga terbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

| REPOSITORY.UB.ACID |

11 Moeljatrio, Op. .cit, HIm: 165

12 Moeljatnoe, Op .cit, Elm. 74
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b. Hubungaa batin antara pelaka dengan perbuatannya, yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

berupa kesengajaan (dofiis) atau kealpaan (culpa), ini disebui

bentuk-bentuk kesalahan.
Kesengajaan (Dolus/Opzet) dan kealpaan (Culpa/Alpa)- merupakan
unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan

batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan.
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Mengenai  kesengaiaan (Dolys/Opzer), KUHP tidak memberikan
pengertian. Namun pengertian kesengajaan dapat di ketahui dari MvT

(Memorie van Toelichting), yang memberikan arti kesengajaan sebagai

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

“menghendaki dan engetahui™.

Hukum - pidana rmiengenal beberapa teori yang berkaitan dengan

kesengaiaan (Dolus/Opzet) yaitu:
a. Teori kehendak (wilstheorie)
Inti dar1 kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan
unsui-unsar delik dalam rumusan Undang-Undang.

b. Teort pengetahuvan etau membayangkan (voerstellingiheorie)
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Senzaja berarti membayangkan akan timbulnya suafu perbuatan;
orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat

membayangkannya. 13

| REPOSITORY.UB.ACID |

¢. Tidak adanya ajasan yang menghapus kesaiahan atau tidak ada

alasan pemsaf dan pembenal

13" Tri Andrisman, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Universitas
Lampung, Hlm. 102-103.
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Menurut ~Teguh Prasetyo berdasarkan doktrin hukum  pidana,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

penyebab tidak dipidananya 510 pembuat’ fersebut dibedakan ~dan

dikelompokkan menjadi dua daser, vakni:
a. Dasar pemaaf (schulduits luitings gronden), yang bersifat
subjektir dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai

stkap batin sebelum atau pada 'saat akan berbuat.
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b. Dasar pembenar (rechis vaarding ings gronden), veng bersifai
objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-ha! lain diluar

batin si pembuat. !4

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Alasan pemaal adalah alasan yang  menghapuskan  kesalanan - si

pembuat.  Perbuatan ~yang dilakukan olen terdakwa tetap bersifat

melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetap:
tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.!3
Alasan pemaaf atau schulduitsluttingsgrond 1ni menyangkut

pertanggungjawaban seseorang teirhadap perouatan pidana yang tclah

~
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dilakukannnya atau - crirmnal Cresponsibility. Alasan pemaal ini
menghapuskan kesalahan orang - yang -melakukan delik atas dasar
beberapa hal,

B. Teori Wedderechtelijk

| REPOSITORY.UB.ACID |

Sifat penting dart tindak pidana (strajbaar feit) Adalah onrechtmatigheid

atav sifat melanggar bukum dari tindak pidana itu. Tindak pidana merupakan

14 Teguh Prastvo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 106-107.

15" Adami Chazawi, Pelajaran Hukuir Pidana 11, Raja Grafinde Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 18.
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perumusan dari hukuin pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pelanggaran norma - norma hukum yang ada di bidang hukum lain, yaitu

hukum perdate, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. maka adanya
hukum pidana bersumber pada pelanggaran - pelanggaran hukum di bidang -
bidang hukum lain tadi. jadi, dengan sendirinya daiam tiap tindak pidana harus

ada sifat melanggar hukum atau onvechtmatigheid tadi.lo
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Onrechimatigheid ini juga bise disebut wederrechielijkheid vang berarti
sama, tetapi dengan nama wederrechtlijkheid ini adakalanya unsiur ini secara

tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana (strafbepaling).

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Misalnya, dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian disebutkan bahwa

pencurian iui adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud uutuk

memiliki-barang itu secara wederrechtliiheid atau secara melawan hulkum.
Artinya si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang itu sebab jika hak ini
ada pada si pelakn, misalnya apabila ada perjanjian bahwa barang itu akan
disecrahkan kepada si pelaku, miaka tidek ada wederrechtlijkheid, tidak ada sifat

melawarn hular 17
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[stilah -melawan  hukun i1 sesuingguhnya mengadopsi ‘dari istilah
Istilah melawan hukum senditi- sesungguhnyz mengadopsi ‘dari istilah

dalam hukum perdata yaitu onrechtmatigedacd yang berarti perbuatan

| REPOSITORY.UB.ACID |

16 Wirdjono Prodiodikoro ; Asas - Asas Hukum Pidana di Indones a, Refika Aditama, Bandung,
2003, Him. 64

171bid, Wirdjeno Prodjodikoro, Hlm: 64
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melawan  hukum. Untuk *teijadinya perbuatan melawan  hukuny, menurut

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

hoffman'? harus dipeniihi empat unsus, yaitu.

1.- Harus ada yang melakukan perbuatan;

2. Perbuatan ity harus melawan hukum :

4 D 3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;

=

7 Anin : ™ . .

e P 1. Perbuatanitu karena kesalahan yang ditimpa gepadanya.

=

= . . iy | ... B , L.
sSm Dalam arti sempit pengeriian hukum disird hanyaleh hukum yang tertuli

atau - terkodifikasi seperti undang-undang: sedangkan dalam arti luas

dimaksudkan termasuk hukum vang tidak tertulis, seperti . kebiasaan,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kesopanan, Kkesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Doktiin yang

mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti terbatas 1ni s¢jatinya

dipengaruhi cleh eliran legis (paham legisme) yarg pada akhirnya juga dianut
oleh para hakim. Pandangan ini disebut dengan pandangan formi!, Sedangkan

pandangan materiel, perbuatan melawan hukum itu tidak harus sebatas

pelanggaian icrhadap undang-undang, akan tetapi juga perlu dilihat apakah
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perbuzian itu merupakan pelanggaran asas-asas umum di masyarakat termasuk
hukim tidak  tertulis untuk membuktikan ada ateu tidaknva -sifat melawan
hukum secara materiel dari perbuatannya. Dengan pandangan  ini, hakim

diberikan kebebasan untuk menafsirkan atau melakukan interpretasi suatu

| REPOSITORY.UB.ACID |

perbuatan melawan hukuny dikaitkan dengan hukum yang beriacu.l©

C. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

18 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Suatu Pengantar Refika'/Aditarna, Pekanbaru-Banding;
2010/2011, Hlm.117

19'1bid, Erdianio Effendi, Him. 117
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Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positit saat ini

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

menganut asas kesalahan sebagai salah satuasas 'disamping asas legalitas:

Pertanggungiawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak
pidena terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinva
pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak

pidana yang dilakukan olch seseorang, dan telah ada aturan yaag mengatur
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tindak pidana tersebut. Roeslag Saleh?” menyatakan bahwa:
“Dalam . membicarakan. . tentang - pertanggungjowaban  pidana, - tidaklah
dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan
pandangan-pandangan  falsafah. Saiu dianiaranya adalah  keadiian,

sehingga pembicaraan lentang pertanggungjawaban pidana  akan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

memberikan fontur yang lebih jelas. Pertanggungiawaban pidana sebagai
soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat’
Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk bal pertanggungjawaban.

Perbuatan pidana nanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang

vang telah melakukan perbuatan ite kemudian juga dipidana terganfung pada
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soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan ifu mempunyai kesalahan atau
tidak apabila orang vang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai
kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai
kesaianan, walaupan dia telah imelakukan perbuatan yang teclarang dan tercela,

dia tidak dipidana. Asag yang tidak tertnlis

| REPOSITORY.UB.ACID |

20 Roeslan Saieh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. jakarta,
1932, hlm. 19
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“Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dipidananya'si pembuat2!

2

Pepatah 'mengatakan: Tangan - menjinjing, -bahu -memiku!”, artinya
seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya.

dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan

pertanggungjawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu
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pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana
dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang tclah

ditentukan dalam undang-undang. Diithat dari sudut tegjadinya satu tindakan

ng tertaratg (diharuskan). seszorang —aken - dipertanggungiawabkan atas

tetl

yat

tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum
(dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond
atau alasan peinoenar) untak orang 1tu dilthat dart sudut kemampoan

bertanggungjawab maka hanya sescorang yang mampil bertanggung jawab
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yang dapat dipertanggungiawabkan pidananya 22
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai

| REPOSITORY.UB.ACID |

-

“toerekenbaarheia”, “‘criminal responbility”,  “criminal - liability”. Bahwa

sertangoungiawaban pidana dimaksudkan untuk menentikan apakah sgscorang
} S5 T+ 1 S

&

Op Cit: Roesian Saleh Hal 75

22 E.Y.Ranter & S.K Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakaria,
2002, Storla Grafika. Him. 249.
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tersangka/terdagwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime)

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

vang terjadi atau tidak. Derngan pericataan lain apakah terdakwa akan dipidana

ateu - dibebaskan. Jika ia dipidana,. harus ternyata bahwa- tindakan van

(%)

dilakukan itu bersifat melawan hukum den terdakwa mampu bertanggung
jawab. Kemampuan tersebut memperithatkan kesalahan dari petindak yang

berbentuk kesengajaan atau  keaipaan. Artinya tindakan tersebut tercela
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tertuduh mienyadati tindakan yang dilakukan tersebut.??
Pertanggunejawaban nidana adalah svatu perbuatan yang iercela oleh
> & Ly b )

masyarakat vang harus dipertanggungjawabkan pada si . pembuatnya atas

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang

tercela it pada si pembuatnya, apakah ‘st pembuatnya juga dicela ataukah st

pembuatayva tidak dicela: Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu
dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak
dipidana.24

Kesalahaii dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan aengan pengervan
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pertangungjawaban ‘dalam hukum pidana. Didalamnya terkandurg makna
dapat dicelanya si pembuat atas perbuatennya. Jadi; apabila dikatakan bahwa
orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia

dapat dicela atas perbuatanya.25

| REPOSITORY.UB.ACID |

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

23 Ibid. E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. Hlm. 250

24 Op.Cit. Roeslan Saleh. Hlm. 75-76.

25 Andrisman, Tri. 2009. Asas-Asas dan Aturan Umurn Hukum Pidana Indonesia. Universitas
Lampung. Bandar Lampung.
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T,

Dalam pengertian perbuetan p dana tidak ‘termasuk hal

pertanggungjawaban.  Perbuaten  pidana hanya menunjuk kepada

dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan it

kemudian juge dipidana, tergantung pada soal apakeh dia  dalam

melskukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau - tidak.

Apabila  orang  yang -melakukan perbuatan pidana. itu. memang
mempunyai kesalahan, maka tentn dia akan dipidana”.26

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

:l.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika

telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang- iclah
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ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan
yang tertarang {(ditharuskan), sesectang akan  dipertanggungiawab-pidanakan

ates, tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

hukumuntuk 1tu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka

hanya sescorang “mampu bertanggung jawab’™ yang aapat

dipertanggungjawabkan pidanannya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, iika
telah melakukan suatu tindak pidara dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah
ditentukan dalam undang-undang. Diiihat dari sudut terjadinya suatu tindakan

1

yang ierlarang | dlhafdo&lﬁ) seseorang -akan' dipertanggungjawab-pidanakan
\ E=]
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ates iindaken-tindakan tersebut apabila  findakan tersebut bersifat melawan
bhukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau

rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut

| REPOSITORY.UB.ACID |

kemampuan oertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu

26 Roesian Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengeriian Dasar calam
Hukum Pidana. Jakaria, 1953 Hal. 75
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bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mampu bertanggungjaviab {toerekenings vaibaar), bilamana pada umumnya.?’

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidara Di Indonesia Dan Penerapanya.
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu
bertanggung jawab mencakup:

(a) Keadaan Jiwanya
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(2) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus ~atai sernentara
(temporair):

(3) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sebagainya),dan

(4) Tidak “terganggu- karena terkejut, hypnotisme, amarah  yang

meluap, pengarvh bawah —sadar/reflexe  bewenging, ~melindur/
slaapwandel. menganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain
sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

(b) Kemampuan Jiwanya

(1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

<
<
=
<
o
o0

UNIVERSITAS

(2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut. anakah

akan dilaksanakan atau tidak; dan

(3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

| REPOSITORY.UB.ACID |
t-1

eoih fanjut E.Y. Kanter dan S.K. Sianturi?® menjelaskan bahwa:

27 B Y. Kanter & SR Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di indonesia dan Penerapannya. Jakarta:
Storia Grafika, 2002 hlm. 249

28 Ibid., E.Y. Kanier dan S.R. Sianturi, him. 250.
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“Kemampuan “bertanggungjavrab didasarkan pada keadaan dan
kemampuan “jiwa’(geestelijie vermogens),dan bukan kepada keadaan
dan’ kemampuan “bcrﬁkir”(‘/e.”s‘trwudé'/zm'e vermaogensy,dari seseorang,
walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP
adalah verstanddelijke vermogens, untuk terjemahan dari verstanddelijke
vermogens. sengaja  digunakan 1s‘r114h “keadaan dan kemampuen  jiwa
seseorang”

Pertanggungjawaban pidana  disebut sebagai “toerekenbaarheid”

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa

dipertanggungjawabkan atas suawe tindak pidana (crime) yang terjadi atau
p agung] P g
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tidak??. ‘Petindak ~di sini adalah orang, buken makhluk dain. Untuk

membunuh, mencuri, menghina dan sebagzainya, dapat dilakukan cleh siapa

| REPOSITORY.UB.AC.D |

saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal

dar1 pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

b.  Unsur-unsur Dalam Pertanggungiawaban Pidana

=25
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1

can dimintai
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ataw pelaku tindak pidana tidak a

pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila. tidak melakukan

perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum,

namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidakiah selaiu dia dapat
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dipidana. Orang yang melakukar perbuatan pidena harya akan dipidana
apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Reeslan Saleh30.

5

tideklah ada gunanya untuk

mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila

| REPOSITORY.UB.ACID |

perbuatannya itu senditi tidak bersifat melawan hukum, maka lebih Tanjut

29 Roeslan Saleh, Pikiran-sikiran Teatang Pertangoungjawaban Fidana. Ghaliz Indonesia. Jakarta,
1982 Hal. 45.

20 Ibid, Roeslan Saleh, Hlmi. 75-76.
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dapat puia dikatakan bahwa teriebin dahulu harus ada kepastian tentang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsui- unsur’ kesalahan

harus dithubungkan pula dengan perbuaten ridana yang dilakukan, sehingga
untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka
terdakwa haruslah:

(a) Melakukan perbuatan pidanz;
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(b) Marrpu bertanggung jawab;
(¢) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

(d) Tidak adanya alasan pemaaf.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada

maka orang yang bersanglutan atau pelaku tinaak pidana aimaksud dapat

dinyatakan merpunyai pertanggung jawaban pidana, sshingga ia dapat

SO

dipidana.
Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah
melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan

menjadi 3 (tiga) yaitu:
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(1) Kemampuan bertanggungjawab;

CC)

(2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culva/alpa);

(3) Tidak ada alasan pemaaf.’!
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Pengertian  kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui “daii

beberapa pendanat sarjana berikut i0132;
f {

2t Andrisman, Tri.: 2000, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidena Indonesiza. Universiias
Lampunz. Bandar Lampung Hlm. 91

22 Jbid. Hal. 54
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| REPOSITORY.UB.AC.ID |

“Kesalahan adalab keseluruhan ‘syarat yang memberi dasar untuk

adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”

(b) Simons:

v - “Sebagai dasar untuk pertanggungganjawab dalam hukum pidana. la
< rrm—— £
= ;
o P berupa keadaan fisik dari si- pembuat dan hubungannya ternadap
==
sm perbuatannya den dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik ity
perbuataninya dapat dicelakan kepada si pembuat.”
(c) Pompe
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“Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya,

biasanya sifat melewan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang

bersifat melawan hukum ito-adalah perbuatannyz. Segt dalamnya.
yang bertalian dengan kehendak si rembuat adalah kesalahan.”
2 PROSIION A

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya

sifat melawai hukum itu merupakan scgi luarnya. Yang bersifat melawan
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hulkum it adzlab perbuatanuya. Segi delamnya, yang bertalien dengan
kehendak s1 pembuat adalah kesalahan

Bahwa bilemana kita hendak menghubungkan petindak dengan

tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak

| REPOSITORY.UB.ACID |

atas tindakannya, agar supaya dapai ditentukan pemidanaan kepada

petindsk herus diteliti dan dibukiikan bahwa -

(2) subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang

(b) terdapat kesalahan pada petindak;
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(¢) tindakan‘itu bersifat melawan hukum;

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(d)y tindakan itv dilarang dan diancam dengan pidana oleh Tndang -

M7

Undang
(e) (dalam arti luas) dan;
(f) Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, wakwu dan

keadaan lainnya yang diientuken dalam undang ~undang.3
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Menurut: Molyatao® (calam Trio Andrisman) uasur-unsur
pertanggungiawaban pidana adalah:

(1) Kesalahan;

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(")

(2) Kemainpuan bertanggungjawab,

Tidak ada alasan pemaaf.

AN
L
N

Meoeljatno menyimpulkan bahwa uvntuk adanya kemampuan bertanggung
jawab harus ada:
(a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik

dan yang buruk; sesuai dengan nukuni dan yang meclawan hukuii;
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(fakter akai)
(b) Kemempuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan
tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/

kehendak).

| REPOSITORY.UB.ACID |

1
b

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan

pertanggung awaban orang terhadap tindak pidana yang dilekukennya

o

33 Op.Cit. E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. Hal. 253

34 Op.Cit. Trr Andrisman. 2009. Hal. 72,
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Dengan demikian, teijadinya pertanggungjawaban picana karcna tclah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyaraiat

telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam
bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan
masyarakat tersebut, schingga orang yang melakukan perbuatan tersebut

akan dicela, karena dalam kejadian tersebuc sebenarnya pembuat dapat
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berbuat lain  Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnyez merupakag
suatu. mekanisme yang dibangun oleh hukum. pidana untuk bereaksi

terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

¢. Subyek Pertanggungjawaban Pidana

8]

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana,

karena berdasarkan uraian-uraian- diatas telah dibahas bahwa yang akan
mempertanggungiawabakan suatu tindak pidana adalah pelaku  tindak
pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah saina
antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempeitanggungjawebkan

perbuatan pidaranya.
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Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi’s, yang dianggap sebagai subyek
Tindak Pidana adalah Manusia {(natuurliike-persoonen), sedangkan hewan

dan badan- badan hukum (rechtspersonen) tidak dianggap sebagai subjck.

| REPOSITORY.UB.ACID |

Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindax pidana, ini

tersimpuiken ariara lain dari:

35 0p.Cit. EXY. Kanter dan S.R Sianiuric Hlm. 255
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(a) Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan isttiah:

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

4

slapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawar negeri, dan

lain' sebegainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada

yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan. ditemukan

~

dasarnya dari pasai-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk 1stilah

barangsiapa, dalam pasal-pasal @ 2,3 dan 4 KUHAP digunakan istilah
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“een teder” (dengan terjernahan sctiap orang”).
(b) Ketentuan - mengenai peitanggungjawaban . pidana . seperti - diatur,

terutama  dalam pasal: 44, 45. 49 KUHP, yang antara lain

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mengisyaratkan sebagai geestelijke vermogens dati petindax.

(¢) Ketentuan mengenar picana yang diatur dalam pasal 10 KUHP,

terutama mengenai pidare denda, hanya manusialah veng mengerti
nilai nang.
D. Teori Tentang Penodaan agama

Pengertian tindak pidana againa aapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria®®,
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vaitu:
(1) tindek pidana menurut agama;
(2) tindak pidana terhadap agama;

(3) tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan

| REPOSITORY.UB.ACID |

beragama.

56 Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) D1 Indonesia dan
Perbandingan Berbagat Negarz, (Semrarang: BE-UNDIP, 2010), hai 1.
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Delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, menurut

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Barda Nawswi Arief, ‘dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurii

1
L

hukum yang berlaku merupakan tindek pidena dan dilihat dari sudut pandang
agama juga merunakan perbuatan terlarang/ tercela, atau perbuatan lainnva
yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi diiithat

1

dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercelad’.
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Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agsma, terlihat terutama
dalam Undang-Undang Nomor 1 Pips. 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP

(penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

meinganut agama) . Pada deuk agama dalam pengertian aelik “terhadap againa™
g p

1

(Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dyjunipai dalom ketentuan KUHP. Dellk ini

4

ditujukan khusus untuk melindungi Keagungan -dan kemutiaan Tuhan; Sabda

dan Sifatnya, Nabi/Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran
ibadah Keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya.

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap

agama”, yakni Pasal 156a dalam KT'HP, sudah adasejak dikeluarkennya

J
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Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1955 tentang Pencegahan Penyalahgunasn dan
Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari

1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1

| REPOSITORY.UB.ACID |

Pnps 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.

1Loc. Cit.
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Adapun delik agaima dalam pengertian “yang berhubungan dengan agamna™

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

atau “‘terhadap kehidupen beragama”, dersebar antara lain di délamy Pasal

175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliput: perbuztan-perbuatan:
(2) merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah
(PsL. 175);

(¢) mengganggu perteruan/upacara keagamaan dan upacara periguburan
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(c) menertawakan petugas agama  dalam  menjalankan tugasnva yang

diijinkan (Psl. 177 ke-1);

Q‘ 1 M 1 . Y Ll =
|g enghiina benda-bend. ian ibadah (Psi. 177 ke-2),
|9 {d) menghina benda-benda keperiuan ibadah (Psi. 177 ke-2);
E

{5

|8 () merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Psl. 178);

| = \ ot r =1 >
8

| &

IN

ted (B menodai/merusak ~kuburan- (Psi. 179); menggeli, mengambil,

memindahkan jenazah (Psl.180);
(g) menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan
Kematian/ketahiran (Psi. 181),

(1) membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah
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dilalaukan (Psl: 503 ke-2)
Delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama

ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragaina

| REPOSITORY.UB.ACID |

dalam melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan. Keamanan “dan

ketentraman ~dalam menjalanken agama dan keagamaan, merupakan

o

keoentingan hukum. yang harus dilindungi dalam rangka ketertiban umum

Agama dalam delik ini tidak menjadi obyek perlindungan, karena dianggap
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bukan kepentingan hukum, yang menjadi kepentingan hukum adalah aktifitas

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

agama den keagamaan, ‘seperti ierintangi upaceraagama dan upeacara

penguburan jenazah atau membuat suesana gaduh ditempat ibadsh sehingga
menggangu jalannya ibadah.
Pengaturan tindak pidana agama dalam KUHP, pada awalnya hanyalah

mencakup pengertian undak pidana agama yang ketiga, yaitu tindag pidana
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vang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Narmun
setelah adanya penambahan Pasal 1562 ke dalam KUUHP berdasarkan Pasal 4

Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965, barulah pengertian tindak pidana agama

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

| yang Kedua tercakup dalam KUHP.
| Selain Pasal 156a KUHP, sebenarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomeor 1/

Pnps/1965- juga merupakan tindak pidana - agema, hanya saia tidak
diintegrasikan dalam KUHP. Adapun ienis perbuatan yang dilarang dalam
Pasal 1 tersebut adalah “melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan
Keagamaan yang menyinpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianat di

Indonesia. Namun ketentuan in1 bara dapat dipidana, menurut Pasai 2 Undang-
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Undang Nomor 1/Pnps/1965 apabiie telah mendapat perintzh dan peringatan

keras untuk menghentikan perbuatan itu (berdasarkan SK Bersama Menteri

Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri), organisasi/aliran

| REPOSITORY.UB.ACID |

kepercayaan yang melakukan perbuatan itu feish dibubarkan/ - dinyatakan

terlarang oleh Presiden Repubiik Indonesia, namun orang/ organisasi itu magib

terus melakukan perbuatan itu.
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Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana terhadap

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:33

(1) Tindak pidana yang ditujukan terhadep agama (againts) adelah benar-
>ahayak a vang di sung. Di sini

benar membahayakan agama dan yang diserang secara. langsung. Di sin
perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada

agama.
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[ m—
nNJ
—

Tidak pidana vang bersangkutan/bertiubungen dengan agama {relating,
concerning) adalah tidak ditujukan secara lansung dan membahayakan

agama itu sendiri.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pada umuninya orang menyebut tindak pidana agama dalan konotasi seperti

vang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tidak pidana

vang kedua, sehingga dapat dikatakan tindak pidana agama ini  dalam

pergertian sempit. Sedangkan tindak pidana agama dalam nengertian yang luas
mencakup baik tindak pidana yang nertama maupun tindak pidana vang kedua.

Dengan adanya syarat di depan urnum itu, Kiranya periu diketahui, baliwa
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perbuztan yang teriarang dalam ketentian pidana yang diatur dalerm pasal 156
KUHP itu, tidak perlu difakukan oleh pelaku di tempat ~ temipat timum. yakni
tempat — tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, melainkan cukup jika

perbuatan — perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dengan cara yang

| REPOSITORY.UB.ACID |

sedemikian rupa, hingga peinyataan itu dapat didengar oien publik.

38" Wirjono Prodjodikoro, Tinaak-tindak Pidana Tertentu D1 [ndonesia, Bandung: Reiika Aditama,
1982, hal 149.
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Akan tetapi, itu tidak berarit bahwa perbuatan yang dilarang dalam

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

rumusan tindak pidana’ yang diatur ‘dalam Pasal 156 KUHP it tidak dapat

dilakukan -di' tempat — tempat uroum, karena perbuatan: seperti itu juge
termasuk pengertian telah dilakukan di depan umum, asalkan perbuatannyva itu
dapat didengar oleh publik. Justru karena sifatnya yang berbahaya dari

perbuatan pelaku itu adalab apabila pernyataannya itu di dengar oleh publik3¢
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Jika perbuatan pelalon it dilabuken di suatu tempat vmam, akan tetapi
ternyata tidak didengar oleh publik, misalnya karena pelaku dengan bisik —

far)

bisik telah menyatakan perasaannva kepada seseorang tertentu. Perbuatan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

peiaku seperti itu tidak memenuhi unsur - di depan uinuin’ seperi -yang

dimaksudkan dalam Pasal 156 KUHP, sehingga pelaku tidak dapat

dipersalehkan telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP
tersebut.

Selanjutnya, unsur objektif yang kedua dari tindak pidana yang diatur
dalam Pasal 156 KUIIP itu adalah kata menyatakan/ perouatan mieriunjukkan

perasaannya. Karena perbuatan menunjukkan perasaan ifu tidak hanya dapai
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dilakukan dengan mengucapkan kata - kata melainkan juga dapat dilakukan
dengan tindakan - tindakan , maka menyatakan sesuatu itu juga harus

dipandang sebagai dapat diiakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan

| REPOSITORY.UB.ACID |

- tindakan.

Pl

Unsur objektif yang ketiga adalah mengenai perasaan permusuhan, kebencian,

atau merendahkan (terhadap satu atau beberapa golongan pendudui Indonecia).

39 Noyon — Langemeijer, Het Wetboek [ hal. 571
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Tentang perasaan mana yang narus dipandang sevagai perasaan permusihan,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Keoencian, atau merendahkan terhadap sati atau beberapa golongan penduduk

Indonesia itu; vndang — undang ternyata tidak memberikan penjelasan, dan
agaknva telah diserahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran
mereka dengan bebas, tentang perasaan mana yang dapat dipandang seoagai

perasaan - pertnusuharn,  kebencian  atau merendahkan  ternadap satu atau
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beberape gelongar penduduk Indonesia.
Terhadap unsur ini dalam perumusannye telah dirumuskan secara alternatif

dan bukan secara kumulatif sehingga apabila pelaku telah memenuhi unsur

li perasaan permusuhiati atau kebencian atau merendahkan terhadap satu atau
|8 peoerapa golongan penduduk {ndonesia maka unsur tersebut telah terpenuhi
=] Unsur -objektif  keempat 1alah terhadap - safu -atau beberapa golongan

penduduk  di Inconesia. Artinya pernyataan dari perasaan permusuhan.
kebencian atau merendahkan i1tu harus ditujukan terhadap satu atau beberapa

golongan pendudux di Indonesia.

Tentarg apa vang dimaksud dengan golongan di dalam rumusan ketentuan
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pidana vang diatur- dalam  Pasal 156 KUHP itu, undang - undang telah
memberikan penafsiran secara otentik, vakni setiap bagian dari penduduk

Indonesia, yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian

| REPOSITORY.UB.ACID |

penduduk Indonesia lainnya, berdasarkan:

s, yakni segolongan orang yang terdisi dari individu = individu yang

mempunyzi- keierikatan vang erat- antara yang satu dengan yang lain,

misalnya karena mempunyai ciri — ciri karakteristik , yang sama;
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Againa, dalam hal ini maka agarna yang dimaksud adalah Islam, Kristen

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Kenghucu, dan aliran

kepercayaan;
Berdasarkan unsur obijektif yang keempat tersebut diatas dapat diketahui
bahwa salah satu yang termasuk dari satu atau beberapa golongan penduduk di

1
[}

Indonesia  adalah agama. schingga pasal in. dapat dijadikan dasar untuk
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memidara sctiap orang yang menyatakan atan rmemberikan - pemyataan  di
devan umum mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan

agama. Dalam konteks tulisan ini, perbuatan tersebut disebut sebagai penistaan

agama.
Selanjutnya yang pertu “dijelaskan, walaupun undang -- undang tidak
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mernsyaratkan keharusan adanva kesengajaan pada diri pelakas, kiranya sudah
cukup jelas bahwa tindak = pidana yang diatur dalam Pasal 156 KIUHP harus
dilakukan dengan sengaja.

Hal itu juga berarti bahwa untuk dapat menyatakan pelaku teian memenuhi

unsur - unsur findak pidana yang diator dalam Pasal 156 KUHP, mekea di
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sidang pengadilan yang memeriksa perkara relaku) harus dapat dibuktikan:
1. Bahwa pelaku memang teleh menghendaki memberikan pernyataan
mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap
satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia;

2. 'Bahwa pelakt mengetahui, pernyataannya itu merupakan pernyataan
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mengenai perasaan permusuhan, kebencian atan merendahkan terhadap

satu atau beberapa goiongan penduduk di Indonesia.
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jika kehendak atau pengetahuan dari pelaku sepeiti yang dimaksudkan diatas

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tidak dapat dibukiikan, maka hakim  harus memutuskan pembebasan dari

tuntutan hukum bagi pelaku. Sebeium menjabarkan unsur — unsur dari Pasal
156a KUHP ini perlu disampaikan terlebih. dahulu bahwa Pasal 156a KUHP
merupakan pasal yang disisipkan dalam KUHP berdasarkan Penpres 1965 No.

! Pasal 4 Lembaran Negara 1965 N¢. 349,
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jika 'dilibat. dari prespektif politik hukum  pidana, maka Penpies tersebud
dikeluarkan oleh pemerintahan Orde I.ama semata -~ mata untuk menunjukkan

bahwa rezim ini tidak pro atau berafiliasi dengan komunis saat itu (PKI)

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sebagaimana isu yang berkembang pada saat 1tu.

Terlepas cari hal tersebut diatas, pasal ini merupakan pasal sisipan dengan

Penctapan Presiden era: Orde Lama. Ada pihak yang mempermasalzhkan
Penetapan Presiden ini dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi
tahun 2010, namun karena Penpres — Penpres sudah dipilah — pilah oleh MPRS

Orde Baru dan Penpres mengenai penodaan agama ini telah dinyatakan dapat

diterima, raka telan mendapat status undang — undang4!’.
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40"R. Seesilo, Kitab Undang - uncang Hukum Pidana (KUHP) Seita Komentar - Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal{Bogor:Politeia, 1924}, hal.134

4 Andi Hamzah, Delik-Deiik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam Kuhp, Sinar Grafika, jakarta,
2015 Hlm. 249.
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Kriminalisasi tindak pidana agama sebagaimana diatur dalam KUHP dan
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Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tersebut di atas, menurut icori hukum

pidana mencakup 3 (tiga) teori perlindungan,; yaitu sebagai berikut+2
(a) Teori perlindungan agama(Religionsschutz-Theorie)
Menurut teori ini, agama dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek

yang -akan ‘dilindungi oleh negara, melalui peraturan  perundang-
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undangag yang dibuainye.
(h) Teori perlindungan perasaan keagamaan (Gefirhlsschutz-Theorie)

Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/
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perasaan Kcagamaan aari orang-orang yang beragama.

a

(¢) Teori perlindungan perdamalan/ketentraman  umat beragama

(Friedensschutz-Theorie)
Obiek atau kepentingan hukuim yang dilindungi menurut teoii ini adalah

kedamaian/ketentrarnan beragama diantara pemeluk agama atau dengan
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2 B pengeitian lain iebih tertuju paaa ketertiban uinum yaing dilindungl.
S
% o Sebagai tindax lanjut upaya pemerintah dalam roelindungt agama, dalam

Rancangan KUHF telah diadakan bab khusus vang berjudul “Tindak Pidana
Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”. Diadakannya bab khusus

imengenai tindak pidana agama tersebut merupakan wujud dari upaya
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42 Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan
Perbandingan nya di Berbagai Negara, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2007,

hal 2.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pembahiaruan kebijakan hukum pidana - di Indonesia {(penal reform) dalam

rangke mewujtdkan ketertiban umuim. 43

Adapun muang lingkup  tindak pidena terhadap agama-dan kehidupan
beragama yang tersebar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adaiah
sebagai berikut:

AV Mermtangi pertemuan/upacara agama'dan upacara penguburan jenazah (Pst
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175);

B.... Mengganggou. . pertemuan/upacara - keagamaan: dan,. upacara rpenguburan

jenazah (Psl. 176);

: Q 1 . orEr

g C. Menertawakan petugas againa dalarn menjalankan tugasnya yang difjinkan
S

RS

| & - oy Y

|S (Psl 177 ke-1);

| &

|2

| w . . —

L= D, Menghina benda-benda keperkuan idbadah (Psl, 177 ke=2);

E... . Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Ps!. 178);

F. - Menodai/merusak kuburan (Psl. 179); menggali, mengambil, memindahkan

GV Menyembunyikan/menghilangkan (jenazah _untuk’ ‘menyembuiyikan
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kematian/kelahiran (Psl.181);
H. = Membuat gaduh dekat bangunan untuk. ibadah atau pada_ waktu ibadah

dilakukan (Psl.503ke-2)
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E.Teorl tertang Patusan Hakim

431bid, kal 10.
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Putusan adalah permyataan hakim yang dituangkan aalam bentuk tertulis

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka utuk uiniim sehagai hasil dari

pemeriksaan perkara gugatan (conteniius) - Adapula yang mengartiken. putusan
sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di
sidang pengadilan.** Dapat juga putusan diartikan sebagai kesimpuian akhir yang
diambil ‘olen Majelis- Halim  yang diberi wewenang untuk ity dalam

1

menyelesaikan  atau mengakhiti suatu  sengleta antera pihak- pikak  yang
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berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.45

Hakim  daiam menjatubkan putisan - dilakukan setelah imasing- masing
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hakim mengemukakar pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas svatu

perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar

memperoleh permufakatan bulat sesuai Pasal 182 ayat (2) KUHP.  Jika
peniufakatan buiat tidak dipeoleh maka dapat diameil dengan suara terbanyak.
1 +

L&

Adakalanya hakim berbeda pendapat atau pertimbangan schingga  suara

terbanyakpun tidak diperoleh, jika hal ini terjad: maka putusan yang dipilih adalah

<
<
=
<
o
o0

UNIVERSITAS

pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6)

KUHP).

Putusan hakim (vonis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu
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perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hkum dan keadilan. Para pencari

keadiian (the seeker of justice) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim

“4pvi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sirar-Grafika, 2006, him. 54.

45Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yogyakarta:
Prenada Media, 2006, him. 292.
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benar-benar memenuhi “rase keadilan masyarakat {(sense of justice). Namun
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mewujudkan  putusan ‘hakim yang sesuai ‘dengan rasa Keadilan rnacyarakat

ernyata- tidak mudah. Bahkan dalam, beberapa putusan.- rengadilan. justru

bermasalah dan menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat.

Sekilas akan penulis jelaskan bahwa dalam putusan No.1537/2id.B/2016/

PN.Jkt Utr ,dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa jaksa penuntut umum
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menjerat terdakwa dengan pasal 156a serta 156 kuhp dalam dakwaan alteinatif

atas dasar pernyataan lr. basuki tjahaja purnama alias ahok yang dianggap dengan

sengaia di miaka umum inengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang
tiohard} I
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pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau pencdean. terhadap

suatu agama vang dianut di indonesia, serta penuntut umum meminta majelis

hakim untuk menjatunkan hukuman pidana penjara seiama 1 (satu) tahun dengan
masa percobaan sciama 2 (dua) tahun atas dasar pasal 156 kuhp sebagai dakwaan
alternatif kedua. Majelis halkim - memutuskan menclak tontuten jalksa pentmnfut

mmum serta menyatakan bahwa terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
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terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan

agama serta menjatuikan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 2

tahun atas dasar ketentuan pasal 156a hurefa kuhp.
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Menurut Achmad Ali, ada dua teort1 pecnemuan hukum yang dapat

dilakukan oleh haiim daiam praktik peradilan, yaitu melalul metede interpretast

1

atau penafsitan dan melalui metode konstruks 40 Konstruksi hukum  tegjadi,

46Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Cet. ke-2,
Sinar Grafika, Jakarta, hln.
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apabila tidak ditcmukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

diterapkan pzda masalzh hukuni yang dihadapi, ataupun dalaim hal peraturanaya

memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukur atan kekosonzan undang-
undang. Untuk mengisi kekosongan  undang-undang inilah, . biasanya hakim
menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks

mdang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks tersebud,
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tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai sistem.

Secara teoritis, penemuan hukurn adalah suatu teori yang memberikan arah
bagaimana cara meneravkan aturan yang sesuai untuk sazte peristiwa hukum
tertentu, dengan cara penyelidikan yang sistematis tethedap sebuah aturan dengan

menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lain.48
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Dalam - menjatuhkan putisan terhadap suatu  perkara, terlebib putusan
pemidanaan, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan
tanggung jawab yang di berikan padanya sesuai dengan fungsi dan

kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuain
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dari hukumi itu sendirt yakni keadilan, kemamfaatan, dan kepastiar hukum dengan

o

berlandasan pancasila dan IUndang-Undang Dasar 1945.

Lilik mulyadi mengernukakan bahwa:+9

47Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum ,Cet. Ke-3, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm, 60.
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48Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Kencaria, 2008), him. 467.

49Lilik. Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukur Acara Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2007), hlm. 193.
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“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim imerupakan pembukiian unsui-

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

nnsur dari suatu delil;, apakah perbuatan terdakwa tersebut memedvhi dan

sesuai- dengan delik yang didakwakan oleh menuntut umum. Sehingga

pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim”

Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argumer: atau alasan vang

dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum
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meimutus perkara. dalam praktik neradilan pada  putusan hakim sebelum
periimbangan yuridis ini dibugtikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik

fakta-fakta dalam persidangar yang timbul dan merupakan konklusi komuiatif

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Ruli - muhammad mengemukakan “bahwa  pertimbangai - hakiim dapat

dibagirn menjadi 2 {dua) katagori, yakni:s

\

“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.  Pertimbangan  yuridis
adalah ‘pertimbangan ~hakirm yang didasarkan  pada 'fakta-fakta yuridis yang
terungkap dalam persidangan dan olch Undarg-Undang ditetapkan sebagai hal
vang harus d‘?ml-a- dalam putusan misalnya dakwaan jaksa peauntut umum,
keterangan. terdakwa, keterangan sakst, -bareng-barang bukti, dan pasal-pasal
dalam 'peraturan  hukum . pidana. Seuangkan pertimbangan  non-yuridis . dapat
dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa,

dan agama terdakwa”.
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Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari iokasi kejadian
(locus delicti), tempat kejadian (fempus delicti) dan modus operandi tentang cara

tindak pidana itu dilekukan. Selain 1tu dapat pula diperhatikan acpek akibat
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50Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007),
him. 212-221.
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langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang buktl yang
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digunakan. Serta kemanipuan - terdakwa untuk  mempertanggung | javiabkan

perbuatannya.

Apabila fakia-fakta datam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan
hakim mempertimbangkan unsur-unsur- delik yang didakwakan -oleh penuatut

umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik
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yaang didakwakandan unsur-unsur kesalahan terdakwa, barulah kemudian,
majelis mempertirnbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana

vang didakwakan terhadap terdakwa can terbukti secara salh meyakinken menurut

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

hulaum, Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan hakim juga harus

menguasai aspek teoritik, pandangan dektrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang

ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Menurut lilik mulyadi, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yvang

didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara iain ;5!

a. Ada maielis hakim yang menanggapt dan mempertimbangkan secara detail,
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terperinci, dan subfansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan

pledoi daii terdakwa atau penasihat hukum.

b. Ada pula majelis hakim yang menanggani dan mempertimbangkan secara

| REPOSITORY.UB.ACID |

selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan piedoi dari terdakwa

atau penaschathukum.

51Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
2007, him. 196.
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c. ‘Ada majelis hakim  yang sama sckali tidak menanggapt dan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mempertimbangkan terhadap funtuten pidana dari penunius umom: dari pledoi

dari terdekwe atau penasehat hukum.”

Setetah pencantuiman unsur-unsur tersebut, dalarn praktik putusan hakim
9 5

1
L

selanjutnva pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan -atan memberatkan

terdakwa selama persidangan berlangsung, hal-hai yang memberatkan misalnya
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terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa
sudah pernah dipidana scbeluinnya, aan lain sebaginya. Sementara hal-nal yang

1

bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah terdakwa, terdakwa bersikap
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baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih

muda, dan lain sebagainya.

Dalam hal memberatkan atau meringankan penjatuban hukumnan terdakwa
tersebut biasa kita scbut sebagai ultra petita. berdasarkan doktrin Ultra petita

dibagi menjadi 3 52

4

Ultra petita = Hakim memutus sengketa lebih dari yang dimiata olel penggugat.
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Hal ini bilamana dalam hal pengujian undang-undang para pemohon mengajukan
permohonan agar MK. memutus membatalkan sebagian atau pasal tertentu dalam

sebuali undang-undang namun  diputuskan untuk membatalkan keseluruhan

| REPOSITORY.UB.ACID |

undang-undang tersebut dan UU KKR. ‘Contoh putusan ini adalah putusan

terhadap UU Ketenagalistrikan

52 Nina. S, Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Wanprestasi ,Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skiips! tidak diterbitkan, 2013, Hlm. 74.
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1

Citra petita : Hakim memutus perkara verbeda dari yang apa yang dinunta oleh

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

perohon Jika digambarkan maka hakim tidak mengabulkan gugatan sama sekali

perkare -pengujian undang-undang karena apa vang diputus sama sekali tidak

dimintakan atau dikehendaki dalam batin pemohon.

1

Infra petita > Hakum memutus kurang atau lebih rendah dari apa yang dimchonkan

olch para pihak -Menjadi kewenangan hakim untuk memutus sebuah perkara.
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Namun hakim terkacang memutuskan permohonan lebih rendah dari apa vang
diminta. Jika dimisalkan daiam pengujian undang-undang para pihak

menghendaki pasal dalamn jumlah tertentu di review dan dinyatakan tidak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

konstitusioral dan dianggap tidak ada. Namun hakim hariya memutus dengan

angke di bawah permchonan para pihak.

1

Ketentuan Ultra Petiia diatur dalam Pasai 178 ayat (2) dan (3) Het herziene
Indonesisch Reglemient (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3)
RBG  yeng melaranz seorang hakim memutus melebihi apa yang  dituntut

(petitum). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yeng berlaku di pengadilan
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perdata di [ndonesia.

Ultra peuta dilarang, schingga judec factie yang melanggar dengan alasan

“salah mencrapkan arau niclanggar hulum yang berlaku”

J o

dapat mengupayakan
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kasas! (Pasal 30 UU MA). dan dasar upaya peninjavan kembali (Pasal 67 dan

Pasal 74 avat (1) UU MA). Di dalam hukum hukum perdata berlaku asas hakim

bersifat pasif atau hakim "tidak berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau

luas pokok sengkcta yang diajukan kepaca hakim untuk diperiksa pada-asasanya
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2

ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang aal-hal yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

diajukan parz pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadenya (iidex non

wltra petita atau ultra petita non cognoscitur).

Daiam asas hukum pidana, hakim dituntut untuk aktif dalam artian bahwa
dalam perkara picana selain jaksa Penuntot Umuim, hakitn juga dapat bersicap

aktif guna melakulan penemuan hokum. Hal ini-menvangkut kepentingan vang
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dilindungi . oleh hukum  perdata adalah kepentingan perseorangan  (privat)
sedangkan hukum pidana melindungi bukan hanya pihak-pihak terkait, korban

dan tersangka meclainkan masyarakat secara umum (publik), Penyeienggaraan
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kekuasaan kehakiman ~menginstrukeikan ‘agar para Hakim memantapkan

profesionalisme dalam  mewujudkan peradilan yang berkualitas. dengan

7]

menghasilkan putusan Hakim yang final dan mengikat, berisikan integritas (ethos)
,pertimbangan vuridis utama (pathos) , berintikan rasa keadilan dan kebenaran
(filosofis), sesuat dengan tata nilai yang berlaku daiam imasyarakat (sosiolegis)

serta dapat ditentakar oleh akal schat (tegos) -, demt terciptanya kemandirian para

<
<
=
<
o
o0

UNIVERSITAS

penyelenggara  kekuasaan kehakiman. Mengingat bahwa hal-hal yang  herus

diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan vonis di pengadilan adalah:

a’  Kesalahan perbuat atau pelaku tindak pidana

b. | Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
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c. - Sikap batin pembuat tindak pidana
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d.  Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

¢ Caramelakukan tindak pidana

f.. = Sikap dan tindakan pelaku seteizh melakukan tindak pidana
g. . Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pelaku tindak nidana
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h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana

1. Pengareh tincak pidasa terhadap korban: atau keluerga korban maupus

.
=]

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

1
masyarakat.

Sehingga apabila unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum

tidak menjawab atas dampak tindak pidana yang ditimbulkan, Hakim dalam
menjalankan tugas seyogyanya tidak selalo menjadi corong undang-undang dan

dituntut untuk memberikan keadilan substansial kepada masyarakat.

pertanggung jawaban pada masyarakat karcna pada dasarnya tugas-tugas
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peradilan maupuii badan-badan kchakimarn adalah meilaksanakan peiayanan publik
dibidang keadilan bagi masvarakat yang mencari keadilan:  Penileian mengenai

putusan - hakim  yang: bertanggung jawab dapat - dicocokkan -dergan  tingkat

>
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kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menimbang apakah

putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang

dilanggar oleh orang yang dikenai putusan tersebui. Dar seorang hakim akan

mampu menuaskan tuntutan itu- sejauh Cia menggunakan kebebasan
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cksistensialnya aalam “membuat keputusan memperhitungkan oojektivitas

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tindakan.

Pertimbangan lain yang tentunya tak kalah penting adalah hati nurani. Hati

nurani memuat tuntutan mutlak untuk selalu bertindak baik, jujur, wajar, dan adii.

\

Dalam kerangika teori kebebasan menurut Magnis-Suseno, bahiva seorang hakim

didalam membuat  keputusan  harus berdasarkan  pertimbangan - yang matang
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kebebasan soisal yang diberikan. Pertimbangan lanjutanya bahwa putusan yang

dibuat oleh hakin harus dapat dipertanggungjawabkan. Derngan pertiinbangai

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tersebut hakim akan dapat menghasilkan patusan yang memuaskan kebebasan

cksistensi nya pada satu sisi, memuaskan kebcbasan gosialnya, memuaskan ras

keadilan dan memuaskan masyarakat umum.

Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Tndonesia 1945 disebutkan

bahwa :
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(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradiian guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan ‘kehakiman dilakukan ‘oleh 'scbuah Mahkamah Agung dan
badan peradiltan yang berada di bawannya dalam lingkungan peradiian
vinum, lingkungan . peradilan - agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negata. dan olel sebuah Mahkamal
Konstitusi.

| REPOSITORY.UB.ACID |

(3) Badan-baden lain vyang fungsinya berkaitan dengan - kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.
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| REPOSITORY.UB.ACID |

Kekuasaan kchakiman yang merdeka, diperlukan untuk menjamin

Gmpartiality’ dan: “fairness’ dalam memutus perkara, termasuk perkdra-perkara

vang langsung atau tidak langsung  melibatkan kepentingan . cabang-cabang
kekuasaan vang lain53. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya
terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara.

Independensi halkim itu bisa betsifat normatif, bisa juga bersifat realita.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Kedua independensi ito tidak bisa dipisahkan®® Ada juga vang membedakan
independensi. delam -arti. sempit dan arti luas. Pada dasarnya, independensi

kekuasaan kehakiman tak semata independensi kelembagaan, tetapi juga

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

independensi personal hakim. Indepenaeiisi hakim karena itu adaiahi konaisi di

mana para hakim bebas dari pengarch ‘apalagi tekanair lingkungannya -dan

mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakia yang terbukti di pengadilan

berdasarkan hukum.

independensi atau kebebasan disini harus leoih dikonotasikan sebagai

kebebasan dan kemandirian untuk menegakican hukum dan keadilan yang hakiki,
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atau secara harfiah kebebasan berfikir dan bertindak yang menjadi landasan untuk
menjatuhkan putusan berdasarkan hukum, dan hati nuraninya tanpa merasa takut

terhadap pihak luar. Dalam Kkapasitas inilah seorang hakim memiiiki kedudukan

| REPOSITORY.UB.ACID |

teramat mulia dan tanggung jawab yang tinggl.

53Bagir Manan. Menegakkan Hukum. Suatu Pencarian. Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
Hlm. 83

54Muchsin, 2004, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, STIH IBLAM,
sakarta. Hlm. 10
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Profesi hakim memiliki sistern ctika yang mampu menciptakan disiplin

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tata kerja darl meratubi garis-gerisdanbaras-batas tata nilai yang dapat dijadikan

pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi
dan mengemban prefesinya, karena itu pada prinsipnya independensi hakim
tidaklah mutlak, akan tetapisecara normatif independensi hakim dibatasi oleh

Kode Etik dan Pedoman Perileku Hakim sebagaimana diwajibkan dalam Pasal
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13B avat (2) UU Ncimer 49 Tahun 2009 jo Pasal 12B ayat (2} UU Nomor 50
Tahun 2009 dan Pasal! 13B ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009, seita- mentaati

nilai-nilai dasar perilaku Religiusitas,yakni adanya kesadaran bahwa semua

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tindakan yang dilakukan seialu memiliki konskuensi untuk diberikan penghargaan

atau huxurnan oleh Tuhan sehingga ketekunan dan ketaatan menjalankan ajaran

agama dapat menjamin setiap yang dilakukan menjadi lebih baik

Oleh karena itu seorang hakim tidaklah hanya berfungsi sebagai terompet
undang-undang, ‘yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya

sumber hukurm, namun lebih jauh hakimn juga harus berani bertindak scbagei
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penermu- hukum - seperti . diamanatkan  oleh Undanz-undang: Harus mampu
mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk  kemudian

dikristaiisasikan dalam bentuk putusan-putusannya berupa yurisprudensi.

| REPOSITORY.UB.ACID |

Penemuan hukum inilazimnya diartikan sebagai pembentukan hukun:

oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya vang diberi tugas melaksanakan

hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit33. Putusan Hakim yang

55 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar (edisi revisi), Cahaya Atma,
2014, Him. 162
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mengandung ultrapetita kaitannya dengan keaktifan dan keyakinan Hakim dalam

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

melihat fakta-fakta dipersidangan kemudian memberikan gambaran bahwa Hakim

selain sebagai pelaksana hukum yang sudeh ada, juga sebagai Hakini yang harus
menyelesaikan tuntutan hukum dengan menemukan hukum melalui putusan yang
dihasiikan sesuai dengan independensinya sebagal lembaga penegak hukum yang

mempuyart tanggungjawab mernjaga nilai-nilai keadilan masyarakat.
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| REPOSITORY.UB AEHID |
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VMIETODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu - proses dengan. tujuan menemukan
aturan hukum, prinsip serta doktrin para ahli guna menjawab isu hukum yang
sedang terjadi. Menurut J.Portman, Penelitian Hukum digunakan untuk

mengidentikasi, melakukan studi, menginterprestasi, mengumpulkan data, dan

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

mermberi pemzaharaan vang mendalam tentang konsep hukum atau peristiwa
ka memecahkan sengketa hukum yang timbull. Hasil yang

ingin dicapai dalam peneiitian hukum adalah memberi preskipsi dalam

penyelesaian masalah yang dihadapi.2

IS
>

\. Jenis Penelitian

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Jenis penelitien yang digunakar dalam skripsi ini adalah penelitian hukum
yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif secara deduktif dimulai dengan
analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatai terhiadap sua permasalahan . penelitain hukum secara yuridis

maksudinya | penelitian’ yang mengacu pada studi kepustakaan  yang ada
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ateupun terhzdap data sekunder yag digunzkan. Sedangkan bersifat normatit

L

tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan

dalam praktiknya.?

L Dyah Octorina Susanti & Aan Effendi, Peneiitian Hukum (legel reasearch). sinar
grafika,Jakarta ,2014, hlm 4.

| REPOSITORY.UB.ACID |

2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,Kencana Jakarta, 2001 bl 41

5-Seerjono Soekanto & Sri Mamudji, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat,jakarta ,
PT Raja Grafinde ,20C6°him 13-14
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Penelitian ini- penelii - menelaah - bahan hukum' baik primer maupun

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

selunder maupun fersicr untuk menjawab perrmasalaban yang menjadi fokus

penelitian. penelitian hukum normatif. berawal dari ketidakjelasan norma, baik
karena kekaburan norma, kekosongan, maupun pertentangan norma. Norma

hukum sendiri terdiri atas norma hukum positif bentukan lembaga perundang-

undangan {(Undang-undang Dasat, ~kodifikasi, undang-undang, peraturan
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pemerintaly hingga peraturan daerab seternpat tingkat kabupaten/kota) dag
norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkenentingan (kontak¥.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggung

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

jawabkan, terdapat 2 syarat yakni peneliti harus inengetahui teriebin dahulu

Konsep dasar ilmunya dan metodelogl disiplin ilmunya. Konsep dasar hukum

dan metodelogi yang digunakan di dalam suatu penelitian melainkan peran
yang sangat penting agar ilmu hukum beserta temuannya tidak terjebak dalam
relevansi dan aktualisasinya.’

B. Pendekatan Yenelitian
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Metode peridekatan yang digunakan daiam penelitian ini adalah:
1. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah nada kasus-kasus

yvang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang

| REPOSITORY.UB.ACID |

ditelaah ‘merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan

berkekuatan hokum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan

4 Abdulkadir Muhamad, Hukurm dan Perelitian Hukum, citra aditya bakii, Bandung, 2004 hlm 52

5 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Gratfindo, Jakarta, 2004,
hlm. 120-132
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terscbut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan

sehingga dapat digunakan sebagai argurentasi dalam memecahkan isu

hukum vang dihadapi. dalam kasus ini penulis. menelaah kasus vang
didapatkan dari putusan nomor  1537/Pid.B/2016/PN.Jkt. Utr. serta

mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

[0S

Pendekatan perundang-undangan (Siatie Approach)

1 1

Pendekatan ini adatah pendekatan  dengan cara menelaah peraturas
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perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentrai penelitiand.

Dalam pendekatan ini, peraturan perundang-undangan menjadi dasar

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

awal inelakukan analisis’. Peraturan perundang-undangain sebagai tilik

fokus dari penelitian ini-memiliki sifat hukum dan ciui sebagal berikut -

=

A
a

(1) comprehensive  vang berarti. norma hukunm yang ierdapat  di
dalamnya terkait antara satu dengan yang lain. (2) all-inclusife yang
berarti bahwa sekumpulan norma tersebut mampu menampung

perinasalahan hukum @ yang ada. (3) systemaiic yang berarti baliwa
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disamping berkaitan antara satu dengan yang lain, norra hukum tersebut

tersusun secara sistematis.

| REPOSITORY.UB.ACID |

6 Peter Mahmud Marzuki Op.cit,him 96

7 Mukti Fajar dan: Yuliants Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris; Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2010 Hlm, 185

&€ Ibid Mukti Fajar, Him: 186
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C. Jenis dan Sumber Bahian Hukum

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

a.  Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer vang merupakan bahan hukum vang mengikat

berupa peraturan perundang-undangan.

O — (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum
=

v : Vg LT g o} b 1 (D%

o " Pidana pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

=

Z % » r Ty YL 1 & and )

S0 (2) Undang-undang Nomor I/PNPS/tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyaiahgunaan dan/atau Penodaan agama.

(3) Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

b. 'Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ,merupkan bahan hukum yang mermbert

peniclasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat
dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan
hukum primer yang terdiri atas : buku. jurnal, majalah, artikel, tesis, dan

scbagainya.

c. Bahan Hukum Tersicr

<
<
=
<
o
o0

UNIVERSITAS

Bahan hulum tersier merupaken bahan penel'tian yang terditi atas buku

teks bukan hukum vang terkait penelitian. Bahan hukum ini merupakan

penunjang , yang berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

| REPOSITORY.UB.ACID |

dan ensiklopedia.
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D. Teknik Memperoieh Bakan Hukum

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Teknik memperoich baben hucur dalam penelitian ini dilakokan dengan

cara studi dokumentasi ,studi pustaka, certa dari internet. Dalam penelitian ini
untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan, berupa dokumen-
dokumen maupun peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Penodaan

terhadap agama- atau sesuai dengan paszl 156a kuhp . untuk memperoleh
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putusan Ne. 1537/Pid B/2016/PN.2kt Utr. penulis” mengkopi- hasil: putusan
tersebut. dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ,sedangkan untuk imemperoleh

bahan hukum yang dibutuhkan peneliti melakukan penelusuran bahan hukum

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

di “PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan pusat

Brawijaya, Perpustakaan umum kota Malang, Serta melakukan penelususran di

Internet:
E. Tehnik Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum diperoleh untuk penelitian ini didapat dari studi
Kepustakaan, aturan studi perundang-undangan, artikel, literatur, penelitian

vang sudah ada, berupa skripsi, tesis, jurnal. Dihubungkar dengan
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perrmasalahan yang ada sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang

J

lebih sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan,

enelitian in1 menggunakan metode penatsiran secara gramatikal, ekstensit dan
Penelit g K tod f tikali, ekstensit d

| REPOSITORY.UB.ACID |

teleologis?. Suatu analisis yuridis normatif pada penelitian ini hakikatnya

C

Amiruddin & Zainal As.kin, penganiar metode penelitian hukum Jakarta ; Raja Grafindo
Persada 2004 hlm. 164-166, metode penafsiran hukummeliputi @ penafsiran gramatikai ialah

penafsiran menurut tata batiasa ;memberikan arii pada suatu istilah sesvai dengan bahasa sehari-
hari atau bahasa hukum; penafsiran ekstensif yaitu metode memperluas pengertian atau istilah
yang ada dalam suatu undang-undang; penafsiran teleoiogis yaitu mencari tujuan dan maksud dari

perundang-undangan.
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menekankan pada metode - deduktif sebagal pegangan utama,dan metode

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

induktif sebagai ‘ate Kerja penunyzng. Adapun tehap  daranalisis’ yuridis

normatif adeleh: mermmuskan asas bukum, merurouskan pengertian hukum.
pembentukan standar hukum, dan perumusan kaideh hukum!9. Proses analisis
bahan hukum yang digunakan dengan meiihat aturan pada peraturan

perundang-undangan yang terkait dalam Putusan Pengadilan Negerl Jakarta
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Pusat Nemor 1537/PN.Jkt Utr | kenudian dianalisis untuk ditarik kesimpulag
sebagai solusi atas permasalahan yang terjad:.

F. Definisi Konseptual

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

a. Pengertian Analisis

Analisis-adalzh aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguray,

membedakan, memilah sesuatu untule digolongkan dan dikelompokkan
kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan
maknanya. Dalam pengertian yang iain, analisis adalah sikap afau perhatian
ternadap scsuatu (oenda, takta, fenornena) saimpai mampu menguraikan

menjadi bagian-bagian, seria mengenal kaitan antarbagian terscbut dalam
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keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memeczhkan
atau menguraikan suatu materi atau. informasi menjadi komponen-

komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

| REPOSITORY.UB.ACID |

107bid, Amiruddin & Zainal Asikin him:164-166, suatwanalisis yuridis normatif pada hakikatnya
menekankan pada metode deduktif sebagai pegangar utarna, dan metode induceif sebagai tata
kerja penunjang, Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai
sumber data penelitiannya, Adapun tahap dari analisis yuridis normatif adalah: merumuskan asas
hukum, merumuskan pengertian hukum, pembeniukan standar hukum, dan perumusan kaidah
hukum.
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b. - Penodaan Agama

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Penodaan artinya menyebabkan tampak kotor, bercak, aib, cela, atau cacat.

Sedangkan ~Agama. adalah ajaran, sistern yang mengatur- tata: keimanan,
kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa, kaidah yang berhubungan
tentang pergaulan dan lingkungan manusia dengan kepercayaan. Penodaan

1

atau Penistaan Agama adalah suatu perkataan terceia dari seseorang dtau
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suatu kelompok vang tidak membenarkan agama.
c. Penerapan

Penerapan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

yang telah tercantum baik secara eksplisit maupun irnplisit. Penerapan Pasal

adalaly pertuatan - meneragkan Pasal 156a KUHF  oleh Hakim  dalem

Putussan No. 1537/Pid.b/2016/PN. Jkt Ut Tentang Penodaan Agama,

<
<
=
<
o
o0

UNIVERSITAS

| REPOSITORY.UB.ACID |

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




BA

w
bd

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

HASIL DAN PEMEBAHASAN

A PENERAPAN PASAL 156 A KUHP DALAM PUTUSAN NQ. 1537/
PID.B/2016/PN.JKT UTR
Pada putusan perkara terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok,

pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, terdakwa melaliukan kunjungan
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keria yasg bertenmipat di Pelelangan Iken (TPI) Pulav Pramuka. Kelurahag
Pulan Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau
TA1 1- - o . 4 - ot 3 e A& PAE n - 1215
melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,

penyalahigunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia.
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Meskipun dalam kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungan nya dengan
pelaksanaan pemilihan umum gubernur dki jakarta akan tetapi oleh karena
terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka Kketika
terdakwa memoerikan sarnbutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang

berkaitan dengan agenda pemilihan Guberrur DK dengan mengaitian surai
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Al-Maidah ayat 51 yang antara lain fnengatakan sebagai berikut:
“.. ini_pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilth pun sava
berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik
pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpiiih
jadi gubernur Jadi cerita in1 supaya bapak 1bu semangat, jadi ga usan pikiran
ah..nanti kalau ga ke piith, pasti Ahok programnya bubar, engga........ saya
sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja da.am
hati kecil bapalc ibu gz bisa pilitt saya, ya kan dibchong! palkai surat Al-
Maidah 51, macem ~ rmacem itu itu_hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu
1

| REPOSITORY.UB.ACID |

perasaan: gak bisa kepilih nib kerena saya takut masuk neraka kaina

dibodohin gitu va enga papa, kerna inikan panggilan pribadi bapak ibu
) p - C b 3

program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak. dalam
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nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya
gua kalo terima ‘ga enak dong jadi‘utang budi jangan bapag ibu punya
perasaan ga enak panti mati pelan-pelan loh kena stroke.”

s

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah Svrat Al-Maidah avat 51
telah  dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi
masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang

mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 scbagai alat atau
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sarana untuk membehongi dan membodohi dalam preses pemilihad kepala
daerah, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak

ada hubungannya dalam memilih kepala daerah,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al Qur’an seoagai

T /

Kitab ‘Suci agama Islam berdasarkan (erjemahan Departemen/ Kementerian

Agama adalah:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang
Yahudi dan Nasrani meniadi pemimpin - pemimpin(mu); sebahagian mereka
adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang51apa diantara kamu
mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu
termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk
kepada orarig-orang yang zalim.”
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Dimane terjemahan dan interpretasinya menjadi-domain bagl pemeluk dan
penganut agama Islam, baik dalam- pemabamannya mauvpun  dalam

penerapannya.

| REPOSITORY.UB.ACID |

Perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai penodaan terhadap Al-

Qui’an sebagai Kitab Suci agama Isiain, sejaian dengain Pendapat dan Sikap

Keagamaan Mezjelis Ulama Incdonesia (MUI) taniggal 11 Oktober 2016 4ngka 4

yang menyatakan bahwa kandungan Surali Al-Maidak ayet 51 yang berisi
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larangan menjadikan Yanudi dan Nasrani scbagai pemimpin adalah sebuah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kKebohongan, hukumny4 haram dan termasuk’ penodaan terhadap Al-Qur’an.

Perbuatan terdekwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 156 dan 156a huruf a Kitab Undang Undang
Hukum Pidana.

Olely JPU terdakwa di dakwa dengan pasal 156a hurut a yang merupakan
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dakwaan alterpatif pertama/primair dergan melihat perbuatan shok dianggap
menodai kitab sucialquran yang merupakan kitab suci umat islam; lalu sebagai

dakwaan alternatif kedua/subsidair terdakwa di dakwa dengan pasal 156 karena

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

terdakwa dianggap teiah menghina ulama dan kitab suci agama islam yang

merupakan salaii satu agama yang diakui di mdonesia, jadi pemeluk agama

islam merupakan salah satu golongan rakyat di indonesia.

JPU. menggunakan dakwaan alternatif kedua sebagai tuntutan terhadap
terdakwa yang merupakan pasal 156 karena menurut JPU terdakwa telah
melakukan penghinaan  terhadap suatu goiongan  rakyat indonesia yang di

dalam konteks putusan ini yaitu urnat isiam yang merupakan Golongan rakyat
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<

anz ada dalam

indongsia serta terdakwa dianggap tidak memenuhi kriteria yangz
pasal 156a huruf a Karena tidak ada kesengaiaan. Oleh karena itu JPU meminta

majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan

| REPOSITORY.UB.ACID |

masa percobaan selama 2(dua) tahun terhadap terdakwa menurut surat tuntutan

vang diajukan oieh JPTJ.

Dalam. putusan No. 1537/Pid.B/2018/PN.Jkt Utr. Terdapat. 18 saksi dari

JPU serta 2 saksi dari JPU diluar berkas, lalu ada 9 saksi ahli yang diajukan
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juga oleh jaksa penuntut umum. Dari semua saksi yang diajukan oleh penuntut

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

umum ada 12 saksi pelaper yang tidak ada di terdpat kejadian yakni Habib

Nove! Chaidir Hasan, Habib Muchsin. Gusjoy Setiawan, Syamsu Hilal, Ssos.
Pedri Kasman, SP, Hj. Irena Handono, Muh. Burhanudin, SH, H. Wilyudin
Abdul Rasyid Dhani, Spd, Muhammad Asroi Saputra, Imam Sudirman, H. fonu

Baskoro, MBA, Drs. Nandi Nzaksabandi, MA. Serta ada 6 saksi yang dipanggil
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untuk dimintai Keterangan yakni : Yatihardi, STTE, Nurkholis Madjid, ST, DR
KH: Ma’ruf Amin; Dahliah. S.ag, MA., Jaenudin 2l. Panel bin Adim, Sahbudin

al. Deni.
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Lalu oleh penasehiat hukum tedakwa juga diajukan saksi ade charge yang

perjumlah 5 orang serta saksi ahli yang berjumiah 11 orang. Dari semua saksi

yang diajulan ol

eh penasehat hukum ada 4 orang saksi yang tidak berada di
lokasi kejadian yakni: Dr. Fko Cahyono, M.eng., Jubri, Spd.I.SH, Suyanto.
rajrun.

Mayoritas saksi pelapor inerasa sakit hati karena merasa kitab suci dait

agama yaing mereka anut dinodai oleh terdakwe, menunic pare saksi seharusnya

<
<
=
<
o
o0

UNIVERSITAS

terdakwa sebagai pejabat - publik. harus menjega  kerukunan antar umat
beragama tanpa menyebutkan hal negatif yang dapat menimbulkan keresahan

di masyarakat.

| REPOSITORY.UB.ACID |
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I. - TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA BERDASARKAN FASAL

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

I56 A KUHP

Kitab undang undang hukum pidana merupakan  peraturan perundang-
undangan vang mengatur mengenai_perbuatan . pidana secara materiil di
Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang

1

bersuinber dari hukum kolenial Belanda, yagni Wetboek van Strafrecht voor
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Nederlandsch-Indic. Pengesahannva ‘dilakukan melalui Siaatsbiad Tahug
1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal |1 Januari 1918&.

Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan
Kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hai ini

berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal [ UUD 1945 yang menyatakan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

bahwa: "Segalc¢ hadan negara dan peraturan yang masih-ada langsung
diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang
Dasar ini.” Ketentuan tersebutlah yang keinudian menjadi dasar hukum

pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial

pada masa kemerdekaan.
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Sebagaimana diketahui bahwa KUHP- Indonesia merupakan adopsi dari
KUHP (Ned.Wvs) Belanda pada saat itu vang diberlakukan di Indonesia

berdasarkan asas konkordansi, namun menurut Andi Hamzah pasal tersebut

)

(156 dan 156a) tidak ada padanannya dalam Ned. Wvs karena di' Belanda

tidak ‘ada’ suku bangsa, semua sama atau homogens, adat istiadat sama,

| REPOSITORY.UB.ACID |

bahasa sama, dan agama vmumnya Kristen, Oleh karenanya menurut beliau

pasal ini diatur. di Indonesia dan perlu dipertahankan untuk mencegah
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gejolak sostal yang bervau SARA (suku, agama, ras dan antar goiongan)'.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Sebagalmana telah nienjadi kenyataan banwa Indonesia adalah negara yang

plural /heterogen tidak homogen seperti Belanda. Untuk memahami kedua
pasal tersebut baik secara teoritis maupun praktik maka perlu dilakukan
penjabaran lebih lanjut terhadap kedua pasal tersebut dengan meithat
terlebih dahiulu rumusan aslinya dalam bahesa Belandanya (bukan berartt

<

dalam Ned Wys diatur) Sebelum menjabarkan unsur ~unsur dari Pasal 156z
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KUHP .ini perli disampaikan terlebih. dahulu bahwa Pasal 156a KUHP

merupakan pasal yang disisipkan dalam KUHP berdasarkan Penpres 1965

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

No. I Pasal 4 (L.N. 1965 No. 3)2. Menurut penulis jika dilithat dari

prespektif politik hukum pidana, maka Penpres tersebut dikeluarkan oleh

pemerintalian Crde Lema semate = mata untuk menunjukkan bahwa rezim
ini tidak pro ateu berafiliasi dengan komunis saat itu (PKI) sebagaimana isu
yang berkembang pada saat itu.

Terlepas dari hal tersebut diatas, pasal ini merupakan pasal sisipan dengan
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Penetapan Presiden era Orde Lama. Ada pihak yang mempermasalzhkan
Penetapen Presiden ini dan mengajukan gugatan ke Mahkameh Konstitusi
tahun 2010, namun karena Penpres — Penpres sudah dipilah - pilah oieh

MPRS Orde Baru dan Penpres mengenai penodaan agama ini  telah

| REPOSITORY.UB.ACID |

L Andi Harnzah, Delik = Delik Tertenv (Speciaie Delicter) Di Dalam KUHP, (Jakarea | Sinar
Grafika, 2015), hal 247 — 249

2R.Soesilo, Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar — Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal(Bogor:Politeia, 1994 hal.134
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dinyyatakan dapat diterima, maka telah mendapat status undang — undang®.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Oleh karenanye dengan sendirinya fidak ada padanan pasal ini dafam Ned:

Wys. Menurut Andi Hamzah?* pasal ini merupakan khas Indonesia. Adapun
bunyi Pasal 156a KUHP adalah :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang
stapa dengain sengaja di muka umuin mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan
a. -~ Yang pada pokoknya bersifab permusuhan, penyalahgunaen atau
penodaan terhadap suctu agama yeng di anut di Indonesia;
br - Dengan maksud agar supaya crang tidek menganut agama apapug
juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

>
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b

Menurut Andi Hamzah, yang menjadi permasalahan yuridis pada penerapan
pasal tersebut iaiah ketentuan yang tercantum dalam huruf a dan b bersirat

alternatif’ ataukah kumulatif, namun jika Dilihat dari maksud pembuat

| REPOSITORY.UB.AC.D |

undang - wndang, seharusnya nal ini merapakan o alternatif “bukanlahb
kumulatif - Artinva kedua ayat yang berada dalam Pasal (1562 tidak harus
dibuktikan keduanya untuk dapat di gunakan menjatuhkan hukuman pidana.
Dalam hal ini yang dilindungi disini ialah kebebasan baragama dan

melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang laind.
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Perlu disampaikan bahwa mengenai persoalan ini, ada sebagian ah!i hukum
yang berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP tersebut pada huruf a dan b
bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka

tidak dapat dikenakan Pasal 156a tersebut. Dalam hal ini peneliti sependapat

| REPOSITORY.UB.ACID |

5 Andi Hamzal, Op.cit. hai. 249
4 Thid, Andi Hamzah, hal. 250

£1bid
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dengan dokirin yang dikemukakan oleii Andi Hamzah Teisebut,  karena

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

memang dalam perumusan pasal tersebut tidak secara tegas ditentukan

apakah pasal tersebut dirumuskan secara alternatif atau kumulatif sehingga
membuka ruang untuk melakukan penafsiran terhadap pasal tersebut, namun
pelaku tindak pidana penodaan terhadap agama tetap dapat dijerat

menggunakan pasal 156 KUHP. Jika dicermati perumusan pasal 1562
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KUHP dan juga maksud pembuat pasal tersebut maka peneliti berpendapat
bahwa terdapat satu tindak pidana yaitu:

(a) pertama, dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan,

penyaiahgunaan atau pencdaan terhadap suatu agama yang dianut di

'ndonesia;
(b) kedua dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apanun
Juga yang bersendikan ke — Tuhanan Yang Maha Esa.

Meskipuin demikian, jika hakim berpendapat pasal tersebut dirumuskan

secara kurmuldatif) maka terhadep penistcan agama dapat dikenakan Pasal
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156 KJHP.
Terlepas dari hal tersebut, maka berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal

156a KUHP 1ni pada dasarnya melarang orang :

| REPOSITORY.UB.ACID |

a. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau

melakuvkar - perbuatan, yang pada’ pokoknya bersifat berrausihan,

x

penyalabigunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di

Indonesia;
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b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

yang bersendikan ke — Tuhanan Yang Maha Esa.

Tindak pidana pertame vang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut
di atas terdiri dari :
(1) Unsur subjektif :

b. Barang siapa,
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¢ Dengan sengaje.
(2) Unsur objektif:

a. Didepan umum,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan,

¢.Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan aiau penodaan terhadap

suatu agama yang dianut di Indonesia.

Dari Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr. Dijelaskan bahwaé unsur
yang ke-l, yaitu barang siapa, Pengadilan mempertimbangkan sebagai

berikut; baliwa yang dirnaksud barang siapa di sini adalah menunjuk Kepada
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subyek hukam, yait stubyek hukuni yang merjadi arah atauv tujuan dari

Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didekwa teleh melekukan suati

tindak pidana, dalam hal ini subvek hukum yang menjadi arah atau tujuan

dar1 surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa teiah melakukan
"

tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ir. Basuki

Tjahaja Purnama  alias  Ahok ~dengan ‘identitas lengkap sebagaimana

| REPOSITORY.UB.ACID |

disebutkan dalam Surat Dakwaan;

€ Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Ikt Utr
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Unsur yang ke-2 ‘yaltu dengan seagaja -, Jika kehendak atau salah ‘satu

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pengetzhivan pelgkin sebagaimana yang dimaksddkan di atas ifu ternyata

tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau
vriispraak bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atan
opzet 1tu oleh pembentuk undang — undang teiah dinyatakan secara tegas

sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP,
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vang dimaksud dengan sengaja aenurut Memorie van Toelichiting adalah
menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens), sedangkan menurut S.R.

Sianturi dalam  bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Penerapannya, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan aiinsyaii

(Willens en Wetens), raenurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya

mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaen scbagai maksud
(Qogmerk), kesengajaan. dengan kesadaren pasti atau keharusan (Opzet bij
zekerheids. _of nood  Zakelijkheids. bewustzijn), dan kesengajaan dengan
menyadari kemungkinan (dolus = eventualis), jadi menghendaki dan atau

menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikeliendaki atau yang
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ditnsyali pelaku, tetapl juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan
kehendak atan keinsyafan itu;

seperti ._halnya  dalam_ putusan. No. 1537/Pid B/2016/PN.Jkt Utr unsur

| REPOSITORY.UB.ACID |

kesengajaan terdakwa dapat dilihat dari konsideran hakim yang pada intinya

nenyatakan :

Bahwa pada takun 2007 pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Calon

Gubemnur Bangka Belitung, terdekwa telah meundapatkar  selebaran-
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selebaran yang isinya melarang pemimpin yang tidak seagama atau seirnat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dengan mengacu pada Al Qur’an Surat Al Maidah ayat

Bahwa pada-tahun 2008 terdakwa merilis buku dengen - ijudu! Merubah

Indonesia yang ditulis oleh Terdakwa, pada halaman 40 dibawah Sub Judul

O — Berlindung Dibalik Ayat Suci, Terdakwa juga pernah menyebut Surat Al
=
m 1 ) ~ 1 ST . 8] . i
o " Maidah 51 dengan mengatakan “Deri oknum elite yang berlindung di balik
-
Z /-tn-.-:f 2 1 v‘) pk TeNUONS \ j ] 51”'
S0 ayat suci agame fslam, mereka meaggunakan Surat /A Al
Bahwa dari ucapannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar

pukul 08.30 Wib, pada saat terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta yang
inelakukan kunjungan Kerja ke Pulau Pramuka, Kelurahan Fulau Panggang,

Kecamatan Puiau Seribu- Selatan, Keabupaten Administrasi - Kepulauan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan Kerapu dalam rancgka
keriasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP), dimana szat Terdakwa
menyampaikan nidato untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu
kepaaa warga masyarakat Kepulauan Seribu Terdakwa sangat jelas

menysbut Surat Al Maidah dengan mengatakan ‘jadi jangan percaya saima
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orang, kan bisc aja dalam hati Lecil bapal ibu ga bisa pilih saya, va kan

dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu”

e Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat

v

2

& Terdakwa menyebut Surat Al Maidan di Kepulauan Seribu  tersebut

@

| & . T e - ;

| & Terdakwa sudah tahu dan paham kalau Surat Al Maidah 51 itu edalah zyat
suci Agama Islem, bagian dari Kitab AlQuran Kitab Suei Agama Islam
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Bahwa sebagai bagian dari Kitab Suci Agama Islam, maka harus dibargai

o
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dan ditiormaii oleh gizpanun, baik oleh umat Islam sencirl maupun wmai

agama lain termasuk Terdakwe, dan tidek boleh dikatakan yang bersifat
negatif. Hal ini juga berlaku untuk semua Kitab Suci dari agama-agama
yang lain; Dengan demikian Terdakwa dalam menyampaikan ucapannya

tersebut kepada warga imasyarakat Kepulauan Sertou acalah dilakukan

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

dengan sengaja; Selanjutnya mengenai - apekah  terdakwa memang bener
benar berriat untuk menghina surat almaidah 51 pengadilan berpendapat

sebagai berikut:

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Menurut penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun

1965 disebuikan sebagai berikut :

2 sernaia-imata

Hurof a; tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialalv yan
(pada pokeknyz) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina;

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan
secara obyekiif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agaia yang disercal

dengan usaha untuk menghindar: adanya kata-kata atau susunan kata-kata

St
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yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukaniah tindak picana menurut
pasal ini;

Karena persoalan niat adalah persoalan hati, oleh karena itu untuk menilai

| REPOSITORY.UB.ACID |

apakah Terdakwa ada niat atau tidak untuk menghina surat Al Maidah 51,

maka Pengadilan = nelihiat dan menilar kondisi-kondisi yang meliputi saat

Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut:
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Terdakwa -adalah “seorang  Pejabat - Publik, 'Gubernur -DKI Jakarta, dan
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sebagai seorang Pejabat Publik teritu Terdakwa mengetabui kalan selama ini

perscalan yang menyangkut agama adalah persoalan- yang sensitif, vang
mudah menimbulkan gesekan antar umat beragama. karena persoalan agama
adalah persoalan iman, persoalan rasa dan keyakinan, oieh karena itu

apabila Terdakwa ingin memoicarakan persoalan yang  terkait dengan
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agama, seharusnya Terdakwa berusaba untuk menghindari peaggunaan kata-
kata ataun susunan kata-kata yang bersifat merendahkan, melecehkan atau

menghina suatu agama sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

4 huruf a Penctapan Presiden Nomor | Tanun 1505;

a8 3 <
1 1

Karena Terdakwa sudah mengetahut ‘dan sudah meniaharar kaiau Surat Al

Maidah 51 acalah ayat suci agama Islem vang harus dihargai dan dihormati
oleh siapapun termasuk Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap menyebut
Surat Al Maidah 51 tersebut bahkan mengaitkan dengan kata “yang
berkonotasi negatil yaito kata “dibohongi” dengan mengatakan “ya kan

dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macer-macem it1”, sedangkan dari
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rekaman video saat Terdakwa mengucapkan kate-kata tersebut diputar di

persidangan, Pengadilan tidak melihat ada usaha dari Terdakwa untuk

j menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersirat
merendahkan atau menghina nilai dari ayat suct-Surat Al Maidah 51 sebagai
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bagian dari Kitab Suci agama Istan, bahkan divlangi dengen menyebut kata

“dibodchi” make -dalam -hal ini. menumt Pengadilan bahwz pada saat

Terdakwa mengucapkan kata-kata “va kan dibohongi pakai surat Al Maidah
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51 macem- macein itu”, ada mniat dengan sengaja merendahkan atau
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menganggap rendah atau menghiva nilai kesucian davi Surat Al maidah 5

sebagai bagian dari Kitab Suci agama Islam;
Terdakwa sebagai bagian dari umat yang beragama, apabila ingin menyebut
ataupun membicarakan tentang simboi- simbol keagamaan di depan umum,

scharusnya Terdakwa berhati-hati dan harus menghindari penggunaan kata-
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kata yang berkonotasi negatif yang bersifat merendahkan, melecehkan
ataupun menghina simbol-simbo! keagamaan tertentu, baik it agama lain
maupun agama Terdakwa sendiri, karena hal itu bisa menimbulkan
ketersinggungan dan menimbulkan keresahan di kalangaii uimat beragama;

al

Mengenai alasan Terdakwa mengucapkan kata- kata tersebut sebagaimana
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dalam Keterangannya bahwa ketika Terdakwa menyampaiken program tkag
Kerapu yang begitu bagus tetapi ada ibu-ibu di depan Terdakwa yang hanya
diam tidak ada respon sehingga Terdakwa terbayang saat di Bangka
Belitung jangan-jangan im karena pengaruh Al Maidan karena waktu
Terdakwa ikut peruilithan ¢! Bang!

ka Belitung ada ibu-tbu yang tidak inau

D-A
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memitih Terdakwa karena Surat Al Maidah, schingga kemudian membuat
Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan warga masyarakat
Kepulauan Seribu, menurut Pengadilan alasan ini tidak dapat diterima
karena itu hanyaiah asumsi Terdakwa yang tidak didukung dengan bukti,

sedangkan Tercakwa sendini saat itu tidak menanyakan kepada ibu-ibu itu
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apakah tidak ada responnya itu karena pengaruh surat Al Maidah atan
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karena hal yang lain. Di samping itu Terdakwa seharusnya bisa menghindari
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penyebutan simibol keagamaan yang berkonotasi negatif terscbut karena
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scbenarnya hal ifu tidak eda kaitan dengan program budidaya ikan yang

disampaikan - Terdakwa kepada warga masyerakat -Kepulaven  Seribu;
berdasarkan pertimbangan serta fakta hukum di atas Pengadilan berpendapat
bahwa unsur yang ke 2 yaitu dengan sengaja telah terpenuhi;

Oleh karena semua unsur dari pasal 136 2 huruf a. KUHP, telah terpenuhs,
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maka - Terdakwe haruslah dinyatakan telah terbulti secara sah ~dag
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat

dakwaan alternatif pertama;
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Unsur dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukain perbuatan

yang pada pokeknya bersifat perrausuhan, penyalah-gunaan atau penodaan

terhadap suata agama yang dianut di I[ndonesia |

dalam unsur ke-3 pasal ini perbuatan yang akan diuraikan yaitu phrasa yang
pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan againa
adalah berbentuk alternative, sehirngga apabila salah satu phrasa tersebut

telab terpeniii dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan phrasa Tain
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tidak perlu dipertimbangkan;
Mengenai perbuatan dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau
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penodaan terhadap svatu agama yang dianut di indoncsia, Pengadilan

mempertimbangkail sebagai berikui;
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KUHP tidak memberikan penjeiasan mengenal rmakna perbuatan yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dilzkukan dii muka wintin, untuk itus Pengedilen akan memberikan

pertimbangan sebagai berikut :
bahwa menurut. R. Soesilo dalam bukunya KUHP beserta . Komentar-
Komentarnya dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan

dirduka umum - acaleh apgabila di tempat tersebut ~dapat ditihat dan
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dikunjungi cleh orang banyak (ditempet uraum);
menurut Drs. PAF Lamintang, SH., ada'ah dalam bukunya Delik - Delik

Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar
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Grafika, Edisi I , 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan uinuin daiarn

rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156 a KUHP tidak berartt ; bahwa

perasaan: yang dikelvarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku
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erjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang
dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang

dilakukan pelaku dapat dilihat oieli publik;

3

erouratan
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sebagaimane diuraikan dalam suraf dakwaan Penuntut Urnarn,

e

yang dicdakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah
bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 Wib,

Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta, ketika mengadakan kunjungan
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kerja di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau

Seribu Selatan, Kabupaiern Adrataistragi Kepulauan Seriby, yang dihadiri

oleh nara nelavan, tokch agama, tokch masyarakat dan aparat setemnat,

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




yat

y
£at

Terdakwa dalam “pideto sambutannya antara- lain -mengatakan seba
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berikui’:

(13

... Int pemilihan kan dimajuin. jadi kalo saya tidak terpilih pun saya

pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih
jadi Gubernur Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah
pikiran ah..nanti kalau ga kepilih, pasti Ahok programnya bubar,
engga...saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percayd sama orang, kan bisa
aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohonigi pakai
surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak papak ibu ya jadr kalo bapak
ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neralka dibodchin
gitu ya ngze pepa, karena ini kan panggilan pribadi bapzk ibu program ini
jalan saja, jadi bapak ‘bu gak usah merasa gak enal, dalam nuraninva ga
bisa pilih Ahok; gak suka sama Ahok nih, tapi programnyva gua kalo terima
ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti
mati pelan-pelan loh kena stroke” ;
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bahwa mengenai apakah benar terdakwa melalukan hal tersebut, dari

keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan, yaitu Saksi
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Habib Novel  Chaidir Hasan, Saksi Muchsin alias Habib- Muchsin,  Saksi
Gusjoy. Setiawan, Saksi Syamsu Hilal, S.Sos., Saksi Pedri Kasman. SP..
Saksi Hj. Irena Handono, Saksi Muh. Burhanudin, Saksi H. Williyudin

Abdui Rasyid Dhant, 5.Fd., Saksi Muharmmad Asroi Saputia, Saksi linai
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Sudirinan, Sakst fonu Baskoro, ‘dan juga Saksi Almarhum Drs. Nandi
Naksabandi, MA., yang keteranigannya dibacakan di-persidangan, yang
semuanya merupakan saksi pelapor dalam perkara ini, para saksi tersebut
masing-masing telah memberikan keterangan yang pada iniinya

keterangantiya haimpir sama, yaitu awalnya para saksi inasing-masing
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mendapatkan informasi, ada yang mencapat informasi melalui grup WA

(WhatsApp), ada vang mempercich informasi melalut Facebook, ada yang
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memperoleh informasi dari berita di Televisi, ada yang memperoleh

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

imformasi dati jamaab masjid, dan ada jiiga yang memperoich inforimasi dari

cerita - teman- ‘teman. -tentang ~adanya  dugaan- bahwa: Terdakwa  telah
melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama Islam saat melakukan
kunjungan Kerja di Kepulauan Seribu ;

q

bahwa kemudian untuk memperciel kejelasan mengenai inforniasi yang
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dipereleh tersebut, lalu para saks’ masing-masing berusaha untuk menecari
tahu melalui media sosial Youtube, dan setelah membuka Youtube para saksi

masing-masing telah menemukan dan melihat ada video yang berisi tentang
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Kunjungan kerja Terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulavan

Seribu pada tanggal 27 September 2016, dimana dalam video tersebut pada

saet Terdakwa menyampaikan sosialisasi program budidava tkan Kerapu
kepada masyarakat Kepulauan Seribu, Terdakwa juga menyinggung Surat
Al Maidah ayat 51 dengan mengatakan, “Jadi jangan percaya sama orang,
kan bisa aja dalain hatr kecil bapak i1bu gak bisa pilih saya iya kan

dibohongin pakai surat Al Ma™idah ST macam macam itu, it hak bapak ibu
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ya jadi kalau bapak ibu perasaan g2 bisa pilih aih karena saya takut masuk
neraka dibodohin gitu ya enggak papa”.

selanjutnya karena para saksi merasa bahwa ucapan Terdakwa tersebut telah

| REPOSITORY.UB.ACID |

menodai Agama Isiam, imaka para saksi masing-masing mengunduah video

vang ada ‘di Youtube tersebut, kemudian masing-masing para  saksi

melaporkan . apa. vang dilihatnya  di- Youfubz tersebut kenada  pihak

Kepolisian, vaitu sebagian ada yang langsung melaporkan ke Bareskrim

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




Maoes Polri, ada scbagian yang raclaporkan ke Polda Metro Jaya, ada yang
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melaporkan ke Polres Bogor yaita Saksi H. Williyudia Abdul Rasyid Dhani,

S.Pd.. ada yang melaporkan ke Polres Kota Padang Sidempuan yaitu Saksi
Muhammad Asroi Saputra, dar ada yang melaporkan ke Polda Sulawesi
Tengah di Palu vaitu Saksi iman Sudirman,;

Untuk bukti- bukti berupa keterangan para saksi pelapor yang ditolak olet

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Penaschat Hukum dengan alasan para saksi tidek melihat langsung di lokasi
kejadian tetapi hanya mendengar dari orang lain, sehingga keterangannya

merupakan festimoniun de auditu yang tidak mempunyai nilai pembukuan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

al - keterangan  -saksi, —namun dari keterangan saksi-saksi yang
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kebanyakan berupa bukti - bukti video dikarenakan kebanyakan saksi tidak

hadir di lokasi kejadian namun video tersebut telah dicek Oleh ahli Digital
Forensik Muhammad Nuh Al Azhar di Puslaofor Mabes Polri bahwa video
tersebut memang asli dan tidak ade pengurangan irame, Dengan demikian
keterangan ~para  saksi pelapor tersebut  menurut Pengadilan bukanlah

merupakan kesaksian de . auditu seperti yang dimaksud oleh Penasehat
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Hukum:;
Pendapat Pengadilan mengenai kesaksian para saksi pelapor tersebut adalah

sesuai dengan Putusan Mahkamah  Konstitusi- Nomor - 65/PUU.VII/2010
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tanggal 8 Agustus 2011 yang amarnya bertbunyi : Menvatekan Pasa

o

angka

26 dan angka 27; Pasa! 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184

ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)  tidak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mempunyal kekuatan hulkum mesgikat sepanjang pengertian saksi dalam
puny g panjang peng

Pasal 1-angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4);

Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

o Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1931
= ;

(%)

ke < Nomor 76 dan Tambehan Lembaran INegara Repubiik {ndonesia Nomot
=

= - . 3 . Lt
S0 3209), tidak - dimaknai termasuk - pula “orang yarg dapat memberikan

keterangan ~dalam rangka penyidikan, penuntutan; dan peradilae suvatu

tindak pidana vang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
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alami sendin’™;

demikian arti penting saksi buken - terletak pada -apakah dia melinat,

mendergar, atau mengalarni sendici suatu peristiiwa pidana, melainkan pads
relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Oleh karena ucapan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas disampaikan

pada saat Terdakwa menyampaikan program budidaya ikan Kerapu kepada
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warga masyarakat -di Kepulauan Seribu dan dari ucapan yang disanmpaikan
tersebut berisi pesan-pesan Terdakwa kepada werga masyarakat Kepulauan

Seribu, maka phrasa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

perbuatan tersebut telah terpenuhi;
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persoalainnya adalah apakah ucapan Terdakwa tersebut mengandung sifat

pencdaan terhadep suatu agama yang dianut di Indonegia in casu dzama

Islam, mengenai arti kata penodaan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia:

arti. penodaan yang berasal dari kata noda yaitn semacam kotoran yang
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menempel “pada ‘sesuanu, tetapi arti kiasannya adalah menjelekkan,
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sedangkan Ahli Bahasa Prof Makyoni, MAPh.D.) menyatakan bahwa arti

menodai adalah mencederai; Dari ucapan Terdakwa sebegaimarnz tersebut di
atas, terdapat ucapan vang berbunyi
“jad1 jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga

bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakat surat Al Maideh $1 macem-macern
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itu, itw hak bapak ibu ye jadi kale bapak ibu perasaen gak bisa kepilih nib

S

karena saya takuit masuk neraka dibodohin gitu ya ngga papa”

Surat Al Maidah ayat 51 yang disebut oleh Terdakwa tersebut adalah bagian
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dari Al Quran yang terjeinahan nya sebagai berikut :

ai orang-orang yang berimar, janganlah kamu mengambil orang- orang
“Hai orang-orang 1y betimarn, janganlah kamu mengambil ora yrang
Yahudi dan Nasreni menjadi auliya bagirmu, sebagian mereka adalah auliya

bagi sebagien yang lein. Barang siapa diantara kamu mengamnbil mereka
menjadi-auliva, maka sesungguhoya orang itu teimasuk golongan mereka,
Sesungguhnya Allah  tidak, memberi petunjuk kepada. orang-orang vang
zalim”;

kata auliya vyang terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 51 tersebut secara

bahasa memiiiki banyak makna. Menurut Anli Agama DR. HM. Hamdan
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Rasyid, MA., aari segi bahasa kata auliya  adalah bentuk jamak dari kata
wali yang mernpunyeai beberapa mekna ‘antara lain yarg peling banyak

P iy

adalah. pemimpin.- Mepurut Ahli-Agama- Prof. DR. Drs. H. Muhammad
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Amin Suma, BA. SH. MA. MM., kata auliya bisa berarti melindungi, teman

setia, yang menolong, yang memberi sesuatu, mendampingi, menemani.

Menurut Ahli Agaima KH. Miftakiul Akhyar kata auliva  adalah bentuk
g y y

e
&

mak dari kata wali yang bisa pemimpin, teman dekat, pembela: Menurut
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| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Ahli Agama Prof. DR. Yunahar llyas kata auliya bentuk tunggalnya adalah
| wali yang bise berarti téman setia, pelindung, penolorg dan' Fisa juga

pemimpin. Menurut Ahli. Agama Habib Muhammad -Rizieq Syihab kata
auliya _bentuk tunggalnya adalah wali vang delam bahasa arab memiliki
beberapa makna, ada maknanya teman setia, ada maknanya orang

kepercayaan, ada maknanya pelindung kemudian -ada lagr maknanya
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penolong, dan ada juga maknanya pemimpin. Menucut Ahli Agama KH.
Masdar Farid Masudi kata awvliva . bisa bermakna pemimpin, tapi bisa

berarti teman dekat:
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oleh karena kata auliya memiliki beberapa makna, maka di kalangan umat

Islar terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pemaknaar ataupuan

tafsir terhadap kata auliya yvang terdapat dalam Surzt Al Maidah ayat 51, ada
yang memaknai kata aul/iya sebagal peminipin dan ada yang meimaknai kata
auliya sebagai teman dekat. Perbedaan pendapat yang seperti ini di kalangan
umat Islam adz2lah hal yang biasa, akan tetapi di kalangan umat islam

sendiri udak boleh saling menyalahkan antara yang satu dengan yang
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lainnya, tidak boleh' mengatakan pendapainya- yang benar dan pendapat
yang lain salah apalagi mengataken pendapat yang lain bohong, akan tetapi

harus tetap saling menghormati- antara pendapat yang satu dengan yang
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lainnya, justru perbedaan tersebut merupakan svatu rahmat;

bahwa dari ucapan Terdakwa yang disampaikan kepada warga masyarakat

Kepuiauan Seribu sebagaiimana (ersebut di atas, Terdakwa dengan

mengatakan “jadi jangan percaya sema orang, kan bisa aja dalain hati kecil
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bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

macem-mecem u’ ' Dari ucapanvya tersebut Terdakwa  jelas menyebut

Surat Al ‘Maidah 51 yang dikaitkan dengan kata dibohongi, hal ini
mengandung makna negative. Bahwa Terdakwa telah menilai dan
mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al Maidah

ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait dengan pemilithan addiah
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bohorg dan membohongi umat atau masyarakat sehingga Terdakwa sampai
berpesan kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu dengan

mengatakan “jangan percaya sama orang”’, dan yang dimaksud orang disini
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adalah jelas menunjuk kepada orang yang menyampaikan surat Al Maidah

ayat' 51, Dengan demikian darr ucapannya - tersebut, Terdakwa  telah

menganggap Surat Al Maidah ayat 51 tersebut adalah scbagai atat untuk
membohongi vimat/masyarakat, -atau surat. Al Maidah ayat 51 sebagai
sumber kebohongan, dan dengan adanya anggapan yang demikian maka

menurut Pengadilan  Terdakwa telah merendahkan, ielecelikan dan
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menghina Surat Al Maidah ayat 51;
bahwa Surat Al Maidah avat 51 2dalah ayat Al Quren yang terdapat di

dalam Surat Al Maidah, Dengan demikian Surat Al Maidah ayat 51 adaiah

bagian dari Al Quran, Kitab Suci agama Isiam yang dijaga kesuciannya dan
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aipercaya seria diyakini kebenarannya oleh umat {slam. Siapapun yang

menyarnpaikan ayat Al Quran, sepanjang ayatnya ita disampaikan dengan

benar. maka. hal -itu tidak boleh.  dikatakan | membohongi ‘umat atau

masyarakat, dan oleh karena Surat Al Maidah ayat 51 adalah bagian dari
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Kitab - Suci Al Quran, maka dengan merendahkan, melecehkan “dan
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menghina Surat At Maidah ayat 51 sama helnya mercndahkan, melecehkan

dan menghina Kitab Suci Al Quran :
dari adanva barang bukti buku Merubah Indonesia yang ditulis oieh
Terdakwa pada Tahun 2008, pada halaman 40 di bawah sub judul

Berlindung Dibalik Ayat Suci, Terdakwa sudah pernzah menyebut Surat Al
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Maidah 51 dengan mengatakan “Deri cknuin elite yang berlindung di balik
ayat suci agama Islam, mereka menggunakan Surat Al Maidah 51”. Hal ini
menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tahu dan paham kalan Surat Al

Maidah ayat 51 tersebut adalah bagian daii ayat suci againa Isiam, bagian

dari Kitab Suci Al Quran, Kitab Sucti agama islam, oleh karena [tu harus
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dihargai dan dihormati oleh siapapun; baik oleh umat Islain sendiri maupun
umat agama lain termasuk Terdakwa ;

terkait dengan soal pernilihan, oleh karena dikalangan umat Islam memang
terjadi perbedaan pendapat tentang rmakna dari kata auliya  sebagaimana

telah diuraikan di-atas, dimana sebagian dimaknai sebagar pemimpin dan
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sebagian dimaknar sebzagar terman dekat, maka apabila ada orang yang
mengikuti pendapat bahwa auliva . adalah pemimpin, dan orang tersebut
menyampaikan surat Al Maidah ayat 51 kepada sesama umat Islam dan
meminta agar menulih pemimpin yang seagama, maka hal itu secara hukurm

adalalv tidak dilarang den itu bukan SARA, sama halnya orang yang

| REPOSITORY.UB.ACID |

meminta: agar memilib- pemimpin daii suku yang sama, dari asal daeral

yang sama, dari ras yang sama, dari golongan yang sama atau dari partai
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yang sama, dalain alam dernokrast hai itu-adalan tidak dilarang dan bukan
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SARA. Adapun yang dlarang dan menjurus SARA adalal apabila yang

dilakukan -itu bersifat menverang - kehormatan. menjelek-jelekkan,
melecehkan, merendahkan atau menghina suku lain, agama lain, ras lain
ataupun golongan yang lain;

dari uraian pertimbangan di atas, cleh karene ucapan Terdakwa di hadapan
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warga masyarakat Kepulauan Seribu  tersebut telah merendahkan;
melecehkan dan menghina Kitab Suci Al Quran vang merupakan Kitab Suci
Agama Islam, maka dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan bahwa
ucapan Terdakwa yang mengatakan “jadi jangan percaya saina orang, kan

bisa ‘aja datam hati Kecil bapalibu ‘ga bisa pilih saya, ya kan dibohengt
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pakai surat Al Maideh 51 macem-macein itu’, adalah merupakan ucapan
yang pada pokoknva telah mengandung sifat penodaan terhadap agama

Islam sebagai salah satu agama vang dianut di Indonesia;

& -
= B
& = pendapat Pengadilan tersebut adalah scjalan dan sesuai dengan pendapat
Ll
=0
= Para Ahli vang ielah digjukan oleh Penuntut Umum, yvaitu Akl Agama DR
>0
HM. Hamdan Rasvid, MA., Ahii-Agama Prof. DR. Drs. H. Muhammad

Amin Suma, SH.MA.MM., Ahli Agama KH. Miftakhul Akhyar, Ahli Agama
Prof. DK. Yunahar Ilyas, Ahli Agama Habib Muhammad Rizieq Syihab,
Ahli Bahasa Prot. H. Mahyuni, MA.Ph.D., Ahii Hukum DR. Mudzakkir,

SH MH.; Ahli Hulain DR, H. Abdul Chair Ramachan, SH.VIH , 'dan sesvai
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pula dengan Pendapat dan Sikan Keagamaan Majelis Ulama . Indonesia

(MUID) Nomor: Kep- 981-a /MUI/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, vang
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kesemuanya pada pokokriya menyatakan bahwa ucapan Terdaxwa tersebut
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adalaly bersifat penodazn terhadap agama;

Dari uraian pertimbangan. di atas, oleh karena ucapan Terdalwa tersebut
adalah merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang pada pokoknva
mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam yang merupakan salah

1

satu agama yang dianut di Indonesia, dan ucapan tersebut disarapaikan oleh
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Terdakwa dalarn acare sosialisast budidaya ikan Kerapu di Puiau Pramuka
Kepulauan Seribu yang dihadiri oleh banyak orang. antara lain dihadiri oleh

tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kepulanan Seribu yang jumlahnyva
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sekitar 100 orang lebih- dan acara tersebut juga bersifat terbuka untuk

umum, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang

ke 3 telah terpenuiit ;
Oleh. karena semua unsur calam Pasal 1562 huruf a tersebut telah
terpenuhi maka menurut penulis hakim dapat menjatuhkan putusan pidana

ternadap anok, namun menurut penulis pasal 156a KUHP merupakan pasai
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kumutatit’ yang mengharuskan Kedua buraf a dan b sebagar satu kesatuan
unsur yang harus terpenuhi untuk menjatulkan pidana terhadap terdakwa.
sama seperti yang di katakan oleh andi hamzah.

Pasal 156a KUHP sendir1 berbunyi :
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“Dipidana dengan pidana penjara selama-laranya lima tahuil barang
stapa dengan sengaja di muka umum mengelearkan perasaan atau
meizkukan perbuatan

a.  Yang pada pokoknya bersifat permusuhan; penyaiakgunaan atau
penodaan terhadap suetu agama yang dianut di fodencsia;

b. - Dengan maksud agar supaya orang tidek menganut agama apapun
juga, vang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
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| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Dari Uraian Pasal diatas Penulis mengaitikan pasal 156a inl merupakan

pasal “altematif vang mencakup -macam - macam: daci perbuatan yang

dilakukan oleh pelaku tindak pidana penodaan agama itu sendiri, sedangkan
huruf b sendiri merupakan maksua dari perbuatan yang tercantum dalam
huruf a pasai 156a terseout.

Dengan adanya tanda baca ; (ltik koma) maka seharusnya huraf a dalam
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pasal 156z kahp di maknai secara satu kesatuan dengan huruf b, karena
tanda titik koma tersebut bukanlah suatu tandea untuk mengkhiri kalimat

melainkan untuk melanjutkan suatu kalimat menjadi satu kesatuan yang
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utuh.

Selain hal itu akan menjaci lebib suiiv untuk dirnaknai pasal 156a terscbut

jika dibaca dengan hanya menggunakan salah satu ayat saja atau dimaknai
sebhagai pasal alternatif, sebagai contoh:
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun

barang stapa dengan sengaja di rauka umum mengeluarkan perasaan atau
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melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidal: menganut
agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut penulis akan lebih suliv untuk menjerat peiaku penodaan agarna
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dengan bunyi pasal seperti itu karena klasifikasi perasaan dain perbuaian

dengan maksud snpaya orang tidak mengannt agama apapun juga akan sulit

di maknai jika tanpa menggunakan pasal sebelumnya yang berisikan macam

- macam perbuatan’ yang bersifat. permusuhan, penyalahgunzen, ~dan

penodaaan terhadap agama sebagai awal dart perbuatan nya.
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Namun dalam penggunuan pasal 156a sebagai pasal altenatif yang mana
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harus terpenuhi ayat huruf a2 dan buruf b tersebut maka perbuatan penodaan

agama saja akan lepas dari jeratan pasal tersebut, tetapi dalam hal ini tentu
hakiim masifi’ dapat menggunakan pasal terkait yakni pasal 156 untuk
menjerat pelaku penodaan/penistaan agama, Karena dalam pasal 156 yang
berbunvi :

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan,
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kebencian atau penghinaan terhadap suatiatau beberapa golongan rakyat
indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empai: tahun atau
denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Dalam pengertian Golongan dalarn pasal ini berarti; tap-tiap bagian rakyat

indonesia, vang berbeda dengan suatu -ataw beberape bagian: lainya karena
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rasnya, negeri  asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya,
kebangsaantnya, atau kedudukan nya menurut hukurn tata negara.

Menrurut penulis bisa diartikan bahwa pasal 156 bisa dijadikan pasal uptuk
menjerat pelaku  penodaan/penistaan agama Karena unsur. penodaan/

penistaan terhadap sama halnya dengan menghina agama tersebut, oleh
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‘A'A

Karera itu di karenakan pasal 156a tidak bisa selamanya bisa digunakan
untuk  menjerat. pelaku  penodaan. agama Tanpa adanya maksud agar
seseorang tersebut tidak menganut salah satu agama pun maka pihak
b

berwenang dapat ‘menggunakan- pasal 156 ‘sebagai pasal subsidair agar

pelakn tidak bisa lepas dari jeratan hukum
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Seperti halnya kasus ahok diatas menurut penulis Pasal yang lebih tepat

digunakan untuk menjerat ahok acalah pasal 156 ,bukan nya 156a yang
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masin perla-di tafsirkan lagi apakah dalam penggunaan pasal tersebut kedua
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ayat di-dalam Pasal \156a harus terpenuhi atau tidak. Karena jika ternyata

hakim menghendaki bahwa pasal 156a harus terpenuhi kedua ayat yakni a
dan b terscbut maka kasus ahok dan kasus kasus penodaan agama yang
dijerat: mengguiakan pasal 156a akan dikataken batal demi hukum karena
ayat b yakni unsur dengan maksud agar seseorang tidak menganut agama

apapun tidak terpenuhi.
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Seperit halnya pertimbangan tiakim: dalam putusan Nol527/P14.B/2016/

PN Ikt - Utr. - Menurut -penulis unsur- objektif pertama dari tindak pidana
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pertama _vang diatur dalam Pasal 156a. KUHP adalah di depan umum.

Dengan dipakainya kata' — kata di depan umum dalam rumusan tindak

pildana terseout itu tidak berarti, behwa perasaan yang dikeluarkan pelaku

atau perbuatan yang dilakukan peiaku itu selalu harus terjadi di tempat | -
tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yeng dikeluarkan pelaku itu
dapat didengar cleh publik, atav perbuatan vang dilakukan pelaku itu dapat

dilihat oieh pubiik.
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Perasaan yang bersifat. bermusuhan, penyalahgunaan ~atau pencdaan
techadap suetu agama vang dianut di Indonesia itu dapat saia dikelvarkan

oleh pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat

iy
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didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu

ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan

tindek pidana seperti yang dimaksuckan dalam Pasal 156a KUEP.
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Unsur objektif kedua dari tindak pidana pertama yang diawr dalam Pasal
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156a huruf a KUHP -adzlah mengeluarkan perasaan  atau - melakukan

perbuatan.: Itu berartt bahwa perilaku yvang terlarang dalem Pasal 156a
KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan
tindakan. Seterusnya, unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama

yang diatur ~dalam’ Pasal 1564 huruf ‘a2’ KUHP ‘adalah ~yang bersifat
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permusuhan; penyalahgunaan, atew penodaan terhadap sugtu agama yang
dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik.

Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

~
|9 Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai
1S

| & . : o

18 perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau
|8

| & . . . .

i penodaan terhadap sueti agama yang dianut di Indonesia. undang - undang

ternyata tidak memberikan penjelasannya, dan agaknya pembentuk undang
— undang telah menyerahkan kepada hakim atau memberikan penaisiran
mercka denigan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat

dipandang sebagai bersifet bermusuhan, penyelatigiinaan atan penodaan
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terhadap suata agama di Indonesia.
Dengan selesainya pembicaraan mengenai unsur objektif ketiga dari tindak

pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a hurut a KUHP itu, selesai pula
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pembicaraan kita mengenat tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal

156a huruf a KUHP. Selanjutnya mengenai tindak pidana kedua yang diatur

dalam Pasal 156a huruf b KUHP: Unsur subjektif dari tindak pidana kedua

yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan sengaja atau
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dalain bahasa Belanda juga sering disebut opzettelijk. Seperti halaya unsut
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subjektlf dengan sengaja dalam ruivusan tindak pidana perrama yang diatur

dalam  Pasal 1562 huruf a KUHP. diatas, unsur subjektif dengan sengaja
dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b
KUHP in1, juga harus diartikan bukan semata — mata sebagai merancang
tampilan/ perencanaan {(opzet als oogmerk) saja, melainkan juga dapat

1

bagal niat dalam kesadaran (opzet bijzelerheidbewusizijn) dan
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diartikar se
(opzet bij mogelijkheidsbewustzijn). atau disebut sebagai dolus eventualis

ataupun juga niat sebagaimana maksud (voorwardelijk opzet).’
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Oleh karena unsur subjektif dengan sengaja telah diletakkan didepan unsui

— unsur lain oleh pasal tersebut, maka sesual dengan ketentuan kesengajaan

pelaku itu juga harus ditujukan kepada unsur — unsur lainnya dari tindak
pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KIJHP tersebut.

Unser — unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal
156a huruf b KUHP seperti dimaksudkan di atas 1aiah unsur — uisui:

(1) D1 depan umum;
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(2) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
(3) Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga

yang bersendikan ke — Tuhanan Yang Maha Esa.
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Dengan demtkian, agar seseorang pelaku itu dapat diayatakan sebagai

terbukii telalk memenuhi semua wunsue tindak pidans kedua yang diatur

7~ Engeibrecht, De Wetboeken, hal. 1322 dalam P.A'F Lamintang, Deiik = Delik Khusus Kejahatan
-- Kejahatan Terhadap Kepentingan Hvkum Negare, (Bandung : CV Sinar EBaru; 1987), hal. 463
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dalaim Pasal 1 r, hingga ia dapat dinyatakan terbukd
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bersalah telah melakukan tindak pidana kedua seperti yang dimmaksudkan

dalam Pasal- 156a huruf b KUHP, .maka di sidang pengadilan vang
memeriksa perkara pelaku itu harus dapat dibuktikan:

(1) Bahwa pelaku telah menghendaki mengeluarkan perasaan atau

melakukan seperti yang dinmaksudkan dalam Pasal 156a KUHP;
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(2) ‘Bahwa pelaku mengetahui perasaan yang la keluarkan atau perbuatan
vang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum;

(3) Bahwa pelaku telah menghendaki agar orang tidak menganut agama
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apapun juga yang bersendikan ke — Tuhanan Yang Maha Esa.

Jika salah satu kehendak atau pengetahuan pelaku tersebut di atas ternyata

tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus merberikan putusan bebas atau
vrijspraak bagi oelaku. Selanjutnva unsur subjektif yang kedua dalam
rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a hurut b KUHP
adalah dengan maksud supaya orang tidak menganut agariia agama apapun

Juga bersendikan ke~ Tuhanan Yang Maha Esa.
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Maksud schageimana vang dimaksudlkan diatas-itu- dalam -dektrin sering
disebut sebagai subjectief doel atau sebagai tuiuan subiektif dari pelaku,
yang dihubungkan dc¢ngan opzet peiaku, juga sering disebut sebagai
bijkomend ocogmerk atau seoagai- nader cogmerk ataupun  sebagai

vederrerikend oogmerk®. Niaksud tersebut tidak perla harus teicepai, pada
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waktu pelalu selesai melakukan  perbuaten. - perbuatan  yang - terlarang

&€ P.ALF Lamintang, Op.cit, hal. 463

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




dalaimn ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 150a KURY, masing —
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masing yakni:

“Mengeluarkan perasaan dengan maksud agar orang -tidak -menganut
agama apapun juga vang bersendikan ke — Tuhanan Yang Maha Esa;”
Sungguhpun demikian, Karena maksud agar orang lain tidak menganut

agama  apapun juga  bersendikan ke - Tuhanan “Yang Maha Esa ity
'Y 2
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merupakarn suatv unsur findak pidana kedua yang diator dalam Pasal 1562
huruf b KITHP, maka unsur tersebut juga harus didakwakan oleh penuntut
umum di dalam surat dakwaannya, dan dibuktikan kebenarannya di sidang

£

pengadilan. Tidak terbukiinlya unsur tersebut telah dipenuhi oleh pelaku,

akan ienyebabkan hakira harus memutuskan bebas bagi pelaku.
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Seterusnya unsur objektif pertama tindak pidana kedua yang diatur dalam
Pasal 156a butir b KUHP ialah di depan umum. Sama halnya dengan unsur
di depan umum sebagaimana yang dijelaskan diatas, di depan umum dalam

rumusan tindak pidana teisebut itu ticak berarti, bahwa perasaan yang

dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus
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terjadi di tempat- - tempat uraum, melainkan cukup iika perasaan yang
dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan vang
dilakukan pelaku itu dapat dilihat oieh publik. Walaupun perasaan itu telah
diucapkan pelaku a1 suatu tempat uimum, artinya suatu tempat yang dapat

didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu
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ternyata tidak didengar oleh pubiik, maka tindakannya itu bukan merupakan

tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.
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Selanjutnya, unsui objektit kedua dari tindak pidana kedua yang diatut

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dalam Pasal  156a KUHP itu 1alah felall mengeltarken perasaan atau

melakukan perbuatan.
Tentang perasaan mana atau perbuatan vang begaimana, dapat dipandang

sebagal persaan atau perbuatan yang ada nubungannya dengan maksud

b1

pelaku agar orang tidak mienganut egaima apapun juga yang verseidikan ke

7. )

— Tuhanan Yan,
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sa itu, pembentuk undang — undang teimyata tidak

0

memberikan penjelasan, dan sepertinya telab diserabkan kepada. hakim

untuk menafsirkan dengan bebas perasaan atau perbuatan mana, yang dapat
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dipandang sebagal perasaan atau perbuatan agair orang lain tidak menganut

sesudiu agama apapun juga, yang bersendikan ke - Tuhanan Yang Maha

Esa.

Berdasarkan penjabaran mengenai unsur - unsur Pasal 156 KUIIP dan 156a
KUHP tersebut diatas, maka bagi para pelaku penistaan agama sebagarmana
komteks tulisan ini, dapat dikenakan kedua Pasal tersebut. Jika dilihat dait

kedua  rumusan pasal terscbut maka depat diketahui bahwa Pasal 156a
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KUHP lebih khusus terhadap pencdaan/penistaar agama daripade Pasal 156
KUHP. Namun karena rumusan Pasal 156a KUHP. tersebut masih

menimbulkan persoalan dalam menentukan apakah antara tindak pidana
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yang diatur pada huruf a dengan yang diatur pada huruf b Pasal 156a KUHP,

ditentukan ‘secara - kumulatif ataukah alternatif, maka calam prakicknya

masih  terbuka  pelvang untuk - diberikan - penafsiran -dan - yang berhak
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menaisirkananya adalah hakim didasarkan keyakinan  yang berdasarkan
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pertimbangat hukum yeng adil lagi bijak sana.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengantisipasi pelaku penistaan terhadap
agama lolos dari jeratan Pasal 156a KUHP maka JPU memutuskan untuk
menjerat terdakwa dengan dakwaan secara subsider dengan Pasal 156

KUHP karena dalam ‘pasal tersebut juga diatur mengenai penghinaan
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terhadap golengan rakyat indoncsia yvang termasuk di dalam nya ada agama
juga.. Yang membedakannya dengan Pasal 156a KIUIHP adalah Pasal 156

mengatur perbuatan secara umum mengenai SARA (suku, agama, ras,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

antargolongan) sehingga penistaan terhadap agama terinasuk didalamiya.

Sedangkan Pasal 156a KUHP lebih bersifat khusus yaitu berkaitan dengan

perbuatan dengan sengaja di depan umum mengeluarkan -perasaan atau
melakukan perbuatan. yang beisifat bermusvhan, penvalahgimnaan, atau
penodaan terhadap suatu-agama yang dianut di Indonesia dan/atau dengan
sengaja di depan umum rnengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

dengani maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang
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bersendikan ke — Tuhanan Yang Maha Fsa
Di samping itu ada langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tersebut

antara lain yaitu:
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a.  Pengingkaran (disavowal)

Langkah ini seringkali merupakan suate paradoks dengan memperiahankan
g I !

tidak ada konflik norma. Seringkali konflik -itu terjadi berkenaan dengan

asas lex specialis dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika
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iterpretasi sebagai praginatis. Suatu contoh yang iazim, yaitu membedakan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

wilayah hokame seperti antara hakum privat dan hukum publik  dengan

berargumentasi bahwa 2. (dua) hukum tersebut diterankan. secara terpisah
meskinun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat konflik
norma.

b. ' Penafsiran ulang (reinterpretation)

1y 0ipe e dal
harus “dibedakan yang
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Dalany kaitan: penerapan 3 asas preferensi hukum
pertama adalah veinterpretasi, yaitu dengan mengikuti asas-ases preferensi.

menginterpretasikan kembali norma yang utama dengan cara. yang lebih

fleksivel
c. ' Pembatalan (iuvalidation)
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S

Ada 2 macam. yaitu abstrak normal dan praktikal. Pembatalan abstrak

S

normal dilakukan misalnya oleh suatu lembaga khusus, kalau di Indonesia
pembatalan peraturan pemerintah (PP) ke bawah dilaksanakan - oleh
Mankamah Agung. Acapun pembatalan praktikal yaitu tidak inenerepkan

norma tersebut di dalam kasus konkret. D1 Indenesia, delam  praktik
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peradilan, dikenal  dengan mengenvampingkan. Contoh: calam  kasus
Majalah Tempe, hakim mengenyampingkan Peraturan Menteri Penerangan
oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

d.  Pemulihan (remedy)

Menipertimbarngkan  pemulihan - dapat “raembatalkan  satu  ketentvan:
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Misalnya dalam - hal satu. norma - yang unggul  dalam eoverrulednorm.

Berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai ganti membatalkan norma
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yang Kalah, dengan cara memberikan kompensasi’. Dalam nal menghadapi
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norma hitkum yang kabur atau ncrma yang tidak jelas, hakim menafsirkan

undang-undang ~untuk -menemukan ~hukumnya.  Penafsiran oleh  hakim
merupakan penjelasan vang harus menuju kepada pelaksanaan vang dapat
diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa

konkrit. Metode interpretest adaialy saran atav alat untuk mengetahui makna
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undang-undang . Dalam hal renghadapi kekoscngan =~ hulaam  (rechis

vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet vacyum), hakim berpegang

pada asas ius curia novit, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnyall.
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Hakini tidak boieh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak

jelas hukumnya. Iz dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalitx

undang-undangnya ticdak: lengkap atau tidak jelasi2. la wajib memahami.
mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup. dalam masvarakat.
Oleh karena itu 1a harus melakukan penemuan hukum (rechtvinding).

Sudikno Mertokusurmno mengatakan apa yang dinamakain penemiuan hukuri
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lazimaya adalab proses pembentiikan tukum oleh hakim atau petugas-

petugas hukum lainnve yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau

?

menetapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum  vang

9 Menurut P.W. Brouwer sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dalar Philipus M. Hadjon
& Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cetakan Keempat, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 2009, halaman 31.
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10 Sudikne Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Jakarta, 1993, halaman 13.

It Ahmad Rifei, Penemuan Hukum Oleh Hakim Daiam Perspektif Hukum Proeresif, Cetakan
Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 89

2’ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, halaman 16 1.
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Konkret. - Lebih - lanjut ~dikatakan bahwa  pericimuan hukum - merupakan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

konkretisasi'dan individnalisasi peraturan (das soller) yang bersifat umum

dengan mengingat akan peristiwa konret (das sein) tertentu!3,
Paul Scholten menyatakan yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah
sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya.

Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus
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ditemukan, baik dengan jalan intcrpretasi maupun derzan jalan analogi atau
b (=2 J e S J o
ataupun rechtsverfijning (penghalusan/pengkonkretan hukum)i4. Sedangkan

D.H.M. Meuwissen berpendapat mengatakan penemuan hukum ihwalnya
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adalali berkenaan dengan konkretisasi produk pembentukan  hukumi.

Penernuan hukur adalah proses kegiatan pengambilair yuridik konkret yang

secara: langsur g menimbulkan akibat hukum bagi- situasi individual
(putusan-putusen - hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh wotaris, dan

sebagainya)!s. Dengan demikian dalam penemuan hukum yang penting

adalah bagaimana inencarikan atau ieneinukan hukumiiya untuk peristiwa
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konkret (in-concireto)le.

Dalam rangka raenemukan hukum, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor

\
o

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa “Hakim

13 Sudikne Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Cetekan Ke 7. Liberty. Yogyakarta,
2009, halaman 37.
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14 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Cetakan Ketiga, Ghaiia Indonesia, Bogor, 2011, halaman

106-107:

15°D.H.M. Meuwissen,; Meuwissen Pengembangan rlukum, [Imu Hukum, Teori Huluum, dan

85)

Filsafat Hukum, terjemahan B. Arief Shidarta, I'T. Refika Aditama, Bardung. 2003, halaman 11.

s Pontang Moerad, B.M., Pembentukan Hukum Melaiui Putusan Pengadilan dalam Perkara
Pidana, Alurani, Bandang, 2005, halaman 81.
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1

dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nila

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat™ Adapin dalam

penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa “Ketentuan int dimaksudkan
agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa
keadilan masyarakat”. Dengan demikian ketentuan tersebut memberi makna

hakim merupakan perunius dan penggali nilainilai hidup dalam masyaragat,
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ia seharustya dapat mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat!7.

Untuk dapat menemukan hukum, hakim dalam memeriksa dan memutus
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suatu perkara menggunakaii metode penemuan hukuin. Metode penemuain

hukurn yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh

J.J H. Bruggink meliputi metode interpretasi (inierpretation methoden) dan
82 \
konstruksi. - hukum. ini  terdiri - atas nalar. analogi yang gandengannva
= J - o
(spiegelbeeld) a contrario, dan ditambah bentuk ketiga oleh Paul Scholten
penghalusan hukum (rechisverfijning) yang dalam bahasa Indonesia oleh

Soedikno Mertokusumo disebut penyempitan hukam!s
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Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat
dilakukan . oleh  hakim dalam praktik peradilan, vaitu melalui metode

interpretasi atau penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum!. Ada
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1

verbedaan pandangan  fentang metode atau cara penemuan hukum. oleh
1% 1% &5

17 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung, 2008,
halaman 7.

18 Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, Op. Cit, halaman 26.

19" Achmad Ali, Loc. Cit. halaman 121.
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hakiim menurut yuris dari Evropa Koatinental dengan yuris yang oetasal dari
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Angle Saxon. Pade umumnya yuris Eropa Kontinental tidak meraisahkan

secara tegas antara metode interpretasi hukum dengan metode konstruksi
hukum. Hal ini dapat dilihat dalam paparan buku-buku Panl Scholten, Pitlo,
Sudikno Mertokusumo, dan Yudha Bhakti Adiwisastra. Sebaliknya, para

1

penulis yang condong ke sistem Angio Saion, seperti Curzon, B. Arief
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Shidharta, dan Achimad Ali membuat pemisahan secara tegas antara metode
interpretasi hukiim dan metode konstruksi hukum?20.

Secara umum ada 11 (sebelas) macam metode interpretasi hukum antara lain

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sebagai berikut=:

(1) Interpretasit gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-

undang sesuai kaidah bahesa dan kaidah hukum tata bahasa;
(2) Interpretasi historis, yaitu mencari maksud dari peraturan perundang-
undangan itu seperti apa yang dilithat oleh pembuat undang-undang

itu diventuk dulu;
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(3) Interpretasi sistematis, yaitu metode yeng menafsirkan undang-
undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundar.g-undengan.
artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut

dapat ditafsir- kan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu

| REPOSITORY.UB.ACID |

dipaham: daiam kaitannya dengan jenis peraturan iainnya;

20 Ibid, halaman 115.

21 Ahmad Rifar, Loc. Cit, halaman 62-72.
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(4) Interpretasi- teleslogis/sosiologis, - yaitu- peinaktiaan  suawu  aturat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

huokuin yang ditafsirkan berdasarkan tujuar pembuatan aiuran hukum

ersebut dan apa yang ingin dicapai dalarn masyarakat;
(5) Interpertasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan
memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan

memperbandingkan hencak dicari kejelasan mengenai makna suatu
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ketentuan peraturan perundang-undarngan:
6) Interpretasi . futuristik/antisinatif merupakan =metode - penemuan
X 1 I
hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan undang-undang
ang berlaku sekarang (ius constiiutum) aengan berpedoman. pada
g ) g p p

undang-undang yang belum mempunyar kekuatan hukum - {ius
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constituendiim);
(7) Interpretasi. restriktif, yaitu metode  penafsiran vang sifatnya

membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan;

4 .

s

=

(V) 8 i‘ o B 1IN T4 Vcie f bR ey d » vl % 1 oA 1t ! &G ML
o (8) Interpretasi  ekstensif, yaitu metode interprewasi  yang imembuat
<I

Zee

=z interpretasi - melebihi  batas-batas yang ‘biasa ~dilakukan melalu
S0

interpretasi gramatikal;

(9) Interpretasi autentik, yakni dimana hakim tidak diperkenankan
melalukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang
ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri,

(10)Interpretasi- interdisipliner, yakini dimana  hakim akan melakukan
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penafsiran -yang . disandarkan. pada hermoni-sasi- logika  vang
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bersumber pada asas-asas hukum leoih dari satu cabang kekhususan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dalam disiplin ilpiv hukuin;

(1) Imterpretasi - multidisipliner, - yaknt dimana - hakim. membutubkan
verifikasi. dan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk menjatuhkan
suatu putusan yang seadil-adinya serta memberikan kepastian bagi

para pencart keadilag.
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Dalany metode konstruksi hukum ada 4 (empar) metode yang digunakan
oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu22:

(1) Argumentum Per Analogiam (analogi) merupakan metode penemuan

hukum dimana hakiin mencari esensi yang lebih umum dari sebual

peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur

| REPOSITORY.UB.AC.D |

oleli undang-undang maupun vang beivm ada peraturan nya;

(2) Argumentum a Contrario, vaitn dimana hakim melakukan penemuan
hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang
menetapkan hal-hai tertentu untuk peristiwa tertentu, berart

peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dar bag pevistiwa di

<
<
=
<
o
o0

UNIVERSITAS

lvarnya berlaku kebalikannyz;

(3) Penyempitan/Pengkonkretan hukum  (rechtsverfijning) yang
bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum
yang terialu abstrak, pasit, serta sangat umum agar dapat ditcrapkan

terhadap suatu peristiwa ferteni;

| REPOSITORY.UB.ACID |

22 Ibid, halaman 74-85.
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(4) Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mengemuokakan fakta-fakta baru, sehingga tarpil suata personifikasi

yang baru di hadapan kita.
Di samping metede penemuan hukum oleh hakim berupa interpretasi hukum
dan konstruksi hukum, periu dikemukakan suatu metode penemuan hukum

yang lain yang dapat dipergunakan oleh nakir dalam praktik peradilan
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schari-hari gsebagai alternatif metede penemuan hukum baru oleh hakim
yang berdasarkan pada interpretasi teks hukum. Metode penemiuvan hukum
ini dinamakan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum sebenarnya
bukan sesuatu yang oerdiri sendirl, sebaliknya justru lebin tepat oila

digunakan untuk  memecahkan berbagai persoalan hermeneutis ~dan
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menemukan: kesatuan hermeneutis masa lalu, dimana para 2hl’ hukum dan
teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji i'mu-ilmu humariora.?3

Tujuan hermeneutika hukum di antaranya untuk menempatkan perdebatan
kontemporei inengenai inteipretasi hukum dalam kerangka interpretasi yang

lebib duas. Upaya mengkonsteks-tualisasikan teori hitkum cara seperti ini
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mengisyaratkan bahwa hermenecutika mengandung manfaat (ertentu bagi
yurisprudensi (il/mu hukum). Upnaya memandang problema hukum dari
kacamata sejarah hukum, konstitusi linguistik hukum, dan impiikasi politik
aari cara pembacaan dan pemahaman aukum ini mencooa membangun

interpretasi-hukurn yang berar datam tradisi humanis?®,
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23, Gregory Leyh; Hermencutika Hukum Sejarah, Teori, Dan Praktik, terjemaban M. Khezim,
Nusa Media, Bandung, 2008, halaman 1.

24 Ibid, halaman i-2.
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Dalam praktik peradilan tampak mctode  fermenutika hukum ini tidak
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banyak' ataii jarang sckali digunakan sebagai metode penemuan hukum

dalam praktik peradilan di Indoriesia. Hal ini disebabkan begitu dominannya
metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum vyang sangat legalistik
formal sebagai metode penemuan hukum yang telah mengakar cukup lama
dalaim sistem peradilan di Indonesie. Aiau Capat pula sebagian besar hakim

belum familiar dengan metode (ini, schingga jarang atau tidak

o
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menggunakannva. dalam  praktik peradilan.. Padahal esensi. fermeneutika

hukum terletak pada pertimbangan triangle huknmnya, yaitu suatu metode
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menginterpretasikan teks hukum yang tidak semata-mata melihat teks saja

semata, tetapi juga konteks hukurn itu dilahirkan serta bagaimanakah

kontekstualisasi -atau penerapan hulkumnya di masa
mendatang?.

2. KEABSAHAN PUTUSAN NO. 1537/PID.B/2016/PN.JKT UTR

APABILA HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BERDASARKAN

PADA KETENTUAN PASAL YANG BERBEDA DENGAN TUNTUTAN
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YANG - DIAJUKAN PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI TEORI
HUKUM PIDANA.

Dalam menafsirkan suatu perbuatan termasuk dalam kategori penodaan
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agama, pencgak hukum  khususnya jaksa dan hakim sangat tergantung

dengen keterangan  dari para ahii yang memberikan  keierangan di

pengadilan. Hal int dikarenakan dalam ruvmusan tindak pidana sendiri tidak

25 Ahmad Rifar, Loc. Cit, halaman 89
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terdapat - suatu - penjelasan dan penaisiran yang cukup jelas tentang
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perbuatan-perbuatan’ vang tergolong sebagai penodaan ferhadap aga

o

Sehingga tidak terdapat suatu pernisahan vang ielas apakah suatu perbuatan
tergolong dalam penafsiran yeng menyimpang atau .penyesatan atau
berisikan permusuhan dil.

Pada kasus yang dianansis, individu yang dijadikan scbagai ahli uatuk
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membeerikan keterangen dalam meneniukan apakah terjadi penodazn azama
atau tidak diantaranva adalah ahili hukum pidana, perwakilan dari Majelis

Ulama Indonesia bahkan FPI, sedangkan berdasarkan data yang ada FPI
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adalah pelaku tindakan intoleran paling tinggi teimasuk MUI. Perrnasalahan

yang mengemukan di sini-individe yang ditempatkan sebagai ahli uatuk

memberikan keterangan apakah suatn perbuatan tergelong dalarn penodaan
agama atau tindak pidana terhadap agama lainnya seringkali tidak dijelaskan
secara detil mengenar latar belakang keahlian yang dimiliki dan sejauh

mana pengalanian yang pernah dilakukan dalam mieclakukan pengikajian

terhadap agame yang mernjadi objck permasalaban. Akan terapi di sisi lain
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pihak penasihat hukum juga tidak terlali mempermasalahkan individu yang
dijadikan ahli di_muka persidangan. Hal ini menjadi suatu enalisis vang

perlu didiskusikan lebih lanjut mengingat daiam kasus-kasus penodaan
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agama yang ada, keterangan yang disampaikan oieh ahli menjadi fakior

penentu sebagai sarana pembuctian unfuk menentukan apakah

yang dilekukan oleh terdakwa adalah tindak - pidana  terhadap - agama

(penodaan atau penyesatan agama) dan dijadikan sebagai bahan
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perumbangan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdekwa.
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Ketidakjelasan regiulesi perundang- undangan serte pemaharnan yang tidak

eragam- antara penegak hukum dalam menjalankan keteatuar perundang-
undangan akan mengakibatkan ketidakpastian -hukum dan menimbulkan
kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Penelitian ini ‘akan miengkaji dan mehganalisis ‘mengenai  bagaimana

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana terhadap agama khususnyz
penodaan agama oleh penegak hiukum dan bagaimana kewenangan Hakim

dalam memutus perkara diluar tuntutan penuntut umum.
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A. ‘Penafsiran unsur-unsur - tindak pidana terhiadap agama (penodaan

agama) oleh penegak hukum

Tindak  pidana terhadap agama adalah istileh vang digunakan untuk
menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau
agama. Beberapa bhentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana

terhadap agama adaiah inuitad (apostasyy dan penighinaan (biasplemy)
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termasuvk perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan sebagai tindak plidana
terhadap agama. Seringkali perumusan yang tidak jelas tentanz pengertian

“penghinaan agama” memberikan. kekuatan kepada kelompok mayoritas

terhadap dissenters dan negara terhadap individu. Di negara yang multikultur

| REPOSITORY.UB.ACID |

dair mulit agama tentu akan sangat rentan dengan isu penghinaan. Diihat dari

sifat 2gama, keyakinan seseorang terhadap satu hal dapat berbeda dengan
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keyakinan orang lain, bahkan menyalahkan keyakinan ‘orang  lain, dan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

perbedaan ini dapai diariggap sebagai penghinaan terhadap agara ainC.

Tindak vidana terhadap agama dalam hukum positif Indonesia saat ini
tersebar baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam KUHP ketentuan
tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan dalam Pasal 156, 156a,

175, 176, 177,503, 530, 545, 546 dan 547. Di luar KUHP pengaturan tentang
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tindak pidana terbadap agama dapat ditemukan delern UU No 1/PNPS/1963
tentang. Penyalahgunaan dan/ataun. Penodaan ‘Agama yang selanjutnva

dipertegas melalui Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

201027. UU ITE juga inemperiuas tindak pidana terhadap agama apabila tindak

4

pidana tersebut dilakukan nielalui media elekironik.

UU Ne 1/PNPS/T2hun 1965 tentang Penodaan Agama berisikan 4 Pasal
yang didalamnya mengatur tentang bentuk perbuatan yang tergolong sebagai
tindak pidana terhadap agama. Pasal 1 UU No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang
Penodaan Agama merumuskan tentang perbuatan yang ditarang berupa?®

a.  Sengaje
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b. Dimuka umum

26 Nelia Sumika Putri, Widati Wulandari dan Raden Ayurnas Zisni, Kajian Tindak Pidana
Terhadap Agama Di Indonesia Dibandingkan Dengean Pergaturannya Menurut Hukuin
Internasional Dan Di Negara-Negara Lain, DIPA FH Unpad, 2015 Him 124

| REPOSITORY.UB.ACID |

27 Putusan MK inimenegaskan teritang keberadaan Fasal 28 (J) ayat 2 tentang pembatasan acas
Ketentuan hak asasi manusia, sehingzea memperkenankan negara untuk membatasi kebebasan
beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

8 Pasal | Undang Undang Nomor [/PNPS/1953 ientang penodaan agama
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¢.  Menceritakan,  menganjurkan - atau mengusanakan  dukungan umurm

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

untuk melakakan perafsiran’ fentang ‘suatu agama yang dianut di

Indonesia atau
d. Melakukan kegiatan-kegiaten keagamaan vang menyerupai kegiatan -

kegiatan keagamaan dari agama itu

7
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365 tentang Penodaan Agama i juga memberikan perubahan
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berupz tambahan terbadap ketentuan Pasal 156 KUHP berupa Pasal 156 @
KUHP vang berisikan:

“.. barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau

perbuatan:

a. Yang ada pada pokcknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. 'Dengan maksud agar crang tidak menganut agama apapun juga, yang
bersendikarn Ketuhanan Yang Maha Esa”

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

1

Berdasarkan penatsiran pada pasal 156a perbuatan-perbuatan yang dilatang

adalah mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang mana perasaan/perbuatan

&
L=
= B tersebut berisikan/bersitat:
v
o
L; < a. Permusuhan
S
>0

b. ! 'Penyalzhgunaan atai

c. Penadaan

Dimana objek dari pasal ini adalah suatu agama vang dianut di Indenesia, yang

| REPOSITORY.UB.ACID |

jika ditafsirkan lebih lanjut terbatas pada 6 agama yaitu Islam, Kristen

>rotestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.

1

Kedua ' ketentuan tersebut memiliki  konseskuensi berbeda  dimasa untuk

ketentuan Pasal- 1-UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama,. langkah
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hukum yang dilakukan adalah melalui keputusan bersama Merntert Agama,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Menteri/izkse “Agurig ‘dan Menter: - Dalar Negeri baru setelah ' dilakikan

peringatan atau tindakan, pelaku (perorangan/organisasi ) tetap meianggar baru
dilakukan langkah pemidanaan. Sedangkan untuk ketenfuan Pasal 4 yang
selanjutnya menjadi Pasal 156 a KUHP tidak diiakukan mekanisme seperti

halnya terhadap ketentuan Pasal 1.
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KUHP sendirt tidak memberikan suatu koateks dan penafSican yeng jelas

maupun penodaan agama. Untuk itu penegak hukum sangat memerlukan suatu

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan agama itu sendiri. Hakim

wajib menafsirkan suate ursur tindak pidana yeng tidak jelas untuk membuat

keputusan sesuai dengan apa yang diingkan oleh hukum itu-sendiri; untuk
mencapai kepastian. hukum??. Akan tetapi pada dasarnya meskipun. hakim
diberikan kebebasan untuk menafsirkan suatu undang-undang30 hakim tidak

dapat dengan scbebas-bebastiya meneafsirkan saatu ketentuan pidana, hakim

tetap dibatasi oleh keinginan dan sejarah dari terbentuknya ketentuan pidana itu
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sendiri. Perbagat bentuk penafsiran yvang dapat digunakan cleh hakim antara

lain, penafsiran gramatikal, penafsiran historis (sejarah), penafsiran sistematik

{menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada dalam hukum),

| REPOSITORY.UB.ACID |

penafsiran sosiologis/teologis, penafsiran -otentix/resmi,penafsiran

interdisipiiner dar penafsiran multidisipiiner. Unfuk 1nenafsirkan penodaan

29 Yudha Rhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruks: Hukum Alomni, Bandung. 2000, Hlm .

20'1bid
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agama, menurut peneitti hakim memerlukan penafsiran multidisipliner untuk

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

membantu hakim melakukan verifikasi dan bantuen dari disiplin finiv fain,

dalam hal ini adaleh ilmu agama.
Penodaan terhadap agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung
dari konsep masing-masing agama. Dalam hukum Musa penodaan agama

diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan,
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meragukan kelwasaannya serfa tidak mernatuhi perintab Tuhadl. Menurud

konsep Kristen, penodaan agama terdapat dua bentuk melawan anak Tuhan

serta_melawan roh kudus. Penodaan agama menurut Kamus Katolik tidak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

hanya sebatas kata-kata akan tetapi segala bentuk ekspresi baik kata, tanda atau

gerak twubuh yang menghina keoaikan Tuhan. Pada agama [slam,ticak mengatur

secera khusus tentang penodaan agama, Al -Quran menggunakan  istilah
kemurtadan/ketidakhormatan dan kafir. Sehingga penodaan agama
sesungguhnya terdir1 dari murtad dan kafir. Murtad sendir1 terbagi menjadi dua

bentuk yaitu muitad sehingga menjadi tidak percaya Tuhan/sesat (irtidad) dan

<
<
=
<
o
o0

UNIVERSITAS

meninggalkan islam untuk berpindah menjaci penganut agama lair. (ridda 32
Adapun alasan-alasan - diperlukannva  kriminalisasi perbuatan atas  dagama

adalah:33

| REPOSITORY.UB.ACID |

3 L W.Levy, Blasphemy: Verbal Offznces Againts The Sacrzd From Moses To Salrian Rusdhiz,
Knopf: New York 1993, Him 3.

“21bid

33 Oemar Seno Adji Dalam Barda Nawawi Arief, Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan
(Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berpagai Negara, Semarang; Badan Peneroit
Universitas Diponegoro, 2007, Him 2
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| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(1) Teori perlindungan agama

Menurut teori ini, egama dililiat sebagai kepentingan hukuniiobjek yvang

akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undengan vang
dibuatnya.
(2) Teori periindungan perasaan keagamaan

Teorl ini menjelaskan bahwea kepentingan hukum yang akan dilindungi

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang beragama

3) Teori perlindungan . perdaimaian/perasaan keagamaan Kedamaian/
J o > '~

ketentraman  beragama diantara pemeluk agama/kepercayaan adalah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kepeitingan nukurn yang dilindungi menurut teort ini.

Upaya kKriminalisasi ‘mavpun dekriminalisasi suatu perbuatan perlu

memperhatikan indikator-indikator sebagai berikut:34
(1) Keseimbangan sarana-sarana . yang  digungkan dalem  hubungannva
dengan hasil-hasil yang ingin dicapai
(2) Analisis biaya terthadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya

dengan tujuan-tujuan yang dicari
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(3) Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuen yang dicari itu dalam kaitannya
dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber

tenaga manusia; dan

| REPOSITORY.UB.ACID |

(4) Pengaruh sosial dari kriminalisasi “dan dekriminalisasi yang atau

dipandangan dari pengaruh-pengarih yang sekunder

o~

54 Bassioni, dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Daiam Penanggulangan Kejahatan
Dengan Fidana Penjara, Badan Penerbit Universiias Diponegoro, Cet.2, Semarang, Him 37
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Tindak pidana terhadap agama adalah tinaak pidana yang sensitif, karena

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kKeberagaman zgama yeng dianut di Indonesia. Proses kriminaiisasi tindak

pidana  terhadap agama - adalah sesuatu yang harus - dipikirkan - secara
komprehensif. Pembentukan undang-undang harus mampu melihat kedepan,

berkaitan dengan dampak yang akan ditimbuikan. Pembentuk undang-uridang

(:L.

perlu mengetahui keadaan masyarakat sebenarnya dan- perundang-undengan

< 1.

vang ada¥’. Sehingga, ketentuan pidana hendakrya tidak digunakan apabile
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groundless, needless, unprofitable ov inefficacious 36

Dalam kasus yang menimpa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

diputus olehh PN Jakarta Utara pada hart Selasa, 9 Mei 2017, yang mana

terdakwa dyatuhi pidana selama 2 tahun penjara atas tindak pidana melakukan

penodaan agama terdapat beberapa hal vang dapat dikaji Jika dilthat dari
dakwaan JPU, JPU mengaiukan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan
alternatif diantaranya pada dakwaan Primair yang diancam dengan Pasal 156a
huruf a lalu dakwaan subsidair yang diancari dengan Pasal 156 Kitab Uindang

Undang Hukum Pidana. Kemudian tuntutan dari JPU menggunakan dekwaan
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substdair vyang  digunakan wuntuk menjerat terdakwa kerena melakukan
penodaan agama, serta menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara

selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan seiama 2 (dua) tahun.

| REPOSITORY.UB.ACID |

Yang ingin peneliti bahas dari kKasus ini adalah bagaimana ketika Hakim

memutus perkara Ahok dengan tidak berpedoman xepada surat tuntutan JPU

5 Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Siner Baru, Jakarta, 1985 Hlm 109,

3¢ Jeremy Bentham, Dalam Barda Nawawi Arief,Eeberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan
Pengermnbangan Hukurn Pidana, Pt Citra:Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hirn 4€.

>0
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Menurut pendapat Pencliti berdasarkan putusan No 1337/Pid.B/2016/PN.Jkt

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Utr. dalam  dakwaandya - JPU  tidak secara’ terpisah membedakan ' antara

perbuatan permusuhan, penyalahgunean dan penodazn agama;
Seringkali JPU tidak dapat memisahkan antara ketentuan antera Pasal 156
dan Pasai 156 a KUHP. Pasal 156 KUHP tiaak secara jelas mengacu pada deiik

agama yang menjadi objel dari pasal 156 adalah “golongan pencuduk negara

2
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Indonesia’ yanz dapat ditafsickan raenjadi tiap-tiap bagian isi Negara Republik

[ndonesia yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bagian isi negara lain
karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya,
kebangsaanilya atau kedudukannya menurut hukuin tata negarad’. Sedangkan

Pasal '15%a jelas lebih khusus ditujukan kepada agama yang dianut di

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Indonesia.
Pada Surat Dakwaan dalam putiisan No. 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Uty JPU
tidak cermat dalam meneinpatkan Pasal yang didakwakan terdapat pencampur

adukan antara Pasal 156 can Pasal 156a KUHP. Pada peimbuktian unsur sering

<
<
=
<
o
o0

UNIVERSITAS

menggabunglkan antara perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaam®
dengan perbuatan sermusuhan; penyalahgunaan atau perodaan terhadap agama
dimana masing-masing perbuatan tersebut seharusnya dibedakan.

Dari kasus yang diteliti, JPU seringkali memaksakan untuk menggunakan
Pasal 156a KUHP dengan dasar bahwa Pasal 156a KUHP tidak memerlukan

upaya administeatif terlebih dahulu seperti yang diatur dalam Pacal 2 dan Pasal

| REPOSITORY.UB.ACID |

37, M Budiarto Dan K Wantjik Saleh dalam, Pontarg Moerad, Pembentukan Hukum Melalui
Putusan Pengadilan Dalani Perkara Pidana, Arinico, Randung, 2004, Hlm 170

38 Pasal 156 Undang Undang INomer ! Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Fidana
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3 UU No | tahun 1965 tentang Penodaan Agama. Pada kasus Heidl £ugine

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

vang diduga melakukan tindak pidana penodaan agama berdasarkan Pasal 156a

KUHP dalam dalweaan vang dibuat oleh JPU Kejaksaan Negeri Bandung
akhirnya putusan Kasasi tertangga! 2 Juli 2014 telah menguatkan putusan PN
Bandung dengan mempertimbangkan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa

bukan merapakan  suatu penodaan  agama melainkan penyesatan paheni
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keagamean karene tidak bertentangen depgan ajaran utama agame Kristiank
Delam putusan Nomor 1825 K/Pid/2012 terdakwe Heidi dijatubkan putusan

bebas.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pasal — pasal terkait dengan deiik agama adaiah pasal-pasal yang bersifat

multitafsir dimana undang-undang sendiri tidek memberikan suatu batasaun

yang jelas  apa vyang dimaksud dengan perbuatzn- perbuatan ~perasaan
permusubhan,  kebencian dan . penghinaan®®. dengan perbuatan permusuhan.
penyalahgunaan afau penodaan terhadap agama. Jika didasarkan pada asas

nullum crimen sine iege stricia, pembuat undang-undang scharusnya

mendefinisikan dengan jclas tanpa samar-samar, sehingga tidak ada peromusan
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yang ambigu  mengenai perbuatan - yang dilarang « dan  diberikan sanksi.
Perumusan_yang tidak jelas atav terlalu rumit hanya akan memunculkan

ketidakpastian hukum dan menghaiangi keberhasilan upaya penuntutan

| REPOSITORY.UB.ACID |

ey

29 Jbid Pasal 156 Undang Undang Momor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hulkurn Pidana
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(pidana) karena warga selala akan dapat memoela diri baniwa ketentuan-

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Ketentuan sepetti 11 tidak berguna sebzgai pedoman perifakin.*

Kata-kata/bahasa  yang. tidak jelas seringkali - digunakan dalam suate
hukum/undang-undang karena banvak hal-hal umum yang ingin dijelaskan
meskipun hal ini menimbuikan suatu ketidak pastian mengenai perbuatan apa

yang sebenarnya ingin dilarang oleh pembuat undang-undang.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

B. Peranan dan kualitas keterangan yang disampaikan oleh ahli sebagai
dasar pertimbangan JPU dan Hakim dalam membuktikan dan
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Implikasi dari karang/tidak jelasnya unsvr-unsur tindak pidana dalam

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tindak pidana terhadap agamz menimbulkan dampak bahwa peran dari ahli
untuk memberikan keterangan di imuka pengadilan menjadi sangat penting,
Keterangan ahli sendiri merupakan bagian dari kegiatan pembuktian yang
diatur daiam Pasal 164 KUHAP. Pada kasus-kasus penodaan agama, scinua
pembuldtian melibatkan ahli - untuk  menerangkan  apakah
i / I

yerbuatan  yang

1
1
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dilakukan oleh pelaku tergolong daiam penodaan agama atau termasuk dalam
tindak pidana terhadap agama.

Hal ini juga terjadi dalain kasus Aef Leo bin Iyod dimana pembuktian JPU
lebin didasarkan pada keterangan ahli yang menyatakan bahwa menginjak Al

Quran merupakan perbuatan pengtinaan terhadap  Agarna Tslam. Terdapai

xIr

| REPOSITORY.UB.ACID |

40 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab. Undang-
undang Hukum Pidana Belanda aan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Piaana
Indonesia, Gramecia Jakarta, 2003, him. 358
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kejanggalan juga dalam twntutan JPU dimana menurut JPU yang terbukd

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

adalah ketentuan Pasal 156 KUHP akan tetapi dalam tuntutan meaggunakan

Pasal 156 a2 KUHP dimana kedue pasal ini- memiliki konteks yang berbeda
dalam penerapannya.
Khususnya untuk pasal 156 a dimana ditujukan pada suatu agama tertentu

maka sangat dibutulikan peranan “dari- seksi ahli untuk  membantu  hakim
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menentukan epakah telah terjadi suate perbuatan perrmusuhan, penyalzhgunaan
atau penodaan terhadap agama. Pada kasus-kasus yang diteliti sebagian besar

saksi ahli yang dihadirkan ke muka persidangan adalah saksi ahli dari Majelis

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Ulama Indonesia (MUI). Seperti dalain kasus Kahfi Rosid dan jalaludin, saksi

ahli yang dihadirkan oleh JPU adalat KLH Atjeng T Syah, MM yang bertindak

selaku perwakilan davi MU Kab Sukabumi. Ahli merupakan Ketua Bidang/
Koordinator Bidang Organisasi Hukum dan Fatwa MUIL Kab Sukabumi sejak
2007.

Menurat pendapat perielit, pada vimumnya ahli yang didengai keterangan

di persidangan tidaic perah dikonfrontasi atau dipertanyakan keahiiannya oleh
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JPU maupun Penzsehat hukum, para ahli veng dibadirkan memeng memiliki
gelar K.H atau Pref akan tetapi tidak pernah ditunjukkan keahlian apa vang

menjadi bidang kajiannya maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh para

| REPOSITORY.UB.ACID |

ahii, sehingga seolah-olah para ahli tidak mewakili dirinya selaku ahli caiam

memberikan keterangan melainkan mewakili lembaga tertenty dalam Lai ini

Majelis Ulama Indonesia.
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Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah sejauh mana lembaga

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Keagamaan melaul perwakilannya  dalari ‘menafsickan  suatu  perbuatan

a
oW

tergolon;

¢

alam permustthan, penvalahgunaan atau penodaen terhadap agama

u

dapat digunakan sebagai alat bukti dalam nersidangan dan.digunakan untuk
memutus seseorang yang diduga meiakukan permusuhan, penyaiahgunaan atau
penodaair terhadap suatu agama.

1

Pasal 1 asgka 26 KUHAP meoyatakan secara jelas bahwa saksi adalah
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orang  yang dapat - memberikan ~keterangan  guna  kepentingan - penyidik,

penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

1a iihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 27 KURAP

diberikan juga pengertian keterangair saksi yaitu salah satu alat bukti calam

perkara pidana yang berupa keterarigan dati saksi mengenai suatu perisitiwa
pidana vang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan
pengertian keterangan ahli diberikan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP sepagai
keterangan yang diberikan oleh seorang yang imemiiiki keahlian khusus tentang

ha!l yang diperiukan untik menibuat’ ferang  svatu peirkara. pidana  guna
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kepentingan pemeriksaan.
Delam perkara pidana, keterangan ehli diatur dalam Pasal 184 avat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan bahwa

| REPOSITORY.UB.ACID |

alat bukti yang san dalam pengadilan pidana salai satunya adalan keterengan

ahli. Tebih lanjut Pasal 186 KIJHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli

ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang nengadilan.
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Mengenai perain aili aalam memberikan keterarnigannya dalam pemeriksaan di

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

persidangan terdapat dalam sejumlab peratican dalam KUHAP, antare lain:

Pasal 132 ayat (1) KUHAP
“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu
atau dipalsukan atau diduga pailsu olen penyidik, maka untuk

kepentingan  penyidiken, oleh penyidik dapat dimintagan keterangan
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mengenai hal itu dati orang aihli;”
Pasal 133 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa

yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukarn permintaan

keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehalkiman atau dokter dan atau
ahli lainnya.”
Pasal 179 ayat (1) KUHAP

Setiap ‘orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli - kedokteran

kehakiman efav dokrer atau atii lainrya wajib memberikan keterangan
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ahli demi keadilan.”

Keterangan ahli berbeda dengan saksi dimana saksi adalah orang yang
memberikan Keterangan atas apa yang dilihat, didengar atau dirasakan Pada

umumnya keterangan ahli harya berisikan penjelasen tentang suatu hal ‘atau

| REPOSITORY.UB.ACID |

keadaan - tertentu ~vang - disampaikan - menurut  pengetehuan daiam bidang

keahliannya sehingga pada umumnya keterangan ahli hanya untuk melengkapi
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nilat pembuktian alat bukti yang lain.*' Keterangan ahli- dibutuhkan daiam

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

prosesberacara ‘dalam hukum acara pidana dengan fujuan untuk membuat para

pihak memahamt secara j2las tentang kasus yang dihadapi.
KUHAP pada dasarnya tidak memberikan suatu kriteria vang jelas siapa
yang dapat memberikan Keterangan sebagai ahli dimuka persidangan. Jika

melihat dart penafsiran pasal-pasal dalam KUHAFP secara imphisit dapat ditlhat
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bahwa orang yang dagat memberikan keterzngan seoagai ahli adalah seseorang
yang memiliki keahlian di bidang tertentu seperti dokter misalnya dokter ahli

kedokteran kehakiman.4?

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Penulihan seseorang untuk diposisikan sebagai saksi anii terupakan hal yang

tidax dapat dianggap sepele. Dengan melihat fungsinya dapat mempengarvhi

keputusan hakim dalam meyakini dan membuktikan svatu unsur tindak pidana
maka ahli yvang dipilih seharusnya memiliki kompetensi keahlian yang cukup
yang dapat dilihat dar1 hal-hal baru dan terkini terkait dengan keahliannya
dirnana hal ini dapat dilihat dari laporan-iaporain yang dipublikasikan atau

ditulis terkait dengan permasalahan yang akan digali dalam persidengan.
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Seorang ah!i yang didengar keterar gannya di persidangan harustah independen

dan tidak memihak serta tidak memberikan suatu kesimpulan terhadap suatu

kasus yang akan diseiesaikan, Pengetahuan atau keterangan yang disampaikan

| REPOSITORY.UB.ACID |

A

oleh anli merupakan suatu pemahaman yang akan dipertimbangkan oleh JPU,

Penasihat Hukum dan Haldim dalanr mmemutuskan perkara.

41 Pembehasan Pertnasalahan dan Penerapan Kuhap @ Penyidikan dan Peauntutar M. YVahya
Harahap, hlm 283-284 Sinar Grafika Jakarta 2006

42 Pasal 133 ayat (1) dan, Pasal 179 ayai (1) KURAP
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Ahli yang dapat dihadirkan di persidangan adalah “ahii yang relevan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dengan pokok permasalahannya. Cara menentukan apakah seseorang ahli

tersebut - memiliki relevansi dengan  permaszlahan hukum yang akan
diselesaikan dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang
terhadap pengetahuan terteniu yang bernilai untuk disampaikan. Tidak semua

orang yang berpengalaman dapat dikategorikan sebagal secrang ahli. Usntuk
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dapat mengetahui latar belakang pendidikan dan pengalaman seorang ahli
apakah releven dengan permasalahan hukum yang harus diselesaikaen. seorang
ahli harus dapat menunjukkan bukti-bukti terkait. Berdasarkan data yang
diniiliki olen peneliti, latar belakang ini terkait pendidikan dan pengalainan

seringkal: tidak ditunjukkan tapi hauya merujuk pada jabatan tertentu pada

| REPOSITORY.UB.AC.D |

suatu organisasi tertentu,

Jika dilibat deri kasus-kasus yang diteliti terka’t dengan penodaan agama.
peranan ahli dalam mermberikan keterangan sangatlah substansial dimana
dillihat dari pertimbangan JFU dalaim membuktikan unsur penodaan agarna

maupun hakim dalam  pertimbangannya  memutus suatu - perkara sangat
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berpatokan pada keterangan yang disampaikan oleh ahli di muka persidengan.
Permasalahan yang muncul adalah mengenai validitas ahli itu sendiri seperti
yang dijelaskan di atas. Sejauh mana kualitas dar1 ahii tersebut dan sejauh
mana keterangan yang disampaikan oieh ahli merupakan keterangan yang

obiektif, independen  dan tidak bersifai “bias apzabila - dihubungkan  dengan

| REPOSITORY.UB.ACID |

permasalahan hukum yang akan diselesaikan. Jika melihat: dari kasus-kasus

yang dianalisis sangat kecil kemungkinan ahli yang berasal dari lembaga
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keagamaan memberikan suatu pendapat yang independen dimana Keterengan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

vang disampaikan icbih ‘nerupakan pendapat lembaga  bukan merupakan

pendapatnya sendiri sebagai seorang ahli. -Hal ini juga termasuk apakah
pendapatnya merupakan suatu hal vang objektif vang diperoleh dari
pengalaman baik secara pendidikan formal maupun melalui penelitian dimana

dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan secara jeias sukti bahwa ahii
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melakukan kaijian secara mendalam terhadap permasalahan yang
diteliti.Pembuat  undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa
samar-samar (nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan

- | B 18 4 . . ~ J 1 Bigle A1 . { o5 R 4 | - :
yang ambigu imengenai perbuatan yang - dilarang dan diberikan - sanksi.

Perumusan yang tidak' jelas atau terlalu rumit hanya  akan memunculkan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

ketidakpastian  hukum  dan ~mengbalangt keberhasilan ~upaya penuntutan

(pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa. ketentuan-

ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoian perilaku.43
Kata-kata/bahasa yang tidak jelas seringkali digunakan dalam suatu

hukum/undang-undang karena banyak hal-hal umum yang ingin  dijelaskan
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meskipun hal ini menimbulkan suati ketidakpastian mengenai perbuatan apa
yang sebenarnya ingin dilarang oleh pembuat undang-undang
C. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Kewenangan Hakim Dalam

Memutus Perkara Diluar Tuntutan Penuntur Umumn.

| REPOSITORY.UB.ACID |

43 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab. Undang
undang Hukum Pidana Belanda aan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Piaana
Indonesia, Gramedia Jakarta, 2002, hilm. 358
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Tugas Hakim sangatiah oerat, karena tidak -hanya mempertimbangkan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

‘(‘ 5\ .t San }-vk\ e r‘lnlq 1 |1Sa ‘v'l(' 1 « o 1."“" i PR .', .v-l(-) ioa
hep‘,ml,lg(u- VUKUIM: Saja dalant putusan perkara yangz dindaGapi MeiamKdan juga

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian
hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku
adii, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidakiah mungkin

memuaskan semua pihak; tetapi walaupun begitu hakim tetap diharepkan
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mernghasilkan putusan yeng seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hokam di dalam
persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas)
dan disertai dengan hati nurani hakim.

Bahkan haxkim juga disebut sebagai wakil Tuhan di duiia dalam arti harus

tercermiin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai

| REPOSITORY.UB.AC.D |

seorang hakirn tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran
dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling tidak dapat
dilaksanakan oleh pencai1 keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang
tidak bisa dilaksanakan.

Putusan  hakim ~adalah merupakan  hasil (oufpuf)  dari kewenangan

%
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mengadili setiap perkara vang ditangani dan didasart pada Surat Dakwaan dan
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan
dasar hukum yang jelas, termasuk didaiamnya berat ringannya peneirapan
pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum

7 TR
]

pidena yaitu asas lezalitas yeng diatur pada pasal 1 ayat (1} KUHP yaitu

| REPOSITORY.UB.ACID |

Hukum  Pidana harus . bersumber pada undang-undang  artinya pemidanaan

haruslah berdasarkan Undang-Undang.
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Pencrapan berat' ringannya pidana yang dijatunkan tentu bagi seorang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Hakim disesuaikan dengan apa yang iviehjadi rotivasi dan akibat perbuetan si

pelaku, khususrye dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam- hal
Undang- Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang. pasal-pasal

tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimai seperti diatur calam

b

Undang- Undang Normor 22 tahun 1597 tentang Narkotika, Undang-Undang

& 1- )

Nomor 5 tahun- 1997 tentang Psiketropika dan Undang-Undang Nomor 20
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tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dimana ada yang betul-betul

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

meinerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan

Undang-Undang dan ada juga sebagian hakim yang menerapkan / menafsickan

Undang-Undang yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana (Straf?
Macht) lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan demi keadilan
masyarakat.

Adapun jenis pidana yang dijatuhkan oich seorang hakiim terhadap pelaku

kejahatan diztur di dalam ketentuan pasal 10 KIUHP yaitu
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1. Pidana Pokek
d. Pidana mati

¢. Pidana penjara

| REPOSITORY.UB.ACID |

{. Kurungan

g Denda

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu
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b. Pcramipasan barang-barang tertentu

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

¢, Pengumuman putisan haxim

Apabila hakim meniatuhkan pidana berupa pidana nenjara (perampasan
kemerdekaan), maka ketentuan-ketentuan di atas adalah menjadi dasar hukum
tentang jenis pemidanaan yang akan diterapkan terhadap peiaku kejahatan yang

1

menurut hukum telah tetbukti secara sah' dan menyakmkan serta hakim
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mendasari pada hati nurani, tanpa ade kepentingan apapun.

Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi
wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang
yang berlaku yang pada akhirnya termuat dalam putusan dimana apaoila

terdakwa telah terbulkti secara sah ‘dan menyakinkan bersalah maka putusan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

hakim  danat berupa pemidanaan jenis pidena penjara dan pidana - denda.
seorang hakim terikat dengan Undang-Undang yang secara normatif mengatur
ancaman pidana minimal paik pidana penjara maupun pidana denda, walaupun

daiam praktekada juga hakim yang meneiobos batas minimal ancaman yang

sudah diatur jelas terscbut dengan alasan rasakeadilan dan hat nurani.
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Hakim tidak boloh menjatuhkan hukuman yang lebih rendeh dari batas
minimal dan juga bakim tidak boleh menjatuhkan hukuman vang lebih tinggi
dari batas maksimal hukuinan yang teiah ditentukan Undang-Undang. Memang
Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemmudian  akan

menjedi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang

| REPOSITORY.UB.ACID |

bersangkutan dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim

akan menjatuhkan vonis berupa:
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| REPOSITORY.UB.AC.ID |

1. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakvsa;
2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi

bukan perbuatan pidana melainkan perdata;

(O8]

Diicpaskan dari tuntutan hukum blia terdakwa ternyaia tidak dapat
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dipertanggung jawabkan. sccara rohaninya (ada ganzguan jiwa)

o5

juga ternyata pembelaan yang memaksa.

C

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal vaitu :

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

i 1. 'Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama,
. 2. 'Uunsur filosoetis, beriatikan kebenaran dan keadailan;

3. Unsur sosiclogis yaitu mempertimbargkan teta nilai budaya yang hidup
dan berkembang dalam masyvarakat.

Demikian juga halnya putusan pemidanaan yang berdasar pada yuridis formal

dalam hai ini putusan hakiin yang menjatunkan hukuman pemidanaan Kepada

1

seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukurn tercakwa sesuai
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dengan encaman pidana (Straft Mecht) yeng tertuarg dalam pasal pidana yang
didekwakan. Diakui memang bahwa Undang-Undang memberikan kebebasan

terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal

| REPOSITORY.UB.ACID |

atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan

pasal 12 KUHP yaitu

1. Pidana penjara ialzh seumur hidup atau selama waktu terteniu,
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S

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

lama lima belas tahun berturut=turnt.

3.- Pidana penjara selama wakti tertentu beleh dijatuhkar untuk dva puluh
tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh
memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara

selama waktu tertenty, atau antara pidana penjara seumur hidup dan
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pidana penjara selama wakta tertentu; begitu juga dalam hal ‘vatas Hma
belas tahun- dilampauvi sebab  tambzhan . pidana karena perbarengan,

pengulangan atau karena ditentukan Pasai 52 KUHP.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak bolen melebihi

N

dua puluh tahug.

erdasarkan hal-hal tersebut di atas den berpedoman pada unsur-unsur
yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan
pemidanaan adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti
hakim terikat dengan batas minimal qan batas maksimai sehingga liakim dinilar

telah menegakikan Undang-Undang dengan tepat dan benar.
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Pada praktikriya ada hakim vang berzni mererobos yaitu menjatihkan
pidana di bawah batas minimal dan bahkan di bawah tuntutan jaksa penuntut

umum dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan hati nurani artinya

| REPOSITORY.UB.ACID |

hakim yang tersangkutan tidak mengikuti bunyi Undang-Undang yang secara

tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim deiam putusannya haivs

berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan

keadilan. Atas putusan hakim tersebut yang melakukan penerobosan
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1

penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tdak sesual ketentuan Undang-

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Undang, menuiut ~ penulis ' harus “juod ‘dibargail, ‘asal 'sgja “puiusan’ vang
) & Hdi, yalls

menyimpangi aturan tersebut berintikan pada rasa keadilan masyarakat, karena
ada juga hakim vang berpandangan bahwa hakim tidak dapat hanya berlindung
di belakang Undang-Undang, tetapi juga hakim bertolak pada hati nurani, lebin

dari itu hakim boleh saja aienjatuhkan pidara di bawah ancanan minimal asal
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putusan tersebut tidak ada kepentingan atau objektifitas dijunjung tinggi.
Selaniutnya  mengenai  dasar  pertimbangan: putusan hakini di  bawah

tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan hukum adat yakni

| Q‘ -

|g apabila tetjadi kekosongan hukum ‘dalam - peraturan - perundang-undangan

12

i ; » .

|S formal (huiun: positif) maka hakirn akan diwajibkan -untuk berkeeativitas,

|8

| &

B menggali; mengikuti dan memaharmi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat sebagai dasar putusannya (Pasal 5 ayat (1)) Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kondisi
seperti 11 maka hakim memerankan fungsi rechtsvinding, teriebin lagi hakim

tidak bolch menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutis suatil perkara
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yang diajukan dengan dalih. bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (asas ius curia novit,
Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009).

Pertimbangan putusan hakim berdasarkan yurisprudensi bahwa Calam

memutus perkara untull memberikan suatiu putusan (vois), hakin mengikuti
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putusan-putusan. hakim  terdahulu apabila menemukan dan memerlukan

penanganan atas kasus yang sama dan vyurisprudensi ini akan menjadi
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yurisprudensi tetap apabila secara terus menerus dipakai sebagai acuan oleh

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Hakim berikutaya dalam memutus kasus yang sama (sejenis). Dengan adanya

sumber, -hukum  yeng ditetapkan' oleh pengadilan  dan diakui sebagai
yurisprudensi (bahkan diistilahkan dengan vurisprudensi tetap atau standaard
arresten) maka dalam penegakan hukum oleh hakim tidak ada alasan adanya

kekosongan hukam, hukumnya tidak jelas dan sebagainya dalam ard bahwa
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hakim wajis uatuk menemukan hukaimoya.
Hakim adalali pelaksana undang-undang . sehingea putusannya harus

berdasarkan pada hokum yang normatif yaitu hukum  positif, sehingga

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

penerapain ancamai pidana minimai dalam putusan hakim adalali sesuai atas

legalitas. Hakum dalam menjatuhkair putusannya selain berdasarkan hukum

yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan vaitu nilai-nilai -yang hidup di
masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Putusan
hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda
minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang beidasarkan tasa

1

keadilan dar hati nurani. karena hakim bukan haaya penegak hukum juga
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sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus
perkara tersebut. Putusan Hakim yang menerobos ketentnan dalem undang-

undang yang normatit, atau dalam hal ini di bawah tuntutan Jjaksa Penuntut

| REPOSITORY.UB.ACID |

Uraum dapat saja diterina atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa

1

keadilan yang objek{if

Peranan JPU dalam svatu putusen pengadilan ada dalam surat dakwaan

salah satunya adalah sebagai daser tuntutan pidana (requisitoir). Requisitoir

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




adalah kewenangaa penuntut umum untuk mengajukannya sciciah pemeiiksaan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

di sideng dinyatakan seiasal cieh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar

hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf.a KUHAP Dalam buku “Peristilahan
hukum dalam praktek” (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985) memuat
kata “Requisitorr” yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum  pada
pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.

1

Penuntut umuiv  akan berusaha membuktikan bahwa dakwaannya telah
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terbukti melalui keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, surat.
petunjuk, dan juga dengan bukti diam seperti jejak kaki atau tangan dan benda-
benda yang menjadi barang bukti. Pada ujung tuntutan yang biasa disebut
requisitoir penuntut umun tersebut, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan

meringankan terdakwa. Hal-hal yeng meniberatkan dan mweringankan tidak
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disebutkan dalam nndang-undang. Jadi, hanya berdasarkan kebiasaan misalnya
terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah dan sangat
menyesal, begitu puia keadaan belumi cukap umur dipandang sebagai hal yang

meringankan terdekwa. Hal-hal tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan
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hal-hal yang memberatkan pidana seperti resicivis, gabungan delik, dilakukan
dengan berencana. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah hakim dalam
imembuat keputusan.**

Surat tuntutan (requisitoir) imemuat hal-nal mengenai:#s
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44 Andi Hamzah. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Tecri dan Prakiek. Jakarta: Rineka
Cipta. 1993. halaman 119

45 Adami Chazawi. Kemaniran Dan Keterampilan Prakiik Hukum Pidana. Malang: Bayumecia.
2005. halaman 151
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Hal tindak pidana yang didakwakan;

o
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b. 'Fakta-takta yang diperoleh calam persidangan;

c.- Analisis, ‘hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan: konstruksi
hukum atas peristiwa yang didakwakan;

d. Pendapat tentang hai teroukti tidaknya dakwaan;

(@)

Permintaan Jaksa Penuatut Urium pada majelis hakim. Mengenai huraf

a bal tindak pidana yang didakwakan perlu disebut kembali.
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Apabila surat tuntutan pidana berikut dakwaan. oenuntut. umum . dilihat

sebagaimana petitum gugatan penggugat dalam perkara perdata maka ada

.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai uitra petita.

Pertama, “apabila pengadilan “inenjatuhkan - pidana “melebihil - lamanya

tuntutan pidana veng diajukan oleh Penuntut Umura dan dalam berbagai jenis
berbeda pasal dengan pasal tuntutan, tetapi pasal tersebut didakwakan.
Terhadap hal in1, penulis rasa mayoritas akan sependapat, bahwa hakim dapat
menjatulikan pidaina melebihi tuntutan pidana yang diajukan oich penuntut

umum. Hal i teniu terkait dengan prakick bahwa seringkali tuniutan pldana
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yang diajukan oleh penuatut umum tidak selalu sama dengen maksimal
ancaman pidana berikut pemberatannya yang tercantum dalam bunyi pasal

perundangan yang mengancamkan pidana bagi yang meianggarnya.
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Berdasarkan hal tersebut, tentu dengan metmperhatikan fakta yang terungkap di

persidanigan berikut hal-hal vang memberatkan dan meringankan hakim dalam

mernjatuhken pidana melebihi tuntuian pidana. Hakim diberi kewenangan dari

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




minimura ancaman p;ddﬂ:l Mmpal (lu"lghll maksimum ancaman pidana dangan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pemberatannya, jika ada

Kedua, apabila pengadilan menvatakan bersaleh dan menjatuhikan pidana
terhadap terdakwa namun bukan berdasarkan pasal vang didakwakan dan atau
dituntut oleh Penuntut Umum. Ketiga, apabila pengadilan menyatakan bersalah

dan menjatuhkan pidana terhadap namun atas perbuatan yang tdak pernah
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didekwakan oleh Penuntut Urgum. Kedue hal tersebut sekilas servpa dan tidak
berbeda, akan tetapi apabila dicermati maka akan membawa konsekuensi

hukum vyang berbeda. Terhadap jenis yang kedua, meskipun sekiias
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bertentangan dengan asas legalitas, penulis berpendapat baliwa hal tersebut

diperbolenkan sepanjang pasal yang terbulkti masih dalain satu rarnpun dengan

ancaman pidana yang lebik rendah. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan
diantaranya, perbuatan yang didakwakan ocleh penuntut nmum, berdasarkan
takta yang terungkap di persidangan secara sah dan menyakinkan memang

terbukti, hanya saja karena ‘kKesalahan™ penuntut urium dalam meruruskan
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pasal dakwaaan kemudian dibebaskan tentu dirasakan tidak adil bagi korban
dan atau masyarakat, selain itu dalam prinsip peradilan yang sederhana, cepat
dan berbiaya ringan, hak-hak terdakwa untuk mempersiapkan dan melakukan

pembelaan daiam proses pidana sama sekaii tidak dikurangi karena secara
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materiil uraian tindak pidana sudah ada dalam surat dakwaan.

Pergeseran pendapat terhadap alira petita jenis kedua ni juga mer2arah

1°

diperbolehkan, Yurisprudensi. yang sering -muncul dan. digunakan - adalah

Putusan MA Nomer 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989. Selain itu dalam
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Undang-Undang juga discbutkan bahwa hakim dalam memutus berdasarkan
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hukum juga diberi kebebasan untuk nenggall) mengikuti dan memakai nilai-

nilal hukum yang hidup dalam masyarakat. Contoh vang sering muncul adalah
dideakwa melakukan pencurian dengan pemberatan ternyata yang. terbukti di
persidangan adalah pencurian biasa, atau dalam perkara narkotika, didakwa
memilki ternyata terbukil penyalahguna.

1

Terhadap jenis ketiga, tentu aken menimbullkan ketidak “adilan apabile
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mengadilan menyatakan bersalah dan- menjatuhkan pidana kepada terdakwa

atas pebuatan yang sama sekali tidak pernah didakwakan oleh penuntut umum.
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alasan yang mendasar dengan tidak didakwakannya suatu perbuatan oleh

penuntut  umum, tentu akan sangat dirugikan hak  terdakwa dalam

mempersiapkan dan melakukan pembelaan dan bukti-bulti tandingan untuk
mempertahankan hak-haknya di persidangan. Sehingga meskipun di
persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, hakim tidak dapat
meimpersalatkan terdakwa atas tindak pidana yang terbukii tersebut apaoila

penurntut urnum tfidak mendakwakannya.
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Hal ini tentu tidak terlepas dari bahvwa surat dakwaan adalah sebagai

bentuk perwujudan hak negara dalam melakukan penuntutan atas suatu tindak

pidana yang ada di tangan penuntut umum. Tentu akan bertentangan apabila
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hakim memutus suatu tindak pidana, sedangkan terhadap nal itu negata, dalam

hal ini penuntut umum  ftidak menggonakan haknyz untuk melakukan

penuntutan
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Ulira petita yang kecmpat, apabila pengadilan menyatakan terdakwa
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bersaiah vaelakukan tindzk pidana atas apez yang didakwakan oieh penuntui

umum dan-kemudian menjatuhkar pidana melebihi ancaman maksimal pasal
yang didakwakan dengan pemberatan. Dalam praktek penulis belum
menemukan hakim menjatulikan putusan yang meiebihi ancaman pidana pasal

yang didakwakan.
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Meskipun hakim memiliki kebebasan, akan tetapi ada beberapa batasan;

diantaranya adalali dakwaan sebagai batasan pemeriksaan persidangan dan

A

ancaman pidana minimum sampai maksimum dalam ketentuan perundangan
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adalah batasan hakim datamn menjatuhkan pidana selain mengenai - jenis

1

pemidanaan, szperil - dalam Pasal 10 KUHP. Terhadap  jenis 1ini, penulis
¥ > P pPJ s P

berpendapat bahwa hekim tidak boleh melebhihi -ancaman pidana,  karena
terhadap hal tersebut adalah kewenangan pembentuk undang-uindang vaitu
cksekutit dan legislatif sehingga pelanggaran terhadap hal tersebut adalah
bentuk melampaui kewenangan yang ada. Terlebih apabila dilihat dari sudut

pembagian  kekuvasaarn menurat Tras Politika, hakim sebagai representasi
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kekuasaen -yudiketif tidak - dapat -melampui kekuasaannyz dan masuk ke

wilayah eksekutif dan legislatif.

| REPOSITORY.UB.ACID |
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A. Kesimpular
Berdasarkan nenelitian dan analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. 'Menurut peneliti putusan tersebut tidak memenuhi unsur seperti yang
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tercantum: dalar pasal 156a namun putusan tersebut fetap dikatakan sah
sebelum dibatalkan oleh lembaga vang lebih tinggi, serta tidak adanva
banding. Harus ada perubahan terhadap pasal 156a KUHP lebih lanjut
agar tercapai suatu kepastian hukuin, adapun alternatif untuk menjerat

petaku penodazn agama dengan menggunakan pasal 156 KUHP. Jika

| REPOSITORY.UB.AC.D |

1
L

Hakim berpendapat bahwa pasal 156a terscbut kunmiulati® bukan nya
alternatif maka pasal yang. lebih tepat digunakan untuk memutus
perkara ahok ini adalah pasal 156 KUHP yang merupakan dakwaan ke-2

yang diajukan olet penuntut ummum serta yang meijadi surat tuntutan

vang  diajukan oleh' penuntat umirm. Karena dalam  pasal ini juga
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mengatur lebib luas mengenai perasaan permusithan, kebencian atan
penghinaan terhadap golongan rakyat indonesia yang mencakup ras,

negeri asal, agama, suku dan kebangsaan menurut hukum tata negara.

|\

Dalam mernutus suatu perkara hakim ‘dapat menyimpangt atau tidak
p

menggunakan - tuntutan jaksa s penuntut umum - karena  acuan untuk
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membuat surat tuntutan ,putusan dan  pembelaan adalah surat dakwaan.

Dalam dewasa ini hakim juga dapat memmutus diluar surat dakwaan
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asalkan masihk satu rumpun - dengan alasan untuk ‘memenuhi rasa
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keadilan yang ada pada masyarakat serta hati nurani hakim it sendiri

sebagai acuan daripada pasal Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasean Kehakiman: Dalam putusan No.1537/
P1d.B/2016/PN.Jkt Uir majelis hakim menghukum terdakwa 2 tahun

penjara, ~lebih tinnggi satu- tahun dari tuntutan  jaksa, dalam
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mempectimoangkan venis yeng lebib berat tersebut  majelis hakir
mencantumkan pertimbangan-pertimbangan: Majelis . hakim, menurut

peneliti, bisa menggunakan keadilan subtantif. Peneliti menegaskan
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bahwa dalain menjalankan tugas mengadili dan meniutus perkara,

hakim harus menaati dan mengikuti asas-asas hukum acara pidana, dan

niscaya bisa menggunaken penafsiran  hukum. Hakim - memiliki
kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan. untuk memenuhi rasa
keadilan dan nurami atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan
atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentirigan pelaku,

korban, kepentingan masyarakat/urmum maupun bagi e<sistenst negara.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan vang diperoleh dari analisis, ada beberapa saran

yang hendaknya menjadi rujukan, yakni :

| REPOSITORY.UB.ACID |
W

Alangkah baiknya apabila terdapat penjelasan ternadap penerapan pasal

156a KUHP serta penielasar penjelasan lain yang menunjang atau dapat

menjadi arahan. dalam menerapkan norma dalam pasal tersebut, atau

suatu kepastian dalam penafciran atau penggunaan pasal 156a tersebut
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agar tercapai keseragaman dalam penggunaan pasal 156a tersebut agar
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tercapal’ suaiu kepastian hukom_dan tidak ‘menimbuikan  perdebatan

yang akan ~merimbulkan kesalahan - dalam penafsiran pasal 156a
tersebut.

2. Harus ada persamaan persepsi antara masing-masing sub-sistem -di
dalam proses peradilan pidana. maksud dari persamean persepsi disint

1.

adalah cara vang sama dalam memandang suatu pasal yeng digunakan
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untuk menjaga agar tidak adanya kesalzhan pengunaan pasal oleh

masing masing sub sistem dalam proses peradilan agar tercipta nya

QA [ . . " p!

g suatu kepastian hukum yang akan menjadikan penegakan hukurm
12

| >

| & 5 1) 4 1 - - b 1 2 ~ 4- -~ 3 4 iy q
|S tersebut lebih 'mencerminkan keadilan serta kemanfaatan bagi
|8

| @ : . . .

. magyerakat. Cara kerja sub-sistemn harus -terintegrasi (terpadu) dengan

sub-sistem ‘lainnva. Antara . kepolisian, kejaksaan, pengadilan. dan
lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum seharusnya
secara Konsisten menjaga agai sistem tetap berjaian terpadu. Apabila

sejak awal telab terjadi ketidakterpaduan, maxe kepercayaan masyarakat
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terhadap sub-sistem tersebut sccara keseluruhan akan merosot. Bahkan;

lebih parah lagi, masyarakat tidak lagi mempercayai sub-sistem secara

institutif daiam arti sempit dan sistem peradilan pidana dalam arti yang
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lebih luas.

Sebenarnya masalah kepastian hukum di dalam putusan tersebut dapet

dicegah dengan adanya perubahan pasal dengan menggunakan bahasa

yang mudah dimengerti dan dimaknat agar pasal tersebut tidak menjadi
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multt tafsir.
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Hakim raungkin saja dapat melakukan penemuan hitkum yang bersifat

progresif di dalam putusannya. Putusan yang bersifat progresif tersebut
adalah putusan yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu
terobosan (rule breaking) dengan melihat perkembangan masyarakat ke

depan, fietapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta
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memihak dan peka pada masyzrakat. Dalam membaca suatu bunyi
kalimat peraturan, hendaknyva kita memahami kaidah yang terdapat di

dalamnya. Harus direnungkan terlebih dahulu apa makna di dalam
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Kalimat terseout, seningga dengan demikian tujuan daripada hukum

dapat tercapai.
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